
BUPATI SINJAI 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR TAHUN 2023 

TENT ANG 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI 

DENGAN RAHMATTUHAN VANG MAHA ESA 

BUPATI SINJAI, 

Memmbang · a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban proses akuntansi 
dalam rangka mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis 
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan 
Pemerintah Daerah, 

Mcngingat : 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Srsrem Akuntansi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai; 

c. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana drrnaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupau tentang Srstem Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Smjar: 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lcmbaran NegaraRepubhk 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lcmbaran Negara Repubhk Jnndonesia Tahun2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesm 
Nomor 4286), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Keb,jakan Keuangan Negara dan Stabilitas Srstem 
Keuangan Untuk Penanganan Panderru Corona Virus Disease 
2019 dan/atau dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang 
Membahayakan Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 64851; 

I. 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tcntang 
Perbendaharaan Negara {Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganu Undang-Undang 
Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabihtas Sistem Keuangan Untuk Pcnanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka 
Mengahdapi Ancaman yang Membahayakan Pcrekonomian 
Nasional dan/atau Stabihtas Sistem Keuangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6485): 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan 
Pengelolaan Dan Tanggungjawab Kcuangan Dacrah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah 
diubah bcbcrapa ka[i u:rakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 680 l); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperetur Siptl 
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587),sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemermtah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 IJ; 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah bcbcrapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerinlah Pengganll 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
684 I); 



Menetapkan 
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Undang·Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan 
9. Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
11. Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Menten De.lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
12 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036; sebagaimana 
tdah diubah dengan Pcraturan Menteri De.lam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan aias Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbentukan 
Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

Peraturan Menteri De.lam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
13. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

Peraturan Daeran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok·Pokok 
14. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Nomor 162); 

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan 
15. Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Oaerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 28); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATJ TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN S!NJAI. 



.4. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimekaud dcngan: 
l. Dacrah adalah Kabupatcn Sinjai. 
2. Pcmcnntah Daerah adalah Bupati dan pcrangkat daerah sebagai unsur 

pcnyelenggara pcmermtahan dacrah. 
3. Bupati adalah Bupati gmjal, 
4. Satuan Kcrja Perangkat Oacrah yang selanJUlnya disingkat SKPD 

adalah perangkat dacrah pada Pcmcnntah Kabupaten Sinjai sclaku 
pcngguna anggaran/ pengguna barang. 

s. Akuntans1 adalah proses rdentifikaar, pencatatan, pcngukuran, 
pengklastfikaaran, pengrkhtisaran transaksi dan kejadian kcuanga.n, 
pcnyajian laporan serta pengiruerpretaeran atas hasilnya. 

6. Standar Akuntansi Pcmerintahan yang sclanjutn}'& disingkat SAP 
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditcrapkan dalam menyusun 
dan mcnyajikan Japoran keuangan pcmerintah. 

7. Pcmyataan Standar Akuntansi Pcmcrintahan yang selanjutnya 
d1smgkat PSAP adalah SAP yang drben judul, nomor dan tanggal 
efcklif. 

8. Kcbijakan Akuntansi adalah pnnsip-prinsip, dasar-dasar, konvcnsi­ 
kon\•cnsi, aturan-aturan dan praktik-praktik spcsifik yang dipilih olch 
suatu cntitas pclaporan dalam pcnyusunan dan pcnyajian laporan 
kcuangan. 

9 Kcb1Jakan Akuntansi Pemcnntah Oacrah adalah prtnarp-prtns.p. dasar­ 
dasar. kcnvensi-kcnvcner, aturan-aturan dan prakuk-praktik spesrflk 
yang dtprhh oleh pcmennlah dacrah sebegar pcdoman dalam 
mcnyusun dan mcnyaJ1kan laporan kcuangan pcmcnntah dacrah 
un1uk mcmcnuhi kcbutuhan pcngguna laporan kcuangan dalam 
rangka mcningkatkan kctcrbandingan taporan kcuangan tcrhadap 
anggaran, antar pcnodc maupun antar cntitas. 

10. Sistcm Akuntansi Pemcrintah Oacrah yang sclanjutnya disingkat SAPD 
adalah rangkaian srstemeuk dari proscdur, pcnyclcnggara, pcralatan 
dan clcmcn lam untuk mcwujudkan rungsi akuntamli scjak anahsis 
transaks1 samper dcngan pclaporan kcuangan di hngkungan organisasi 
pcmcrintahan dacrah. 

l I. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mcngakui pcngaruh 
transaksi dan pcristiwa lainnya pada saat transaksi dan pcristiwa uu 
terjadr, ta.npa mcmpcrhaukan saat kas atau sctara kas ditcr,ma atau 
dibeyar. 

12. Basis Kas adalah basis akuntansr yang mengakur pcngaruh 
transaks1 dan pcnstiwa lamnya pada saat kas atau sctara kas d1tcrima 
etau drbayar. 

13. Pengakuan a.dalah proses pcnctapan tcrpcnuhinya kntcria pcncatatan 
suatu kcJadia.n atau pcrisuwa dala.m catatan a.kuntansi schingga akan 
mcnjadi ba.gian yang mclcngkapi unsur asct, kcwajiban, clruitas, 
pcndapatan-LRA, bclanja, pcmbiayaan, pcndapatan-LO dan bcban, 
scbagaimana akan tcrmuat pada laporan kcuangan cntitas pclaporan 
yang bcrsanglrutan. 



14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 

15. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajrkan sccara 
lengkap infonnasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

16. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya dreingkat LRA adalah 
taporan yang menyajikan informasr realisasi pendapatan-LRA. belanja, 
transfer, surplus/defis1t-LRA, pembiayaan, dan srsa lebih/kurang 
pembmyaan anggaran, yang masing-masing drper'bandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode. 

17. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat 
LPSAL adalah laporan yang menyajikan infonnasi kenaikan dan 
penuruna.n SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, 
SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. 

18 Neraca adalah laporan yang menyajikan infonnasi posisi keuangan 
suatu enures pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada 
tanggal tenentu. 

19. Laporan Operasional yang selanjutnya drsingkat LO adalah laporan 
yang menyajikan mfonnasi mengenai seluruh kegiatan operasional 
keuangan entitas pelaporan yang tercennin dalam pendapatan-LO, 
beban dan surplus/defisit operasional dari suatu cntitas pelaporan 
yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

20. Laporan Arus Kas yang setanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang 
menyajrkan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan 
kas dan setara kas selama saru periode akuruenss, serta saldo kas dan 
setara kas pada tanggal pelaporan. 

21. Laporan Perubahan Ekuilas yang selanjutnya disingkat LPE adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terdrri 
dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 

22. Catalan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya drstngkat CaLK 
adalah !aporan yang ekuitas rnenyajrkan informasi tentang penjelasan 
atau daftar terinci atau analisis atas mlru suatu pos yang disajikan 
dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK da.!am rangka 
pengungkapan yang memadai. 

23. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang setanjurnya disingkat 
SKPKD adalah unsur perrunjang Urusan Pemerintahan pada 
Pemerintah Oaerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

24. Pejabat Pengelola Kcuangan Oaerah yang selanjumya disingkat PPKD 
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
mempunyai rugas melaksanakan pengelo!aan APBD dan bertindak 
sebagai bendahara umum daerah 

25. Entitas Akuntansi a.dalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/pengguna barang yang wajib menyelengga.rakan akuntansi 
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 
pelaporan. 

26 Entitas Pela.poran adalah unit pemerintahan yang terchri dari satu atau 
lebih entitas akuntansi a.tau entitas pelaporan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang·undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungiawaban bcrupa laporan keuangan. 

27. Pcndapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan 
tidak per!u dibayar kembali oleh pemerintah daerah. 



28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Pendapatan·LO adalah hale pemenntah dacrah yang diaku1 acbagai 
penambah ekuitas dalam penode tahun anggaran yang bcrsangkutan 
dan udak perlu dibayar kcmbali. 
Belanja adalah scmua pengduaran dan Rckcnmg Kas Umum Daerah 
yang mengurang1 Saldo Anggaran Lebih dalam periodc tahun anggaran 
bcrsangkutan yang tidak akan drpercleh pembayarannya kembali olch 
pemerintah daerah. 
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa da1am 
periodc pclaporan yang mcnurunkan ckuitas, yang dapat bcrupa 
pcngcluaran atau konsumsi aact atau timbulnya kcwajiban. 
Pembreyaan Oacrah adalah semue penerimaan yang perlu dibayar 
kcmbali dan/atau pengcluaran yang akan ditenma kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bcrsangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran bcrikutnya. 
Asct adalah sumbcr daya ckonom1 yang d1kuasa1 dan/atau dim1liki 
oleh pcmcrmtah daerah sebagai akibat dan periauwa mesa lalu dan 
dari mana manfaal ckonomi dan/atau sosial dimasa dcpan diharapkan 
dapal d.peroteh, baik olch pcmenntah dacrah maupun masyarakat 
serta dnpat diukur dalnm satuan uang, lcrmasuk sumbcr daya 
nonkcuangan yang drperluken untuk pcnyediaan jasa bagi masyarakat 
umum clan sumbcr- sumbcr daya yang dipclihara karcna alasan 
sejarah dan budaya. 
Kcwajiban adalah utang yang limbul dari pcrisliwa masa lalu yang 
pcnyclcsaiannya mcngakibatkan aliran kcluar sumbcr daya ckonomi 
pcmcrintah dacrah. 
Ekuita11 adalah kckayaan bcrsih pcmcrmtah dacrah yang mcrupakan 
schs1h antara aset dan kewajtban pcmcnnt.ah daerah. 
Korcks1 adalah undakan pcmbetulnn secara akuntansi agar akun/pos 
yang tcrsaji dalam laporan kcuangan enutas menjad, sesua1 dengan 
yang seharusnya. 
Pcnyesuaian adalah transaks1 pcnycsuaian pada akh1r pcriodc untuk 
mengakui pos-pos seperti persedsaan. prutang, utang dan yang lam 
yang berkaitan dcngan adanya pcrbcdaan waktu pcncatatan dan yang 
bclum dicatat pada transakas berjalan atau pada pcnode yang berjalen. 
Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adnlah daftar 
kodcfikasi dan klasifikasi terkait transaksi kcuangan yang dreusun 
secara arstemaue eebagar pedoman dalam pclaksanaan anggaran dan 
pclaporan keuangan pcmerintah dacrah. 

BAB II 
RUANG t.lNGKUP 

Pasal 2 

Ruang hngkup Peraturan Bupau mi adalah : 
a. Gambaran Umum; 
b. Sistcm Akuntansi Pcmcnntah Oaerah. 

\· 
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BAB Ill 
GAMBARAN UMUM 

Pasal 3 

(I) Sislem Akuntans1 Pcmerintah Dae rah dilcngkapi dengan Gambaran 
Umum. 

(2) Oambaran UmumSistem Akuntansi Pcmcrintah Daerahscbaga1mana 
dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dengan Pcraturan Bupati ini. 

BABIV 
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 4 

(I) Sistcm Akuntans1 Pcmenntah Dacrah sebagarmana dimaksud dalam 
Pas.a.I 2 huruf b mehputi: 
a. Sistem Akuntans1 SKPO; 
b. Sinem Akuntansi SKPKO. 

(21 S1stem Akuntansi SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a 
mcncakup tcknik pencatatan, pengakuan dan pcngungkapan atas 
pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, bclanja, transfer, pembiayaan, 
asset, kcwajiban, ekuitas, pcnycsuaian dan kcreksi, scna penyusunan 
laporan keuangan SKPD 

(3) S11tem Akuntans1 SKPKD sebagaimana dsmakaud pada ayat (I) huruf b 
mencakup tekmk pcncatatan, pcngakuan dan pcngungkapan atae 
pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembsayaan, 
asset, kewajrban, ekuitas, penyeeuasan dan koreksr, serta pcnyusunan 
taporan keuangan PPKD. 

(4) Uraian Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a 
dan huruf b tercaruum dalam Lamptran I sampai Lampiran IV yang 
merupakan bag.an tidak rerprsahkan dalam Peraturan Bupati im. 

Pasal 5 

Penerapan Peraturan Bupau rrn berlaku efektif pada pcnyusunan Laporan 
Keuangan Tahun 2022. 

BAB V 
KE:TENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada seat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 
46 Tahun 2014 tentang Sretem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 46) dicebur dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahumya memermtahkan pengundangan Peraturan 
Bupan mi dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sinjai 

Dne tapkan dr Slnjal 
Pada t nggal '2.DJanuan 2023 

E:TO GADHISTA ASAPA 

OAERAH KABUPATEN SINJAI, 

DAERAH KABUPATEN SJNJA! TAHUN 2023 NOMOR 1.-j 

-- 

PAR AF KOOROINASI 
Sl'?D UN r KERJA >'A�A; 1gl 

I;::�::�.:::·:::::::::· 
'Y 

�;;-��:�. i• -;> 
- . 
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LAMPI RAN I 
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR ..... 
TAHUN 2023 
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERJNTAH 
DAERAH KABUPATEN SINJAI 

BAGIAN I 

GAMBARAN UMUM 

1. PENOERTIAN 
a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilo.ksanakan bcrdasarkan 

xemjeken Akuntansi Pemerintah Dacrah, Sistem 
Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Bagan Akun 
Standar (BAS). 

b. SAPD adalah instrumen yang digunakan untuk 
mcngoperasionalkan pnnsip- prinsip dan Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Smjer. SAPD 
menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari 
proses identifikasi transaksi kcuangun dengan mengatur 
teknik pencatatan. pengakuan dan pcngungkapan alas 
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja. aset, 
kewajiban, ckuitas, pencatatan pada jurnal, mempoatmg 
kc buku besar, menyusun neraca saldo, penyesuaian dan 
koreksi, berakhu- dengan penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Dacrah (LKPO). 

c. SAPD menjelaskan mengenai jems. cara mencatat. dan 
pelaksana pencatat transaksi. SAPD disusun agar para 
petugas yang menjalankan fungsi akuntansi memiliki 
pemahaman mengenai langkah-langkah teknis. Langkah 
teknis merupakan aJur pelaksanaan sistem akuntansi yang 
menjelo.skan pihak-pihak yang melaksano.kan sistem 
akuntansi, dokumen apa saja yang diperluka.n, dan 
bagarrnana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen­ 
dokumen yang terkait. 

d. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdin dari Sistem 
Akuntansi SKPD, Sistem Akuntansi PPKD dan Bagan 
Akun Standar yang digunakan olch Entitas Akuntansi 
daJam menyusun Laporan Keuangannya dan digunakan 
oleh Entitas Pelaporan daJam rangka menyusun Laporan 
Keuangan Konsolidasian berupa Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD). 



2. KARAKTERJSTlK DAN 
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KEBJJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH 
a. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan. entitas 

pelaporan dan entitas akuntansi berpedoman kepada 
keb.j ekan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Sinjai. Kebijakan akuntansi mengatur perlakuan 
akuntansi yang meliputi dasar pengakuan, pengukuran, 
penilaian dan pelaporan atas aset, kewajrban, ekuitas, 
pendapatan, belanja, beban dan pembiayaan serta Japoran 
keuangan, dan atau dapat dikatakan kebijakan akuntansi 
mengatur perlakuan terhadap alur akunta.nsi. 

b. Sistem dan prosedur akuntansi yang dilaksanakan 
Pemenntah Kabupaten Sinjai mengacu pada kebijakan 
akuntansi yang telah ditetapkan. Kebijakan akuntansi 
tersebut mengatur prinsip pengakuan, pengukuran, 
penilaian dan penyajian setiap unsur- unsur laporan 
keuangan yang mcnganut 2 basis akuntansi. yaitu sebagai 
benkut : 
IJ Basis Kas dalam mencatat setiap transaksi keuangan 

yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Pcrubahan 
Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). 

2) Basis Akrual dalam mcncatat transaksi keuangan yang 
berkaitan dengan pertanggungjawaban kekayaan daerah 
dan disajikan dalam Laporan Posisi Kcuangan (Neraca), 
Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan 
Ekuitas (LPE). 

c. Seluruh laporan tersebut, ba.ik yang bcrdasarkan basis kas 
maupun basis akrual diungkapkan secara penuh dalam 
Catalan Atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai prinsip full 
disclosure. 

3. KOMPONEN PEMROSESAN TRANSAKSl 
a. Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) 

Kabupatcn Sinjai terdapat bcberapa komponen pemrosesan 
transaksi. Komponen-komponen tcrsebut adalah : 
11 Dokumcn Sumbcr 

Siklus akuntansi dimulai dari proses pengumpulan 
dokumen sumber yang dihasilkan dari kegiatan 
keuangan pemerintah daerah. Dokumen sumber berisi 
informasi transaksi keuangan yang digunakan sebagai 
dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi. Dokumen 
sumber yang digunakan dalam pemrosesan transaksi 
antara lain: 
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a) Dokumen sumber untuk pengakuan anggaran 
: Ketentuan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon 
Anggaran Scmentara (KUA PPAS) Peraturan Oaerah 
tentang APBO, Ookumen Pelaksanaan Anggaran 
PPKD {DPA-PPKO), Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
SKPD (DPA-SKPD) beserta dokumen perubahannya; 

b) Ookumen pengakuan Pendapatan-LO dan 
Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut: 

Jeni• Pendapatan Dokumen 
Penaaduan 

Pcndapata.n PaJak Daerah Surat Tanda 
A:th Daerah Sctoran 

Retribusi Daerah Surat Tanda 
Seto ran 

Heeu Pengelolaan 
Kekayaan Keputusan RUPS 
Daerahyang 
Dinisahkan 
Lain-lain PAD yang Nota Kredit, Surat 
Sah Tanda 

Setoran ISTSI 
Pcndapatan Pendapatan Transfer Peraturan Presiden D=• Pemerintah Pusat tentangAlokasi 
Pcrimbangan -Dana Dane Perimbangan, (Pcndapatan Perimba.n"an Tram1fer) Peraturan Menteri 

Pendapat.an Tran11fer 
Pemermtah Pusat - 

Keuangan 

Lainnva 

Pendaputan 
Keputusan 
Oubernur 

Transfer Ant.ar tentang 
Dae rah Penetapan Alok.asi 

Dana Ba"i Hasil 
Lain-la.in Pendapatan Hibah Naskah Perjanjian 
Pendapatan Hi bah 
Daerah yang Dana Darurat Keputusan Kepala 
Ssh Dae rah 

Pendepatan lalnnya Surat Tande 
Setoran fSTSI 

(1) Ookumen sumber untuk pcngakuan Beban: Surat 
Tagihan, Berita Acara Serah terima Barang; 
Berita Acara Kemajuan Pckcrjaan; Berita Acara 
Opname Persediaan, Berita Acara Pemeriksaan 
Fisik Aset Tetap dan Bukti Memorial; 

(2) Dokumen sumber untuk pengakuan Belanja: 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP20) GU/LS 
untuk bclanja Pegawai, Barang den Jase dan 
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BelanJa Modal; 
(3) Dokumen sumber untuk pengakuan 

Penerimaan Pembiayaan: Nota Krcdit atea 
penerlmaan pinjaman dari Bank dan Bukti Pcncairan 
Dana Cadangan; 

(4) Dokumen $umber untuk pengakuan Pengeluaran 
Pembiayaan: Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP20)-LS. 

(5) Dokumen sumber tersebut digunakan sebagai 
dasar pencatatan transaksi pada SKPD dan PPKD 
sesuai peruntukannya maamg- ma.sing. 

2) Jurnal 
a) Jurna.l adalah catatan akuntansi awal dalam 

prosedur akuntansi Sistem entri jurnal yang 
digunakan adalah sistcm cntri ganda (double entnJ 
accounting) dimana setiap transaksi dibukukan 
minimal pada dua buah rckening yang bcrlawanan. 
Entri ini memperhhatkan nilai {jumlah) debet dan 
krcdit yang terhbat, serta rekening yang cocok untuk 
jumlah debet dan kredit tersebut dalam Jumlah yang 
sama. Dalam proses pencatatan transaksi kc dalam 
jurnal satu ha! yang penling adalah masalah 
pengakuan (recogrution). Pengakuan adalah 
pencntuan kapan suatu transaksi dicatat 
berdasarkan basis akuntans, yang telah ditetapkan. 
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi 
dan peristiwa terjadi, dan bukan hanya berdasarkan 
pada saat kas atau setara kas diterima atau 
dibayarkan. 

b) Ada dua kategori jurnal, yaitu Jurnal Umum dan 
Jurnal Khusus. Jurnal Umum memuat serangkaian 
kolom dalam format yang bersifat umum sehingga 
setiap transaksi akuntansi dapat dicatat. 

c) Jurnal Khusus mcnggunakan format khusus yang 
disesuaikan dengan tipe transaksi yang relatif sering 
terjadi. JurnaJ khusus memungkinkan transaksi­ 
transaksf yang serupa dtcarat. ditotal, dan diposting 
kc dalam Buku Besar secara lcbih efisien. 

d) Jurnal khusus terdiri dari : 
(IJ Jurnal Penerimaan Kas; dan 
(2) Jurnal Pengeluaran Kas. 

e) Dapat drkatakan jurnal khusus ini menampung 
sebagian besar transaksi, sehingga jurnal umum 
hanya mencatat transaksi yang jarang terjadi serta 
penyesuaian akhir pcriode. 
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f') Format jurnal yang dtgunakan dalam $APO 
Pcmcrinlah Kabupatcn Sinjai. 

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI 
BUKTJ PENJURNALAN 

No. Bukti Tanggal 

Kode Akun De bet Kredit 

Ju.mlah 

Oibuat oleh, Divcrifikasi Disahkan olch, 
oleh 

N=a N=• N=• 
Pelaksana Akuntansi PPK-SKPD PA/KPA 

3) Buku Be•ar 
Buku Besar merupakan media catatan yang digunakan 
untuk mengklasifikasikan transaksi pada akun atau 
rekcning yang scjenis. Buku Bcsar dipcroleh dari hasil 
posting atas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. 
Posting adalah proses pemindahan catatan dari Buku 
Jurnal ke dalam Buku Besar/ Sub Buku Besar sesuai 
dengnn jcnis transaksi dan nama akun mas1ng-masing. 

4) Ner11ca Saldo 
Neraca saldo merupakan hasil proses pengikhtisaran dan 
per+utungen saldo-saldo dari masing-masing akun buku 
besar pada tanggal tcrtentu. Dalam proses pcmbuatan 
neracu soldo dimungkinkan adonya pcmbuatan jurnal 
penyesuaion dan juroal koreksi sehingga dipcrolch sa\do 
yang wajar dari masing-masing akun yang dibukukan. 
Hasil perhitungan Ncraca Saldo sclanjutnya diproses 
dan disajikan dalwn laporan keuangan. 

5) Laporan Keuangan 
a) Laporan keuangan yang dihasrlkan oleh system akuntansi 

pemerintah daerah disajikan dalam satu set laporan 
keuangan terchri atas laporan pelaksanaan anggaran 
(budgetary repon} dan \aporan financial, schmgga seluruh 
komponen laporan keuangan menjadi : 
( 1) Laporan Realisasi Anggaran; 
(2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: 
(3) Neraca: 
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(4) Laporan Operasional; 
(5) Laporan Arus ke s: 
(6) Laporo.n Perubahan Ekuitas; dan 
(7) Catatan atas Laporan Keuangan. 

b) Komponen·komponen laporan keuangan tersebut 
disajikon olch setiap entitas, kecuali Laporan Arus 
Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
yang hanya disajikan oleh entitaspelaporan. 

4. PROSEDUR SISTEM AKUNTANSl PEMERJNTAH DAERAH 
a. Prosedur Sistem Akuntansi Pemcrintah Dacrah merupakan 

siklus okuntansi datam rangka proses pcnyusunan laporan 
kcuangan yang dilakukan mulai jurnal alas bukti 
keuangan, diposting ke buku besar, kemudian terhadap 
pos-pos buku besar yang mcmcr\ukan rincian dibuatkan 
buku pembantu. Dari buku bcsar selanjutrrya disusun 
laporan kcuangan berupa Ncraca, Laporan Reensast 
Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 
Ekuitas, L.aporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lcbih. 

b. Scmua transaksi atau kejadian keuangan yang bcrkaitan 
dengan pcnyclcnggaraan pcmcrintahan dacrah dicatat pada 
buku Jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah. 
Pencatatan dilakukan sccara kronologis scsuai tcrjadinya 
transaksi dan/atau kcjadion kcuangan. 

c. Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat daJam 
buku JUrnal sclanjutnya secara per-icdrk di posting ke dalam 
buku besar sesuai dengan rekening yang bcrkcnaan. Buku 
bcsar ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode scsual 
dcngan kebutuhan. Saldo u.khir setiap periodc dipindahkan 
menjadi saldo awal pcriode berikutnya. Buku Besar dapat 
dilengkapi dengan Buku Bcsar Pembantu sebagai alat uji 
silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu. 

O GADHISTA ASAPA 

PARAF" KOORDINASI 
51(?0 UNIT K.E�J• "J.llA Tgl 

1 �'f:1!-.? . 
2 . , ········· ..•. � 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR ..... 
TAHUN 2023 
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN SINJAJ 

BAB 1 

SISTEM AKUNTANSI SK.PD 

A. GAMBAR.AN' UMUM 

l. KOMPONEN PEMROSESAN TRANSAKSl 
Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Oaerah (SAPDJ 
Kabupaten Sinjai terdaput bcbcrapo komponen pemroseson 
transaksi. Komponen·komponen tersebut ada1ah : 
a. Doku.men Bumber 

IJ SikJus akuntansi dimulai dan proses 
pcngumpulan dokumen sumber yang dihasilkan 
dari kcgiatan kcuangan pcmcrintah daerah. 
Dokumcn sumber bcrisi informasi transaksi 
kcuangan yang digunakan scbagai dasar untuk 
melakukan pcncatatan akumanst. Dokumcn 
sumbcr yang digunakan dalam pcmroscsan 
transaksi antoro lo.in: 
a) Dokumen sumbcr untuk pcngakuan anggaran: 

Perda APBD, Dokumcn Pelaksanaan Anggaran 
PPKD {DPA-PPKD) dan Dokumcn Pelaksanaan 
Anggaran SKPO (OPA-SKPO); 

b) Dokumcn sumbcr untuk pcngakuan 
Pendapatan-LO: Surat Ketctapan Pajak Dacrah 
(SKP-D), Surat Tanda Sctoran (STS). dan 
Pcraturan Presidcn tcntang Alokasi Dana 
Perimbungan; 

cl Dokumen sumber untuk pcngakuan 
Pendapatan-LRA: Surat Tanda Setoran (STS) 
untuk Pendapatan Asli Oacrah, Nota 
Krcdit/Bukti Transfer Bank atau bukti lain yang 
dipersamakan untuk Pcndupatun Dana 
Pcrtmbangan; 

d) Dokumcn sumbc:r untuk pcngakuan Bcban: 
Surat Tagihan, Bcrita Acara Serah terima 
Ba.rang; Berita Acara Kemajuan Pekcrjaan; 
Serita Acara Opnamc Pcrscdio.an dan Bcrita 
Acara Pemeriksaan Fisik Asel Tetap. 

c) Ookumen sumbcr untuk pengakuan Be\anja: 
Surat Perintah Pcncairan Dana (SP2D) 
GU/LS/NIHIL untuk bclanja Pegawai, Bclanja 
Barang dan Jasa dan Bclanja Modal; 
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f} Dokumen sumber untuk pengak:uan Pcnerimaan 
Pembiayaan: Nota Kredit atas pcnerimaan 
pinjaman dari Bank dan Bukti Pencairan Dana 
Cadangan; 

gJ Dokumcn Sumber untuk pcngakuan 
Pengeluru-an Pcmbiayaan: Surat Pcrintah 
Pencuiran Danu (SP2DJ·LS. 

21 Dokumcn sumber tcrscbut digunakan sebagar dasar 
pencatatan transak111 pada SKPD dan PPKD scsuai 
peruntukannya masing- masing. 

b. Jurnal 
I) Jurnal a.dalah catatan akuntansi awal dalam 

proscdur akuntansi. Sistem entri jurnal yang 
digunakan adalah 11iatem cntri ganda (double entry 
accounting) dimana sctiap transak:si dibukukan 
minimal pada dua buah rckcning yang berlawanan. 
Entri ini mcmperlihatkan nilai ljumlah) debct dan 
krcdit yang rertibet, scrtarekcning yang cocok untuk 
jumlah debet dan kredit tcrscbut dalam jumlah 
yang sarna. Dalam proses pcncatatan transaksi kc 
dalam jurnal satu hal yang pcnting adalah masalah 
pcngakuan (recogr1irio,1). Pcngakuan adalah 
pcncntuan kapan suatu rreueakei dicatat 
berdasru-kan basis akuntansi yang telah ditetapkan. 
Basis akrual adaJah basis akuntansi yang 
mcngakui transaksi dan pcristiwa lainnya pada 
saat transaksi dan pcristiwa tcrjadi, dan bukan 
hanya berdasru-kan pada saut kas atau sctru-a kas 
diterima atau dibayarkan. 

21 Ada dua katcgori jurnaJ, yaitu Jurnal Umum dan 
Jurnal Khusus. JurnaJ Umum mcmuat scrangkaian 
kolom dalam format yang bcrsifat umum schingga 
sctiap transaksi okuntansi do.pat dicatat. 

3) Jurnal Khusus mcnggunaknn format khusus yang 
discsuaikan dcngan upe transa.ks1 yang rclauf sering 
terjadi. JurnaJ khusus mcmungkinkan transaksi­ 
transaksi yang serupo. dicatat, ditotal, dun diposting 
kc dalam Buku Besar eecarn lebih cfii:1ien. 

4) Jurnal khusus terdiri dru-i : 
al Jurna1 Pencrimaan Kas; dan 
b) Jurnal Pengeluaran Kas . 

SJ Dapat dikatakan jurnal khusus 1n1 menampung 
sebagian beear transaksi schingga jurnal umum 
hanya mcncatat transaksi yang terjadi serta 
pcnyesuaian akhir pcriode. 

6) Format jurnal yang digunakan dalam SAPD 
Pcmcrintah Kabupaten Sinjai: 
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No. Bukti 

PEMERINTAH KABUPATEN SJNJAI 
BUKTJ PENJUR.NALAN 

Tanggal 

Kode Akun De bet Kredlt 

Jumlah 

Dlbu•t oleh, DlvertnUel, Dl••hkan Ol•h, 

N=• N=• N=• 
htu,:••/Operator PPK-SKPO KPA 

c. Buku Be•ar 
Buku Besar merupakan media cntatan yang digunakan 
untuk mengklasifikasikan transaksi pada akun atau 
rckening yang scjcnis. Buku Bcsar dipcrolch dari hasiJ 
posting atas transaksi yang tclah dicatat dalam jurnaJ. 
Posting adalah proses pcmindahan catatan dari Buku 
Jurnal kc dalam Buku Bcsar/Sub Buku Besar scsuai 
dcngan jcnis transaksi dan nama akun masing-masing. 

d. Neraca Baldo 
Ncraca saldo merupo.kan hasil proses pcngikht1saran 
dan pcrhitungan saldo-saldo dari masing-masing akun 
buku besar pada tanggal tcrtcntu. Dalam proses 
pembuutun ncraca saldo dimungkinkan adanya 
pcmbuutan JUrnal penyesuaiun dan jurnal korcksi 
schingga diperolch saldo yang wajar dari masing·masing 
akun yang dibukukan. Hasil perhitungan Neraca 
Saldo sclanjutnya diproscs dan disajikan daJam laporan 
kcuangan. 

e. Laporan Keuangan 
Laporan kcuangan yang dihasilkan oleh system 
akuntansi pcmcrintah daerah disajikan dalam satu set 
laporan kcuangan terdin atas Iaporan pelaksanaan 
anggaran (budgerary reporr} dan Japoran financial 
schingga scluruh komponcn laporan kcuangan menjadi: 
I) Laporan Rcalisasi Anggaran; 
2) Laporo.n Perubahan Saldo Anggaran Lcbih; 
3) Neraca; 
4) Laporan Operasional; 
5) Laporan Arus Kas; 
6J Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
7) Catutan atas Luporan Keuo.ngan. 
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Komponen-komponen laporan keuangan tersebut 
disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporo.n Arus Kas 
dan Laporan Perubahan Saldo Anggru-o.n Lcbih yang 
hanya disajikan oleh entitas pelaporan. 

2. PROSEDUR SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERA.H 
a. Prosedur Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

merupakan s1klus akuntansi dalrun rangka proses 
penyusunan laporan keuangan yang dilakukan mulai 
jurnal atas bukti kcuangan, diposting ke buku besar, 
kemudian terhadap pos-pos buku besar yang 
memerlukan nncian dibuatkan buku pembantu. Dari 
buku bcsru- selanjutnya disusun laporan keuangan 
bcrupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Operasional, Laporan PerubahWl Eku1tas, Laporan Arus 
Kas dan Laporan Perubahan Sa\do Anggaran Lebih. 

b Semua transaksi a.tau kejadian keuangan yang 
bcrkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dicatat pada buku jurnal bcrdasarkan bukti 
transaksi yang sah. Pencatatan dilakukan secara 
kronologis sesuai terjadinya tra.nsaksi dan/atau 
kejadian keuangan. 

c. Transaksi a.tau kejadian keuangan yang telah dicatal 
dalam buku jurnal selanjutnya se<:ara periodik 
diposting kc dalam buku besar sesuai dengan rekening 
yang bcrkenaan. Buku besar ditutup dan diringkas pada 
setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan. Saldo 
akhir sctiap pcriode dipmdahkan menjadi saldo awal 
periode bcrikutnya. Buku besar dapat dilengkapi 
dengan buku besar pembantu tertcntu. 

d. Dalam butir B lampiran I ini akan dtureucen Sistem 
Akuntansi Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPDJ, 
sedangkan untuk Sistem Akuntansi Pejabat Pengclola 
Keuangan Daerah diuraikan dalam Lampiran II dan 
Bagan Akun Standar (BAS) dalam Lampiran Ill. 

8. SISTEM AKUNTANSI SA.TUAN KERJA PERA.NGK.AT OAERA.H 
(SKPD) 
I. Sistem okuntansi Satuun Kerja Perungkat Derah (SKPD) 

merupakan instrumen u11tuk mengoperasionalkan prinsip· 
pr-irraip akuntans1 yang telah ditetapkan dalam SAP dan 
kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sinjai bcrupa 
metode dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh SKPD 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam rangka 
mcnyusun Laporan Keuangan SKPD meliputi proses 
identifikasi U"ansaksi keuangan dengan mengatur teknik 
pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas 
pendupntan-LO, bcban, pendapatan·LRA, belonja, aset, 
kewajiban, ekuitas, menjurnal ke do.lam buku jurnal, 
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memposting kc buku besar, menyusun neraca saldo, 
pcnyesuaian dan korcksi scrta pcnyusunan laporan 
kcuangan SKPD. 

2. Sistem akuntansi SKPD terinci dari 6 (enam) subsistem 
akuntansidengan perincian sebagai berikut: 
a. Sistem Akuntansi Anggaran; 
b. Sistem Akuntansi Pendapatan SKPD; 
c. Sistem Akuntansi Belanjo dan Beban SKPD: 
d. Sistem Akuntansi Asel Tetap SKPD; 
e . Sistcm Akuntansi Kewajiban SKPD; dan 
r. Koreksi dan Penycsuaian. 

a. SlSTEM AKUNTANSI ANOOARAN 
Sistem Akuntansi Anggaran SK.PD adalah mcrupakan 
teknik pertanggung-jawaban pengendalian akuntansi 
yang digunakan untuk mengelola dan mcncatat 
anggaran SKPD. Pencatatan anggaran pada SKPD 
merupakan tahap persiapan sistem a.kuntansi 
pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan 
pencatatan untuk mcrckam data anggaran yang akan 
membentuk estimasi perubahan SAL. E1Jtimasi 
perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang 
berguna dalam rangka pencatatan transaksi realisasi 
anggaran. 
11 Plhak-plhak terkait: 

Pihak-pihak yang terkait 
akuntans1 anggaran SKPD adalah: 
a) Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPO) yang mempunya1 tugas 

sistem 

SKPD (PPK­ 
pokok dan 

dalam 

b] 

fungsi: 
( l) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan 

LO dan Pendapatan LRA berdasarkan 
bukti-bukti transaksi yang sah dan valid kc 
Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO 
dan Neraca: 

(2) Melakukan Posting Jurnal transaksi 
/kejadian pendapatan LO dan pendapatan 
LRA ke dalam Buku Besar ma.sing- masmg 
rekening (rincian obyek); 

(3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri 
dari Laporan Reajreaei Anggaran (LRA). 
Laporan Operasiona! (LO), Neraca, Laporan 
Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK). 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
yang mempunyai tugas pokok dan rungsi: 
tll Membuat dan mengusulkan RKA-SKPD; 
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12] Menandalangani Laporan Keuangan yang 
Lelah disusun oleh fungsi o.kunlansi SKPD. 

2) Dokumen yang Dlgunakan : 
Dokumen yang digunakan dalam peueaun.an 
akunlansi anggaran SKPD adalah Dokumen 
Pclaksanaan Anggaran SKPD (DPA·SKPD) ate u 
Dokumcn Perubahan Pclaksanaan Anggaran SKPO 
(OPPA- SKPD). 

3) Jurnal Standar : 
Berdasarkan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD yang 
telah disahkan oleh Pcjabal Pcngelola Kcuangan 
Daerah, PPK-SKPD mcla.kukan jurnal: 

Kod.e Mama Perldraan De bet Kred.lt 

3 01 02 01 ><>< EetlmM•i Pendapatan = 301 020$><>< Ealimaai �rubahan SAL - 3.0 I 02 03.xx Apropnaai S.,la.nja - 
Dalam mclakukan akuntansi anggaran, PPKD 
dtpcrbolehkan untuk tida.k melakukan jurnal 
akuntansi anggnran. Namun demikian, prosedur 
pengganti tersebut harus dikclola daJam sebuah 
sistem sehmgga nila.i mata anggaran untuk sctiap 
kode rekening muncul dalam: 
aJ Buku Besar (sebagai header) 
b) Neraca Saldo 
cl Laporan Realisasi Anggaran 

b. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN 

II Siarem Akuntansi Pendapatnn SKPD 
mcngimplementasi kebijakan akuntans, yang 
mengunakan duo basis ukuntansi yang berbeda. 
Basis Akrual menyajikan hasil pencatatan 
penerimo.annya kc do.lam Akun Pendapatan-LO, 
sedangkan Basis Kos digunakan untuk 
pertanggung-jawaban penerimaan APBD yang 
disajikandalam Akun Pendapatan LRA. 

2) Dua jcnis pendapatan diatas dilaporkan kc dalam 
laporan keuo.ngnn yang berbedo., sesuai basis 
akuntansinya. yanu (a) Laporan Operasional (LOI 
dengan akun Pcndapatan-LO yang menggunakan 
berbasis akrual dan (b) Laporan Realisasi Anggaran 
dengan akun Pcndapatan-LRA yang menggunakan 
bcrbasis kas. 

3) Pendo.patan-LO adatah hak pemerintah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 
Pendapatan-LO diakui pada seat hak untuk 
memperolch pendapatan tclah tcrpcnuhi tanpa 
mcmpcrhatikan apakah kas 1elah diterima di 
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Rckcning Kas Um um Dacrah. Scdangkan 
Pcndopotan·LRA adalah scmua pcncrimaan 
Rckening Kas Umum Dacrah yang mcnambah Saldo 
Anggoran Lcb1h dalam pcriodc tahun anggaran 
yang bcrkcnaan yang mcnjadi hale pcmcrintah 
dacrah, dan tidak pcrlu dibayar kcmbali. 

4) Pcndapatan LO diakui pada saat : 
aJ Timbulnya hak atas pendapatan, kritcria ini 

dikcnal juga dcngan earned, atau 
bl Pendopatan dircalisasi. yaitu adanya ahran 

masuk sumbcrdaya ekonomi ba.ik sudah 
ditcrima atau bclum. 

SJ Pcndopatan diakui poda saot dilcnmo pada RKUD 
pcrlu diintcrprctasikan, schingga mcncakup 
transaksi bcrikut: 
a) Pendapatan kas yang tclah ditcrima pada 

RKUD. 
b) Pendapatan kas yang ditcnma oleh bcndahara 

pcnerimaan yang scbugai pendapotan dacrah 
dan hingga tanggal pclaporan bclum disctorkan 
kc RKUD dan masih berada di Bcndahara 
Pencrimaan tctap diakui scbagai pcndapatan. 

c) Pcndapatan tclah ditcrima olch BLUD da.n 
digunakan langsung tanpa dreetor kc Rckcning 
Kas Umum Dacrah, dcngan syarat cntitas 
penerima wajib melaporkannya kcpada BUD 
untukdicatat scbagai pcndapatan dacrah. 

6) Pibak Te.-kait 
Pihok-pihak yang terkait do.lam sistem akuntansi 
pc:ndapatan pada SKPD antara lain Pejabat 
Penousahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), 
Bendoharo Pcnerimaan SKPD, dan Pengguna 
Anggaran/ Kua so Pengguna Anggaran. 
a) Pejabat Pcnatau-haan Keuangan SKPD (PPK· 

SKPD) 
Dalam Sistem Akuntansi Pendapatan SKPD, 
PPK·SKPD mclaksanakon fungsl akuntansi 
SKPD, mcmiliki tugas sebagai berikut: 
(I) Mencatat transaksi/kejadian Pcndapatan 

LO dan Pendapatan LRA bcrdasarkan bukti­ 
bukti transaksi yang sah dan valid kc Buku 
Jurnal LRA don Jurnal LO don Neroca; 

(21 MencauH posting jurnal-jurnal 
transaks1/kejadian pcndapatan LO dan 
Pendapatan LRA kc dalam Buku Besar 
maaing-masmg rckcning (rincian obyck); 

(3) Mcnyusun Laporan Kcuangan, yang tcrdiri 
dari Laporan Rcalisasi Anggaran (LRA), 
Ulporan Opcrasional (LO), Laporan 
Pcrubahan Ekuitas (LPEJ, Ncraca don 
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dan membukukan scmua 
pendapatan kc dalam Buku Kas penerimaan 

Catatan aras t.aporan Keuangan. 
el Bendahara Penerlmaan SKPD 

OaJam Sistem Akuntansi Pendapntan SKPD, 
Bendahara Pcnerimaan SKPD mempunyai tugus 
dan fungsi: 
(I) Mencatat 

Pencrimaan; 
(2) Mcmbuat Rekap Pencrimaa.n Harian yang 

bersumber dari Pcndnpatan; 
(3) Mela.kukan penyctoran uang yang ditcrima 

ke Kas Daerah sctiap hari. 
d) Pengguna/Kuaaa Pengguna Anggaran 

Dalam Sistem Akuntansi Pendapatan SKPD, 
Pengguria Anggaran/ Kuasu Pengguna Anggarun 
mcmpunya.i tugas dan fungsi: 
(I) Menandatangani/mengesahkan dokumen 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP·D) dan 
atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
(SKRD); 

(21 Menandatangani l..aporan Keuangan yang 
tclah disusunoleh fungs1 akuntansi SKPD. 

7) Dokumen yang Digunakan : 
Dokumen yang diguna.kan dalam Sistem Akuntansi 
PendapatanSKPD mchputi dan udak terbatas pada: 
a) Surat Kctctapan Pajak Oaerah (SKP-0); 
b) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); 
c) Surat Ketctapan Retribusi Daerah (SKRD) atau 

dokumcn lainyang dipersrunakan; 
d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); 
e) Tanda Bukti Penerimaan (TBP); 
I} Surat Tanda Setoran (STS); 
g) Notn Kredit atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
8) Jurnal Standar : 

Dengan memperhatikan sumber. erfar, dan 
prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan 
pendapatan di SKPD dapat diklasifikasikan kc 
dalam beberapa Jurna.l standar eebegei berikut ; 
a) Pengakuan pendapatan yang didahului dengan 

adanya penetapan terlebih dahulu. Ketika 
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau 
dokumcn la.in yang dipcrsamakan, SKPD telah 
berhak menga.kui pendapatan meskipun belum 
ditcrima pembayarannya dari wajib pajak. 
Jurnal yang dibuat olch PPK·SKPD adalah: 
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Kode Nama Pcrldraan De bet Kredlt 

1.01.03 xx.xx Piutang Pajak Daerah = 
7.01.xx.xx xx PaJal< Daerah - LO """ 

(II Pada saat wajib pajak membayar paj ak yang 
terdapat dalam SKP, wajib pajak akan 
menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) 
dari Bendahara Penerimaan sebagai randa 
bukti te\ah membayar pajak. Berdasarkan 
tembusan TBP yang diterima dari 
Bendahara penertmaan, PPK-SKPD 
mencatat pendapatan pajak dengan 
menjurnal: 

Kode Nama Perklraan Deb et KHd.lt 

1.0 I .0 1 .O I.xx Kas di Bendahara Penerimaan = 
1.01 03.xx.xx Piutang Pajllk D&erah = 
3.01.02.0Sxx Pe.-ubahan SAL = 
4.01.01.i<X xx Pajak Daernh·LRA = 

(2) Pada eaat Bendahara Penerimaan 
menyetorkan penerimaan pajak ke Kas 
Dae rah maka Bendahara Penerimaan 
membuat dokumen Surat 'rande Setoran 
(STS). Berdasarkan tembusan STS yang 
diterima dari Bendahara Penerimaan, PPK­ 
SKPD membuat jurnal: 

Kode Nama Perklraan De bet Kredlt 

3.01.03 01.,oc R/K PPKD x= 
1.01.01.02.i<X Kaa di Benda.hara = 

Penenmaan 

(3) Jika transaksi pendapatan bersifat non 
tunai maka pengakuan pendapatan juga 
mendasari pada TBP (Tanda Bukti 
Pencrimaan) dan STS (Surat Tanda 
Sctoran) yang diterbitkan dan disahkan oleh 
BUD. 

(4) Bila wajib pajak mcmbayar secara langsung 
tagihan pajak ke Kas Daerah, maka 
berdasarkan Nota Kredit/Rckening Koran 
dari Bank, PPK-SKPD membuat jurnal: 
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Kode Nama Perkt,aan 
' 

' 
Debu Kredlt 

- - 3.01 0301 xx R/11: PPKD ' = 3.01.03.xx IOI l"iu1a11g f>t\lak Oacrnh = 3.o 1 .oa.os xx f'erubahan SAL = 4.01 QI.xx.xx f'ltjak Dacrah - LRA = 

b) Pcngakuan pendapatan pajak yang didahului 
dengan penghitungan sendiri (self-assesment) 
dan dilanjulkan dengan pembayaran oleh wajlb 
pajak bcrdasarkan perhitungan sendiri 
tcrscbut. 
( 11 Ketika Bendahara Penerimaan SKPD 

mencrima pcmbayaran pajak dari wajib 
pajak aras pajak yang sudah dilakuknn 
perhilungan scndiri olch wajib pajak (self 
assesementJ, Bcndahara, Penerimaan 
mcmbuat Tanda Bukti Pembayaran ITBP). 
Dan jika transaksi bersifat non tunai 
maka pengakuan pendapatan tetap 
mendasari pada TBP dan STS yang 
disahkan oleh BUD. 
Bcrdasarkan tembusan TBP yang diterima 
dari Bendahara Pcncrimaan, PPK-SKPD 
membuat jurnal: 

Koda Nama Perkiraan Dabet I Kradlt 

I O 1.01.02 xx KIUI di Sendahara Pencrimlllln Xxx I 7 01 01 x,,: XlC r.jak Dac-nlh - LO = 

(2) Ketika pembaynran pajak tcrsebut 
disctorkan kc Kas Dacrah, Bcndahara 
Pencrimaan membuat Surat Tanda Sctoran. 
Berdasarkan tcmbusan STS PPK-SKPD 
mcmbuat jurnal : 

Koda Nama Perktraan De bet Kredlt 

3 01 03.01.XlC -R/11:-PPKD Xxx 
3.01 03.XlC XlC l\aa d• O<endahara = 
3.0 l .02.05.XlC PrncnmlUln 
4.01 .0 I .x,,:.x,,: Perubahan SAL Xxx 

P111ak Dacrah - LRA = 
(3) Pada akhrr tahun saat penyusunan 

Japoran keuangan dilakukan mveruertsest 
SPTPD yang belum dilunasi. Bcrd.asarkan 
hasil invcntarisasi dilakukan penyesua.ian 
atas piutang pajak yang bclum dibayar. 
Schubungan dengan hal tersebut, PPK 
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SKPD membuat JUrnal: 

Kod• Nania Perklraan O.bet KHdlt 
1.01.03.:,u:,.,. Plutans �ak Daerah - LRA Xxx 
7.01.01.:,u:.:,u: .._,Ilk Daerah - LO - 

{41 Pcngakuan pendapatan pajak, retribusi 
dan pendapatan daerah lainnya yang 
pembayarannya dilakukan dimuka oleh 
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 
selama beberapa periode. 

{51 Keuka Bendahara Penerrmaan SKPD 
mencrimu pembayaran paJuk dari wajib 
pajak, yang pembayarannya dilakukan 
dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi 
kcwajiban sclarna bcbcrapa periode, 
Bendahara Pcncrirnaan rncrnbuat Tanda 
Bukti Pembayaran (TBP). 
Dan jika trnnsaksi bcrsifat non tunai 
maka pengakuan pendapatan tetap 
rnendasari pada TBP dan STS yang 
disahkan oleh BUD. 
Bcrdasarkan tembusan TBP yang ditcrirna 
dari Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD 
membuat jurnal : 

-a - 
Kode N•m• Perldraan .,. ... , K.radlt 

1.01.01.02 x,c Kato d, BendahllTa Pe.nenmaan = 2.0 I .05.:,u:.xx Pe.ndapatan d1tenm11 = d,muka 

Ketika pembayaran pajak tcrscbut 
disetorkan kc Kas Dacrah, Bcndahara 
Penerimaan membuat Surat Tanda Sctoran 
(STS). Bcrdasarkan tembusan STS yang 
dnertma dari Bendahara PPK-SKPD 
rncmbuat jurnal: 

Nam• Perll.iraan ' O.bct I Kn,dlt Kode 
3.01 03 01 xx f.1/.._ PPKD = 1.0 I O 1.02 xx K•• d1 Bcndahani Pencnmaan = l.01.01.02 xx Perubahan SAL = 4.01.01.xx xx Pa,ak Oacr>lh - LRA = 

(6) Pada akhir tahun atau a.khir periode 
akuntansi diterbitkan buku memorial 
untuk mengakui Pendapato.n LO yang 
sudahmcnjad, hak dalarn tahun bcrjalan 
jaccn.,ed}. Jkrdasarkan buku memorial 
tcrscbut, PPK-SKPO menyusun · 
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Kode Name Perkinoe11 Do bet Krcdlt 

2.01 05 JUC Pendapatan diu,nm• d1muka """ 7.01.01.,uc ,uc ak Daer&h - LO - 
c. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELAN.JA 

I) Sislcm Akuntansi Bcban dan Bclanja SKPO adalah 
suatu sistcm yang mcngimplcmcnlasi kcbijakan 
akuntans, yang mcnggunakan dua basis akuntansi 
yang berbcda. Basis Akrual menyajikan hasil 
pcncatatannya kcdalam Akun Beban, sedangkan 
Basis Kas yang digunakan untuk 
pcrtanggungjawaban APBO disajikan dalam Akun 
Bclanja. 

2) Bcban adalah pcnurunan manfaat ckonomi atau 
potcnsi jasa daJam pcriodc pelaporan yang 
mcnurunkan ckuitas, daput berupa pengcluaran 
atau konsumsi aset arau timbulnya kcwajiban. 

3) Bclanja adalah scmua pcngcluaran dari Rckcning 
Kas Umum Oaerah dan Benda.hara Pcngeluaran 
yang mcngurangi Saldo Anggaran l.cbih dalam 
pcnodc Hthun anggaran bcrsangkutan yang tidak 
akan dipcroleh pcmbayarannya kcmbali olch 
pemcrintah. 

4) Bcban dan Belanja Oaji dicatat jumlah brutonya, 
ywtu nilw scbelum potongan potongan yang 
diperkcnankan, karcna bcrbagai potongan alas gaji 
dan tunjnngan t.idak dicatat o\ch PPK-SKPD, karcna 
akan dicatat olch fungsi Akuntansi PPKD. 

5) Potongan-potongan terkait dcngan pengcluaran 
belanja scpcrti Pajak Pcrtambahan Nilai (PPN), Pajak 
Pcnghasilan (PPh), pajak dacrah dan pcrhitungan 
fiskal pihak ketiga lainnya yang dilakukan oleh 
Bcndahara Pcngcluaran dibukukan olch PPK­ 
SKPD. 

6) Akuntansi Bcban pada SKPD meliputi 
pcngakuun, pencatatan, dan pelaporan beban 
pegawai, bcban barang dan jasa, bcban 
pemcliharaan, bcban murni akrual. 

7) Pihak Terkait : 
Pihak-pihak yang tcrkait dalam sistem akuntansi 
Bcban dan Bclanja pada SKPD antara lain Pcjabat 
Pcnatausahaa.n Kcuangan SKPD (PPK-SKPD). 
Bendaha.ra, Pengclua.ran SKPD dan Pcngguna 
Angga.ran/Kuasa Pcngguna Anggaran. 
a) Pejabat Penatousahaan Keuangan SKPD (PPK­ 

SKPO) 
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Dalam Sistem Akuntansi Beban dan Belanja 
SKPD, PPK· SKPD mclaksanakan fungsi 
akuntansi SKPD, mcmiliki tugassebagai berikut: 
!I) Mcncatat transaks1/kcjadian Bcban LO dan 

Belanja LRA bcrdasnrkan buku-bukti 
transaksi yang sah dan valid kc Buku 
.Jurnal LRA dan .Jurnal LO dan Neraca; 

(2) Mencatat posting jurnal-jurnal 
transaksi/kejadian Bcban LO dan Belanja 
LRA kc dalam Buku Besar masing-masing 
rekening (sub rincian obyek): 

(3) Menyusun Luporan Keuangan, yang terdiri 
dari Laporan Realisasi Anggara.n (LRA), 
Luporan Operasional (LO), Laporan 
Pcrubahan Ekuitas (LPEJ, Neraca dan 
Catalan atas Laporan Keuangan. 

b) Bendahara Pcngcluaran SKPO 
Dalam Srsrern Akuntansi Bcban dan 
SKPD, Bendaho.ra Pengeluaran 
mempunya.i tugas dan fungsi: 
t I) Mencatat dan membukukan 

pengclua.ran beban dan belanja ke 
BKU SKPD; 

(2) Membuat SPJ atas Beba.n dan Belanja. 
c) Pengguna/Kuasa Pcngguna Angga.ran 

Dalam Sistem Akuntansi Beban dan Belanja 
SKPD, Pengguna Angga.ran/Kuasa Pengguna 
Angga.ran mempunya.i tugas dan fungsi: 
(I) Mena.ndatungani/mcngesahka.n dokumcn 

SPJ: 
(2) Menandatangani Laporan Kcuangan yang 

telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD. 
8) Dokumen yanc Dlcunakan : 

Dokumen yang digunukan dalam Sistem 
Akuntansi Beban dan Belanja SKPO meliputi da.n 
tidak terbatas pada: 
a) Serita Aeara Serah Tcrima Ba.rang (BAST); 
b) F'aktur dan Kwitansi Pembayo.ran; 
c) Tanda Bukti Pengeluaran (TBP); 
d) Surat Perintah Pcncairan Dann 

(SP2DJUP/GU/TU/LS 
e) Bukt1 Pcngeluaran Barang; 
f) Serita Acara Pe:rhitungan F'1sik Pe:rsediaa.n 

(BAPF'I; 

scmua 
dajam 

Belanja 
SKPD 

g) Bukt1 Memorial/Dokumen lain yang 
dipersama.kon. 
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9) Jurnal StandJU' : 
Oengan memperhalikan sumber, i.ifat, dan prosedur 
llku1nansi Beban don Belanjo. di SKPO do.pat 
d1klasifikas1kan kc dalam beberapa jurnaJ standar 
sebagai berikut : 
a) Beban dan Bclanja Pegawai 

(I) Bcban dan Belanja Pegawai yang 
pembayarannya mclalui mekani•rne LS 
dimana pcmbayaran tersebut ditranfer ke 
Bendahara Pengcluaran, kcmudian 
Bendahara Pcngeluaran melakukan 
pembayaran kc masing-masing PNS. 
Berdasarkan SP20 LS Ga.Ji dan 
TunJangan. PPK-SKPD membuat jurnal 
sebagai berikut: 

Kode Neme Perkheen De bet Ki-edit 

1.01.01.03.xx Kas di Bendahani. Pengeluaran """ 3.01.03.01.xx R/K PPKD """ 8.0 I .O I .xx.xx !Jeban Oaji Pokok = 8.01.01.xx xx Beban 1\Jnjangan .. = 8.01.01.xx.xx Beban Tunjangan = 8.01.01.xx xx Beb,u, �mbulatan = I 01 01 OJ lDI Kas di Bend.llhl\Ta - Pengeluaran 
S 01 01 lDl.lDI Bclrutja Gl\)1 Pokok 
S O I O l.lDl.lDI Belal\]a Turtjangan = SOI 01.ulDI Belaajll T\ntjangan = 501 01 lDllDI Uelaru& P,,mbulata.n = 3 01 02 OS.lDI Peru bahan SAL 

' = 
(3) Bcban dan Belanja Pcgawai yang 

pe1nbayarannya melalur mekani•me 
UP/OU/TU (pembayaran lembur dun 
honorarium) dimana pcmbayaran dilakukan 
oleh Bendahara Pengcluaran metanu uang 
pcrscdiaan, tahap- ta.hap transaksi yang 
harus dijurnal olch PPK-SKPD adalah 
sebugai bcrikul: 

'•' p 

Koda a Nsma Perldrss.n De bat KJ-adlt 

8010202lDI ..,...,. mbur = 80!0103lDI Beb&n Honoranum = I 01 01 03.u (b) Kas di Bendahani ""n�lulll"1ln = 501 0202u :I�J• Lembur = S0!0L03u 1J• llonoranum = I I 301 020SJUL (d) Pl:rublihlln SAL - (e) 
(f) Saal Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran melimpahkan 
bclanjo. GU yang selanjutnya oleh 
Benda.hara Pcngcluaran dibuat Ta.nda 
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Bukti Pengeluaran. Berdasarkan Tanda 
Bukti Pengcluaran, PPK-SKPO mcmbuat 
jurnal: 

(g) Pada saat Bcndahara Pcngelua,ran 
mengajukan ganti uang persediaan 
atas pengcsahan SPJ diatas melalui 
SPP dan SPM-OU, Kuasa Bendahara 
Umum Daerah 1nencrbitkan SP2D OU. 
Berdosarkan dokumen SP2D-OU, PPK­ 
SKPD membuat jurnal: 

-- 
Kode Nama P•rldraan O.b•t Kr•dll 

1010]()3:g Ka• d1 Bendati..-. f;,nl"luu.n = 
3 01.03.0] xx R/K PPKD = 

Icl Pado soat Bendahara Pcngeluaran 
mcmpcrtanggung- jawabkan belanja 
yang telah dikcluarkan melalui 
SPP/SPM-NIHIL, Kuasa Bendahara 
Umum Daerah mencrbitkan SP20- 
NIHIL. Berdaisorkon dokumen SP2D­ 
NIH1L PPK-SKPD mcmbuat jurnal: 

Kod• N•m• P•rldraan D•bat Kr•dlt 

e 01 o:.i o:.f:u - " BelanJ& Lcmb11r = 5010103:u lkt.•u• Honora1111m = 3 01 02 05.:u f;,ru�han SAL = 8010202:g lk�n Lcmb11r = 80101 OJ:g Be�n Hono,..rillm = 1.01 01 03 .u Ka• di S.,ndahan Pen luaran = 
b) Behan dan Betanju Ba.rang dan Josa 

Beban Barang Peraediaan dengan Metode 
Perlodlk 
(I) Un1uk persediaan yang mcnurut Keb1jakan 

Akuntan8i dilakukon dengan menggunakan 
mctodc pcriodik. pencatatan drlajcukan 
pado periodc pelaporan tertcntu sehingga 
tidak meng-updatc jumlah persediaan pada 
eermp transaksi pcnambahan dan 
pengurangan. 

(2) Pcmbelian/Pcngadaan Barang dan Jasa 
berupa ATK (scbagai contoh), yang akan 
langsung digunakan pada pelaksanaan 
kegiaran. scrta pembelian terscbut bclum 
dilakukan pembayaran, tapi barang tersebut 
telah diterima dan tclah didukung dengan 
Berita Acara Scrah Tcrima Barang (BAST). 
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(3) Berdasarkan BAST dan dokumcn 
kclcngkapan SPJ, PPK·SKPD mcmbuat 
jurno.l scbogu.i bcrikut: 

Kod• N•m• P•rkira•• De bet Kredlt 

8010201xx Beban Bann1 = 2 Ol 06 02 ,a ll�n1 Bel.aiua e.. .. n, .JaM = 

\4) Sclanjutnya berdasa.rkan BAST dan 
kelcngkapan dokumcn lainnya, Bendahara 
Pengcluaran mcngajukan SPP/SPM·LS 
untuk ditandatangani Pcngguna Anggaran. 
SPP/SPM·LS yang telah ditandatangani 
Pengguna Anggaran sclanjutnya 
disampaikan kcpada Benda.hara Umum 
Dacrah UIHUk diterbitknn SP2D·LS. 
Berdasarkan SP2D-LS yang ditcnma dari 
Bcndahara Umum Dacrah, PPK-SKPD 
membuat jurnal sebagai bcrikut: 

- Kode Neme Perldnien De bet Knidlt 

2010602xx lllang BelanJ• 8a!"11fl& Jase = 
J O I OJ O 1.,a R K Pf'KO = 
5010201xx BelaoJII Ba""I = 
JO 1.02 05 xx Perubahen SAL = 

(5) Pcmbelian Barang dan Ja:sa bcrupa ATK 
(sebagai contoh), yang pcmbayarannya 
mclalui uang pcrsediaan, maka Benda.hara 
Pcngeluuran akan mcmbuat Tanda Bukti 
Pengcluaran atas pcngadann barang dan 
jasa tcrsebut. Bcrdasarkan Tanda Bukti 
Pcngcluaran. PPK-SKPD membuat jurnal: 

- .... Name Perklniall ,,. ... Kredlt 

8.01 0201 �-- llc:ban Barang = 
I 01 Ol OJ ,a Kea d1 Bendeha,.. Pengelwa .. n - 5 010201 ,a lklarue Barang = 
J 01.02 05,JIJIC Perubahan SAL - 

(6) Pada saat Bcndahara Pengcluaran 
mcngajukan ganti uang persediaan mclaJui 
SPP dan SPM-OU, Bcndahara Umum 
Dacra,h mencrbitkan SP20 OU. 
Bcrda,sarkan dokumen SP20-GU, PPK­ 
SKPD membuat jurnal: 
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Kode N•m• Peri.u.•a I O.bet Ktedlt 
I O I O I 03.Jlll Kaid, Brndah&n, Pengetu•n,n """ 3010JOlu R K l'PKO = . 

(7) Pada akhir periode fungsi akuntansi akan 
melakukan penghitungan fisik (stock 
op11ame) terhadap barang dan jasa 
(persediaan) yang telah dibeli dan belum 
digunakan, hasilnya dituangkan dalam 
Serita Acara Perhitungan Fisik Pcrsediaan 
(BAF'P). Berdasarkan Serita Acara 
Perhitungan Fisik Persediaan ini PPK·SKPD 
membuat jurnal sebagai berikut: 

- 
Kode N•m• Perklr••<1 0.bet Kredlt 

I 01 12 01.u U..n,n1 Pau.l ll11b11 """ 8010201u Oct:.n Baran1 = 

Beban Barang Peraedlaan den1an Metode 
Perpetual 
(l) Untuk persediaan yang menurut Kebijakan 

Akuntansi dilakukan dengan menggunakan 
metode perpetual. pencatatan. Untuk 
persediaan yang menurut kebijakan 
akuntansi dilakukan dengan menggunakan 
metode perpetual, peneatata.n dilakukan 
pada setiap dokumen transaksi sehingga 
mengupdate jumlah persediaan puda seuop 
terjadi penambahan dan pengurangan. 

(2) Pada saat terjadi pembelian barang dan jasa 
(obat-obatan sebagai contoh) yang bclum 
ditakukan pcmbayaran dan telah didukung 
dengan Bente Acara Serah Terima Ba.rang 
(BAST) dari Rekanan, PPK·SKPD membuat 
jurna1: 

..... Name Perklr11•<1 o. ... , Kredlt 

1.01 12.01.u Ot:.1-ot:.1.an """ 2 01 06 02 ll.11 Uteng lklan.J• Banmg dan .J•• """ 
(3) Pada saut dilakukan pembayaran melalui 

mekanisme SP2D·LS, PPK·SKPD membuat 
jurnal sebaga, beriku1: 
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' Kod• Nama P•rl1.baa11 0.b•t KHdlt 
2 01 06 Ol"" Ut.ang Bela,ua Baran1 clan Jau. """ J 01 OJ 01 lUI R/K PPKD - 5 0 I 02 05.lDI Belan.Ja Barang """ J 01.02 OS lDI Pffub&han SAL = 

(4) Pada saat terjadi pcmbelian barang dan 
jasa (obal- obatan scbagai contoh) yang 
pembayarannya dilakukan mcla1ui uang 
persediaan maka Bcndahara Pcngcluaran 
o.kan mcmbuat Tanda Bukti Pengeluaran. 
Bcrdasarkan dokumcn Tanda Bukti 
Pengcluaran. PPK-SKPD membuat jurnal: 

Kod• Nama P•rldraan O.bet Kndlt 
1011201llJI Obat-obatan = I 01 01 OJ"" Ka• d, Bendahani """P'lu.ran - 5 0 1.02 0 l.llJI Bc,lanJm BaTana = 
3.01.02 05 llJI Pffubahan SAL - 

(5) Pada eaat dilakukan pcmbayaran 
melalui mekanismc SP2D·OU, PPK-SKPD 
mcmbuat jurnal scbagai bcrikut: 

Kode Nama Perklraan I Dcbet Kredlt 

I 01 01 OJ lDI KH di �aha .. Pr�luartn """ J 01.0J 01 llJI R K PPKD - 
(6) Pcngakuan bcban pcrsediaan dilakukan 

pad a saat tcrjad1 konsumsi atas 
perscdiaan. Dokumcn yang digunakan 
sebagai dasar pencatatan adatah Bukti 
Pcngeluaran Barang atau nama la.in yang 
dipcrsamakan. Pcncatatan transaksi 
dilakukan pada sctiap tcrjadi pcngeluaran 
barang. Bcrdasarkan Bukti Pengcluaran 
Barang, PPK·SKPD membuat jurnal 
berikut; ..... Nama Perldraan Dob •• Kredlt 

8 01 02 01 "" Beban ea .. n, """ I 01 1201 IUI Obat-oDlltan 
' """ 

Beban Pcnyiaiban Piutang: 

Bcban Penyisihan Piutang ada1ah taksiran nilai 
piutang yang tidak dapat ditcrima 
pcmbayarannya (tidak tertagihkan) dimasa yang 
akan datang dari entitas lain baik perorangan 
maupun koorporasi. Bcsarnya penyisihan 
piutang dihitung berdasarkan tingkat 
ko\ckub11itus piutang yang dimiliki SKPD. 
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Berdasarkan Bukti Memorial dan Oaftar Aging 
Schedule Piutang, PPK·SKPD membuat jurnal 
sebagai berikut; 

Kode Neme PerldraeD De bet Kredlt 
801 07.uu Behan Pcny1•1han Plutan1 """ I 01 IOJC1u Pcny,.,h•n Plu1an1 = 

d. SISTEM AKUNTANSI ABET TETAP 
I) Sislem Akuntans1 Asel Telep SKPD adalah 

merupakan leknik pertanggungjawaban 
pcngendalian akuntansi yang digunakan untuk 
mengelola dan mencatat aset letap SKPD 

2) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai 
mesa manfaat lebih dari 12 bula.n dan digunakan 
dalam kegiatan operasional pemerintah ntuu 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Asel tetap 
terdiri dari tanah, peralatam mesin, gedung dan 
bangunan. jalan irigasi dan jaringan, asset tetap 
Iamnye , dan konstruksi dalum pengcrjo.an. 

3) Plhak Terkalt : 
Pihak·pihak yang ter-kau dalam sislem akuntansi 
aset tetap pada SKPD antara lain Pejabat 
Pcnausahaan Keua.ngan SKPD (PPK· SKPD), 
Bendahara Pengeluaran SKPD, Pengurus Baro.ng 
danPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 
a) Pejabal Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK· 

SKPD) 
Dalam Slstem Akuntansi Aset Tetap SKPD, PPK· 
SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD. 
memiliki tugas sebagai berikut; 
( 11 Mencatat transaksi aset tet np berdasarkan 

bukt1 bukt1 transaksi yang so.h dan valid ke 
Buku Jurnal, dan Neraca: 

(2) Melakukan posting transaksi aset tetap ke 
dalam Buku Besar 1nasing-masing rekening 
(rmcran obyek); 

(31 Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri 
dar, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 
Laporan Operasional (LO). L..aporan 
Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca da.n 
Catatan atas L..aporan Keuangan. 

b) Bendahara Pengeluaran SKPD 
Oalam Sistem Akuntansi Aset Tetap SKPD, 
Bendahara Pengeluaran SKPD mempunyai 
tugas don fungs1: 
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(I) Menyiapkan dokumen-dokumen pembayara.n atas 
pengadaan akuva tetap: 

(2) Mencatat dan membukukan semua 
pcngeluaran belanjamoda1 ke dalam BKU; 

(3) Mcmbuat SPJ pengeluaran atas betanj a 
modal. 

e) Pengurus Barang 
Oa!am Srstem Akuntansi Aset Tctap SKPD, 
Pengurus Barang mcmpunyai tugas pokok dan 
fungsi: 
(I) Mcnyiapka.n dan menyarnpa.ikan dokumen 

pengelolaan aktiva tctap; 
(2) Mcmbuat Laporan Mutasi Barang, Kartu 

lnvcntaris Barang dan Buku Jnventaris 
Barang SKPD; 

d) Pengguna/Kuasa Pcngguna Anggaran 
Dala.m system akuntansi asset tetap SKPD, 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
mempunyai tugas dan fungs1: 
!2) Menandatangani/mcngesahkan 

SP.J: 
(3) Menandatangani Laporan Kcuangan yang 

telah disusun olehfungsi akuntansi SKPD. 
4) Dokumen yang Dlgunakan : 

Dokumen yang digunakan da1am Sistem 
Akunta,nsi Asct Tctap SKPD mcliputi dan tidak 
terbatas pada: 
a) Serita Acara Serah Tcrima Barang/Pekcrjaan 

(BAST); 
bl Faktur dan Kwitansi Pembayaran; 
c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-LS; 
d) Surat Perintah Pencairan Dana jSP2D)-GU; 
e) Surat Keputusan Pengelola Barang tentang 

PenghapusanAset: 
I) Berita Acara Penyerahan Ba.rang antar SKPD; 
g) Bukti Memorial atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
SI Jurnal Standar : 

a) Pcnambahan Asct Tctap 
Oalam transaksi pembelian aset tetap yang 
meggunakan mekanisme LS, aset tetap diakui 
ketika terjadi serah terima barang dari pihak 
ketigu dengan SKPD tcrkaiL Berdasarkan bukti 
transaksi berupa Serita Acara Pcncrimaan 
Barang atau Serita Acara Serah Terima. PPK­ 
SKPD mcmbuut bukti memorial aset tetap yang 
kc:mudian diotorisasi oleh Pcngguna Anggaran. 

dokumcn 



Bcrdasarkan dokumen dokumen tersebut, PPK­ 
SKPD mengokui penambahan aser tctap 
dcngan membuat jurnal: 

Kode Nama Perkiraan De bet Kredlt 

I O 3 ,u; ,u; "" Aect Tr\.llp """ 2 01 06.,u; . .u Utang B<:l.11.•u• - BrlanJI. Modal """ ..... 

Sclajutnya dilaksanakan proses pembayaran 
perolehan asset tctap tcrscbut hingga SP2D-LS 
terbit. Berdasarkan SP2D-LS yang ditcrima 
dari Kuasa Bcndahara Umum Dacrah PPK­ 
SKPD membuat jurnal sebagai bcrikut : 
Pcmbclian aset tetap dalam batasan tertentu 
dan bcrsifat non kontraktual dapat dilakukan 
mclahn mekonisme UP/GU/TU. Apabila 
pembelian aset tctap dilakukan dcngan 
mekanisme UP/GU/TU o\eh Bendahara 
Pengcluaran, 
berdasarkan 
belanjanya). 
Pengeluaran 

make pengakuannya dilakukan 
bukti pcmbayaran (bukti 

Berdasarkan Tanda Bukti 
atas belanja modal, PPK-SKPD 

membuat jurnal: 

Kode Nama Perkin.an De bet Kredlt 

I 03 0 I "" "" AIM'! Tru,p = 
1.01 Ol 03 .u Ku d, !.kndah11ra �ngrluaran = 
S 02 xx . .u .u BrianJa Modal = 
3.01.02 OS . .u �n.ibahan SAL = p 

Pada saat bendahara Pengeluaran melakukan 
pcrmintaan ganti uang perscdiaan dengan 
mengajukan SPP/SPM-GU kepada Bendahara 
Umum Daerah. Berdasarkan tcmbusan SP2D­ 
GU dari Bendahara Umum Dacrah, PPK-SKPD 
mcmbuat jurnal sebagai berikut: 

Kode Name Pcrkiraan Debet I Kredlt 
I 01 01 03 . .u Kat di Bendahara Pc:ngeluanm """ I J Ol 03 01..u R/K PPKD = 

b) Pcnghapusan Aset Tew.p 
Penghapusan aset tctap dapat 
karena penjualan, tukar-menukar, 
antar SKPD, hibah, penyertaan 

terjadi 
mutasi 
modal, 

pcmusnahan atau karena sebab-scbab lainnya. 



• 36 · 

Unluk penghapusan aset tetap dirnulai dan 
usulan SKPD, PPK-SKPD akan mcmbuat bukti 
1ncmorial bcrdasarkan usu\an penghapusan 
aset tetap, seperti penjuaJan, perpindahan SKPD 
maupun pemusnahan aser tctap yang telah 
disampaikan kepada Bupati Sinjai melalui 
Pengelola Barang. Berdasarkan bukti usulan 
penghapusan, PPK-SKPD membuat jurnal: 
Catatan : Akumulasi Pe11yusuta11 ikut dipindah 
k:e da/am ak.J11 Asef Lamnya dan m.asih dicatat 
berdasark;a,i rd/ai perotehannsja 
Dcngan jurnal tersebut a set tetap 
direklasifikasi/dipindahkan ke aset lainnya. 
Selanjutnya. apabila telah lerbit SK 
Pcnghapusan Barang setelah mendapat 
persetujuan dari Bupat1 S1njai ten tang 
penjua.lan/ perpindahan SKPD/pemusnahan 
aset tetap, PPK SKPD membuat jurnal : 

Kode Neme Perldreen De bet K«ocllt 

I 03 07 ""·"" Akumula1i Penyusutan A.et Tctep = 
1.03 ""·""·"" Aset Tctap ... = 
I O S lDI lDI "" Axt l.eJn·lrun = 
L OS 06.0 I "" Akumulasi �n)·u1utan Axt = 

1.am-lrun 

Jika penjualan asct mcngalarni kerugian maku 
jurnal sebagai berikut : 

Kode Nema Perlr.heea De bet Kredlt 

8 OS.O I .llJI "" Dcfi111 F'lenJualan Asel Tctap = 
I OS 06 0 l.lDI Akumulasi F'lenyusutan AKI Lain-lain = 
I.OS 04.01.llJI Amel Lain-lain = 

Jika penjuatan aset rnengalami keuntungan 
maka jurnal sebagai berikut: 

Kodc Nama Perldraen Debct Krcdlt 

l OS 06 01 lDI Akumula1i �nyu1utan A- Lam-lain """ I 05 04.01."" Aac1 Lam-lam = 
7 0 1.0 ! ·""·"" Su- Lui �niualan A.et Te11- = 

Untuk pelepasan aset tetap karena perpindahan 
SKPD, maka dibual Serita Acara Penyerahan 
Barang dengan SKPD Penerima. Berdasarkan 
Serita Acara Penyerahan Barang tersebut PPK· 
SKPD membuat jurnal : 
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Kode Nama Perkln,a" Dob •• Ka-edit 
I 03 07 .U.IUI Akumula9i Pen) u1utan Ao,e1 Tctap - a oJ.01..u.u Ddi.,1 - l'enJualan/ Pertukant.n/ Pelepe1&n Ale! 

Non lancar-LO 
I 03.:U.IUI :u Aat Tei.- - 

Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang, 
PPK·SKPD penerima mcmbuat jurnal: 

Kode Nama Perk.Iraan DebU K.-adlt 

I 03 JUI JUI JUI - Aae1 Tehtp x- 
7 04 01 JUI"" Surpluf - f'rnJualan Prnukaran/ 

f'rlepe .. n Asel Non Lancar·LO 
L 03 07 :u.xx Akumula11 Pen) UIUU.n AKI I - T,� 

cJ Pc:nyusutan Aset 
Penyusutan merupakan alokmsi yang sistematis 
atas n,la.i perolehan suatu aset tctap yang dapat 
disusutkan (depreciable assers) selama masa 
manfaat aset yang telah ditentukan. Penyusutan 
merupakan penurunan nilai yang terus menerus 
sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu 
oset, bmk penurunun kualnas, kuantitas 
maupun nilui maupun penurunan kapasitas. 
Penyusutan drtakukan dengan mengalokasikan 
biaya perolehan suatu aset menjadi beban 
penyusutan sccara periodik sepanjang masa 
manfaat aset. Tidak semua Aset tetap 
disusutkan, karena tidak semua jenis aset 
tetap mengalami penurunan nilai yaitu untuk 
aset tctap tanah, dcmikian pula untuk 
konstruksi dalam pengcrjaan belum 
disusutkan. Karena KDP tersebut adalah Aset 
Tetap yang belum dapat difungsikan secara 
penuh dalam mendukung peloksanaan tugas 
kepemenntahan. 
Sedangkun untuk Amortisas1 Aset pada 
dasarnyu udalah sama dcngun Penyusulan, 
istilah amortisasi diperuntukkan untuk aset 
yang tidak bel"'-\'Ujud, tetapi mempunyai masa 
manfaat yang panjang (lebih dari 12 bulan) 
untuk mendukung tugus pemerintahan punya 
nilai dan dapat diukur, misalnya software 
e plik aer, hak paten, hak cipta, dan 
seJen1snyu. 
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Beban Penyusutan dan Amortisasi dtakuj 
setiap akhir periodc pclaporan. Bcrdasarkan 
daftar invcntaris barang. PPK·SKPD mcnghitung 
besarnya penyusutan untuk masing- masing 
kelompok aset tctap/ aset tak berwujud dan 
membuat bukti mcmoriaJ. Berdasarkan Bukti 
Memonal pcnyusutan/umortisasi, PPK·SKPD 
mcmbuat Jurnal: 

Kod• Nama Perkkaaa Do bat Kndlt 

8 02 01 :u :u Beban P,,nyu11,Han = I OJ 07 :u.l<ll Akumulaai �nyu1u1an = 
8 02 06 U.l<ll Beban Amon,uai = 
I 05.0S.:u.l<ll AkumulHi Amoni .... , A�t Tak = 9.,..,.,,,.,..d 

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi 
mcrupakan total dari pcnyusu1an auaru asct 
tctap/aset tidak berwujud yang tclah mcnjadi 
bcban scuap tahun. 
Akumulas1 Pcnyusutan dan Akumulasi 
Amortisas1 akan mcnjadi pengurang ruler aset 
tetap/asct tidak berwujud dalam neruca. !largo 
perolchan aset tctap/aset tidak berwujud yang 
telah drkurangi dengan akumulasi penyusutan 
dan akumulasi amortisasi menjadi nilai buku 
(book value). 

e. SISTEM AKUNTANSI ASET LAJNNYA 
1) Sistcm Akuntansi Aset L.ainnyu SKPD mcrupakan 

teknik pertanggungjawaban pengendalian akuntansi 
yang digunakan untuk mengelola dan mencatat 
asset la.innya SKPD. 

2) Asct Lainnya merupakan uset pemcrintah daerah 
yang tidak dapol d1klmnfikosikon sebagai usct 
lancar, Invesrusr Jttngka pUnJang, asct tetap dan dana 
cadangan. Aset lninnya terdiri dari piutang angsuran 
penjuafan, tuntutan ganti kerugian, kemitraan 
dengan pihak ketiga dan aset lain-lain lainnya. 

31 Pihak-plhak yang: terkait 
Pihak-pihak yang tcrkait dalam sistem akuntansi 
asct lainnya pada SKPD antara lain Pejabat 
Penausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), 
Bendahara Pengcluaran SKPD. Pengurus Barang 
dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran. 
al Pcjabat Pcnutausahaan Keuangnn SKPD \PPK­ 

SKPO) 
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DaJam Sistem Akuntansi Aset Lain SKPD, PPK­ 
SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD. 
mermfiki tugas sebagai berikut: 
( J) Mencatat transaksi a set lainnya 

berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah 
dan valid kc Buku JurnaJ, dan Neraca; 

(2) Melakukan posting tansaksi aset lainnya ke 
daJam Buku Besar masing-masing rekening 
(rincian obyek); 

(3) Menyusun Laporan Keuangan. yang terdiri 
dari Laporan ReaJisasi Anggaran jLRA). 
Laporan Operasionol (LO), Laporan 
Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan 
Catalan alas Laporan Keuangan. 

bJ Bendahura Pencrimaan SKPD 

dokumen-dokumen 
penerimaan hasil 

pendapatan dari asset 

Oalam Sistem Akuntansi Asct Lain SKPD, 
Bendahara Penerimuan SKPD mempunyai tugas 
dan fungsi: 
( l) Menyiapkan 

pcmbayaran atas 
penjuatan dan basil 

semua membukukan 

lrun-lain; 
(2) Menyiapkan dokumen-dokumen pembayaran alas 

penerimaan hasil penjualan dan hasil pendapatan 
dari asset lain-lain; 

{3) Mencatat dan 
penerimaan kc daJam BKU; 

laporan harian penenmaan kas; 
!aporan butanan pendapatan 

(4) 
(5) 

Membuat 
Mcmbuat 
SKPD. 

c) Pengurus Barang 

dokumen 

OaJam Sistem Akuntansi Asel Lainnya SKPO, 
Pengurus Barang mempunyai tugas pokok dan 
fungsi: 
(I) Mcnyiapkan dan menyampaikan dokumen 

pengelolaan asetlainnya; 
(2) Membuat Laporan Mutasi Barang, Kartu 

lnventaris Barang dan Buku Inventarra 
Ba.rang SKPD, khususnya aset lain-Jain. 

d) Penggunu Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
Dalam Sistem Akuntansi Beban dan Belanja 
SKPO, Pcngguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran mempunyai tugas dan fungsi: 
{l) Menandatangani/mcngesahkan dokumen 

penerimaan, 
(21 Menandatangan1/me.ngcsahkun 

pengelolanu barang; 
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(3) Menandatangani L.aporan Keuangan yang 
telah disusun okh fungsi akurnanai SKPD. 

4) Dokumen Yang Dlgunakan 
Dokumen yang digunakan dalam Sislem Akunlansi 
Aset Lain·lain SKPD meliputi dan tidak terbalas 
pada: 
a) Serita Acara Serah Terimo Barang (BAST); 
b) Tanda Bukti Penerimaan (TBP); 
c) Surat Tanda Setoran (STS); 
d) Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak 

(SKTJM); 
e) Surat Keputusan Pengelola Barang tentang 

Penghapusan Aset; 
f) Surat Keputusan Penjualan Asel Lain; 
gt Perjanjian Kem1traan dengan Pihak Ketiga; 
h) Beritu Acru-a Pcnyerahan Barang; 
ii Bukti Memorial atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
S) Jurnal Standar 

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur 
akunto.nsi maka transaksi aset lain SKPD 
dikelompokkan dalam beberapa jurnal standar 
sebagai berikut: 

a) Tagihan Penj ualnrt Angsuran 
Tagihan penjualan angsuran diakui pada 
saat timbulnya penjualan angsuran dan dapat 
diukur dcngan andal. Pada saat terjadi 
pcnjualan kendaraan eperaatcnaj , panitia 
mengusulkan penetapan pemenang \elang. 
Berdasarkan Surat Keputusan mengcnai 
penjualan kenda.raan dan penetapan pemenang 
!clung, PPK·SKPD membuat Bukti Memorial. 
Berdasarkan bukti terscbut. PPK SKPD 
membuat jurnal: 

Kode Nem• PeTldreen De bet Kredlt 

1050101,uc Tagihan PcnJuelan Angaurfln = 70lO'IOlxx Haa,I PenJ>1alan A-,t Lainnya = 
I 05.06 01 ,uc Akumulaa, A,ieJ Lainm·a = I .OS xx.;u.xx AM:t Lamnva ' = 

• Aset yang dijual sebelumnya 1elah dilakukan 
reklasifikasi dari aset rerap ke aset lainnya 

Pada saat Bendahara Pcnenmaan menerima 
angsuran penjualan kendaraan maka dibual 
Tanda Bukti Pembayaran. Berdasarkan TBP 
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dari Benda hara 
mcmbuat jurnal: 

Penerimaan, PPK-SKPD 

Kod• N•m• P•rldn.•ll Deb•t Knodlt 

I OJ.OJ 01 ,.,. Ka1 di K.u OllC111.h = I OS.01 01.IUI Tsgiti.n �l\lu.alan Ang1u111.n = 
JOI 0205.u ...,rubati.n SAL = 4 01 04 01 ,.,. Hud �l\lu•Lan A1e1 t..inn)•· = 

LRA 

bl Tuntutan Ganti Kerugian 
Tagihan Tuntutan Oanti Kerugian Oaerah 
diaku1 pada saat ditctapkan Tuntutan 
Pcrbendaharaan ITP) atau Tuntutan Ganti Rugi 
(TGR) dun dapat diukur dengan andal. Tuntutan 
Pcrbcndaharaan dan Tuntutan Go.nti Rugi 
dico.un scbcso.r nilai nominal yang ditctapkan 
dalam Surat Kcterangan Tanggungjawab 
Mutlnk (SKTJM). 
Pado. eaet. Tim menctapkan terjadinya kerugian 
dacrah dan menerbitkan SKTJM untuk 
pegawar yang terka.it kerugian dnerah, PPK· 
SKPD membuat Bukti Memorial. Berdasarkan 
bukti tersebut, PPK-SKPD membuat jurnal: 

erldr11D De bet Kt.dll 

Oac111.h Xxx 
enu Kc,rugian 

I 
= 

T,ag,han Kcrug,an 
Tuntuurn O 
Oftrah - LO 

Kode 

I OS 02.IUI IUI 
7 01 04.IUI IUI 

Pa.do saat Bendahara Pcnerimaan menerima 
angsuran ganti rugi mnka dibuat Tanda Bukti 
Pembayaran. Berdasarkan TBP dari Bcndahara 
Penerimaan, PPK-SKPD membuat jurnal: 

Kode N•m• hrldnoaa O.bet Kredll 

IOIOIOIIUI Ka• d, K •• Oumh = ' 
I OS 02 IUI IUI Tagihan Keru11ian Daerah = 
JO! 020SIUI l'Trui.han SAL = 
• 01 04,.,.,.,. Tuntutan Oan11 Kerugian = 

0-111.h - I.RA I I 

c) 
Pcmanfuutun nect tetap dapat berbentuk Sewa, 
Pinjam Paker. Kerj a Samo Pemanfo.atan (KSP). 
Bangun Cuna Serah (BSOI atau Bangun Serah 
Cuna (BOS) dan Kerja Sama Pcnycdiaan 
lnfrastrutur (KSPI). Pemanfaatan Aset Tetap 
dengnn melibotkan Perusahaan swosta, BUMN, 
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8UMD, Instasi Pusat dun Pemerintah Daer-ub 
lainnya. 
Asel Tetap yang digunakan scbagai objck 
perjanjian pcmanfaaLan mclalui Kcmitraan 
dcngan Pihak Kctiga direklasifikasi menjadi A set 
La.innya. Berdasarkan pel]anjian pemanfaatan 
lni PPK SKPD, membuat jurnal sbb : 

..... N•m• Peddra•n .,. ... Krmdlt 
I OJ 07 :o:.,uc Akumui.., Prnyu,utan � T,eu,p = I OJ ,uc ,uc ,uc ,\..,1 Tetap = I OS 04 :o: :o: A11e1 lam 1.,n K.-mltrun = 10506lUIIU Akumula•• .... n\ u,ui..n IIIIC't = lam lam - Ktmm,an . I 

Dalam hal uset yang digunakan sebagai obyek 
kerjasama berupa tannh maka penggunaan 
akun akumulasi penyusutan tidak diperlukan. 
11) Bangun Serah Guna 

Pada Saat Bangunan BSG siap 
digunakan/dioperasionalkan dibuat Berita 
Acara Serah Tet-irrra Barang tBASTB) kepada 
Pemerintah Oaerah. Penyerahan aset oleh 
pihak ketiga/in,1estor kepada pemerintah 
dacrah disertai dengan kewajiban 
pcmerurmh daerah untuk melakuko.n 
pembayaran kcpada pthuk ket1ga/inve11tor. 
Pembayaran oleh pemerintuh daerah ini 
dapat juga drlakukan secare bagi hasil. 
Berdasarkan BASTS ini PPK SKPD 
membuat jurnal sbb: 

Kod• N•m• Perlur .... n o.i...t I Kradll 

I OS 04 lUI.D AIIC'I lam-1&,n - Kem1trun """ 1 01.04 :U:.lUI Prnd11pa1an - HHd dan - Prmanr.u.1.11n Kdcayaan D•erah 
LO 

I 2 02 OJ.,uc :o: Utan& Jangka Pan•an = 

Seuup aktur periode, Bangunan dan fosilitas 
has1I pcrjanjmn BSG disusutkan dengan 
masa manfaat sama dengan masa 
kerjasama. Pada akhir periode, PPK SKPD 
membunt jurnal pcnyusutan sbb.: 

Kod• N•m• Perklra•n o.b., I K.r•dlt 

8 0 I 08.u.,uc Beben Pf:nyusu1an ll9Ct Lalnnya - A9CI "'°' Kem,tra.an 
l OS 06 :a :o: llkumul.Hi Penyusutan AIIC't Lamnya - = 

A1oe1 K•mnraan ' 



............... ,g............ . ., ··-�·· 
perjanjian BSG selesai dan diserahkan 
kembali ke pemda maka PPK SKPD 
membuot jurnnl sebo.gni berikut: 

-- 
' "°'" N•m• Perk.I"'•" O.b•t Kredlt 

I 03.:u:.:u: :u: A..:1 Tctap """ 7 °" :u: :u: llJI Surplu1 Non Ope1111ional = 

(21 Bangun Guna Serah 
Pada Soot berakhirnya pcrjnnjian BOS, 
Bangunan bcserta Iasrhtaanye diserahkan 
oleh mitra kerja berdasarkan hasil audit 
dengan dibuatkan Serita Acara Scrah 
Terima Barang {BASTS) dan bcrdasarkan 
BASTS 1ni PPK SKPO mcmbuat jurnal sbb.: 

Kode N•m• Perk.lreaa 0.b•t Kredlt 
--- 

I 05 04 "" "" AKI lam·larn - Kcmnraan """ 7 01 04 "":u: ""1,das-,tan - HH.tl dan = 
t>emanfaatan Kcka)aan Dacrah ,.o 

Oengan beraktur-nya masa pemanfaatan baik 
untuk perjanjran BSG, BGS mupun KSP 
KcpaJa SKPD mclaporkan dan 
mcngusulkan sunus pcnggunaannya kepada 
Bupati/Pengclola Barang. Berdasarkan SK 
Bupati/Pengelola Barang tentang status 
penggunaan aset PPK SKPD membuat 
jurnal sbb : 

Kode I N•m• Perk.ln1aa O.bct Kredlt 

I 03.,.,..:o..u Aec1 Tctap = I 05 04 :u: u A.ct t.a1n·le1n - Kcmu.-..n = I 05 06 u u Akumui.a, t>enyu1utan A ... t t.a.m !am = I 03 07 :u: u Akumui.ai �n>1.1autan A.ct = ,-_, • �. 
Ketika Bangunan dun fas1litas hasil 
perjanJ1an BOS selesai dan diserahkan 
kcmbah ke pemda maka PPK SKPD 
membuat jurnal sebagai bcrikut: 

Kod• Nama P•rk.lraan O.b•t Kradlt 

I 03 u.:u: u A ... t Tctap """ 7 O<I u.:u:.u SurplUI Non OpenlNOnai """ 
Pcngukuan pcndapatan Aset Kemitraan dengan 
Pihak Ketiga 
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Sew a 
Berdasarkan perjajia.n sewa, dibuat Surat 
Tagihan Scwa oleh Pengelola Barang/kepaln 
SKPD scsuai dengan ketentuan yang tclah 
diatur dalam perj artjrari tersebut. Berdasarkan 
Surat Tagihan Sewa ini PPK-SKPD membuat 
jurnal sbb. : 

Kode I Neme Perldreen De bet KNdlt 

I 01.03 04.x.x. Pmtang Sew& ... """ 70104.uu P,:ndapata.n !kw• .• LO """ 
Pada saat diterima ua.ng tagihan sewa ini 
dibuatkan Ta.nda Bukti Setoran oleh 
Benda.hara Penerirnaan. Berdasarka.n Tanda 
Bukti Setoran PPK-SKPD rnernbuat jurnal sbb. : 

Kode Na.ma. Perldn.an o.bet I Kredlt 

1010102u J<a.s d1 Benda.hara Penenm,.a.n = 
IOJ0304u Pluta.ng Sev.a. """ 30!0205u Pl:rubll.han SAL = 4010402u "'"""' ta.n s.,,..., . · U<A """ Hasli penerimaan sewa 

dengan Surat Ta.nda 
berdasnrkan STS ini 
jurno.1: 

ini disetorkan kc BUD 
Setoran {STS) dan 
PPK-SKPD membuat 

Kode Nama. Perldraa.n De bet KNdlt 
3 01.03.01 u R/1\ PPKO Xx 
I 01 OJ.02.u )(as d, Bcndaha.ra Penenma.a.n Xxx 

Penagihan Kontribusl Tahunan 
Bcrdasarkan perjajian BSG a tau BGS, 
Kerjasarna Pemanfaatan dibua1 surat Tagihan 
Kontribusi Tuhunan oleh Pengelola 
Bara.ng/ Kepala SKPD sesuai dengan ketentua.n 
yang telah diatur dalam perjanjian tersebut. 
Berdasarkan Ta.gihan Kontribusi Tetap ini PPK­ 
SKPD membuat jurnal sbb. 

Kode Nama Perklnoan De bet Kredlt 
I O I. 06 xx x.x. Piutang Lain-lam PAO yen1 Sa.h Xxx 7 0 I 04 xx x.x. Pl:nd11pernn Hu,I BSO/BOS """ LO 

Pada saat diterima uang tagihan Kontribusi 
Tuhunun 1111 dibuatkan Bukti Penerimaan Kas 
oleh Bendara Penerirna dan berdasarkan bukti 
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penerimaan ini PPK-SKPD membuat jurnal sbb 

Kode Nem• Perki .. en Deb et Kredlt 

1010102,cx K11s d1 Iknd11hara Penrnmaan = I Ol 06 ,ex ,ex Piutang l.Rm la.m PAO }ang = '"" 3.01.02.0S ,ex Perubahan SAL = 4.01 04,,CX.,CX Pendapa111n Ha11I BSO/BOS ..• = 
• U) 

Hasi! penerimaan Kontribusi Tetap 1111 
disetorkan ke BUD dengan Surat Tanda Setoran 
(STS) dan berdasarkun STS 1n1 PPK-SKPD 
membuat jurnal: 

Kode Nema Perkiraan De bet Kredlt 

3010301,cx R/K PPKO Xxx 
1010102,cx Ka• d1 l�nd1<han, Pencmnaan Xxx 

Aaet Lain-lain 
Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat 
asct lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke 
dalam Tagihan Penjualan Angsuran, 1'untutan 
Pcrbendaharaan, 1'untutan Ganti Rugi, dan 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Sistcm 
akuntansi asct lain-lain mengikuti sirat dan 
karakteriauk dari aset lain-la.in tersebut. 

t. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN 
I) Sistcm Akuntansi Kewajibun SKPD mcrupakan 

teknik pertunggung-jawuban pengcndu.lian 
a.kuntansi yang digunukan untuk mengelola dan 
mcncatat kewajrban SKPD. 

2) Kcwajiban mcrupakan utang yang timbul dari 
peristiwa masa lalu yang penyelcsaiannya 
mcngakibatkan aliran kcluar sumbcr daya ckonomi 
pemerintah daerah. Kewajrban SKPD dapat muncul 
akibat perikatan dengan pihak ketiga, perikatan 
dengan pegawai yang be kerju pada pcmerintahan, 
kewajibun kcpada masyarakat, aJokasi/rcalokasi 
pendapatan ke entitas lainnya. Kewajiban bersifat 
mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum 
sebagar konsekuens: aras kontrak atau peraturan 
perundnng-undangun. 

3) Sistem Akuntansi Kewajiban SKPD adalah suatu 
proses yang dimulai dari pembclian/pengadaan 
barang/jasa sccara krcdit yang dibuktikan dcngan 
dokumen yang sah sampa.i dengan proses 
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yang utang atas pen yelesa ian / pcm ba yru-an 
bersangkutan. 

4) Pihak Terkmt : 
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi 
Kewajiban di SKPD ada.lah PPTK, PPK-SKPD dan 
Pengguna Anggaran, yaitu sebagai bcrikut: 
a) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

Oa!am Sistel'n Akuntansi Kcwajiban PPTK 
melaksanakan fungsi untuk pcngadaan barang 
dan jaaa, memiliki tugas sebagai berikut: 
(I) Seeara sendiri, bersama dan a tau oleh 

Tim/Panitia Pengada.an Bara.ng dan Jaso 
mclakukan pembelian/pcngadaan 

barang/jasa dengan mcnggunakan nota 
pesanan/SPK/Ookumen lain yang 
drper samakan: 

(21 Secora. sendiri, bersama dan atau 
oleh T1m Penerima/Pemeriksa Barang 
berdasarkan pada nota 
pesanan/SPK/Dokumen lain yang 
drpereamukan dan didukung dengan Serita 
Acara Serah Terima Barang (BAST); 

{3) Menyiapkan kelengkapan dokumen 
pembayaran. 

berdasarkan 
dan ve..lid ke 

(2) 

b) Pejabat Penutausahaan Keuangan SKPD (PPK­ 
SKPD) 
Oalam Srstem Akuntansi Kcwajiban SKPO, PPK­ 
SKPO mclaksanakan fungsi akuntansi SKPD, 
memiliki tugas sebagai berikut: 
{ 1) Mencatal tr1:1nsaksi/ kejadian 

bukti-bukti transaksi yang sah 
Buku Jurnal Umum; 
Mencatat posting jurnal-jurnal transaksi ke 
de.lam Buku Besn.r masing-masing rekening 
(rincian obyek); 

(31 Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri 
dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 
Neraca, Laporan Operusional (LO), Lapora.n 
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas 
Laporan Keuangan. 

c) Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan 
Anggaran {PA/KPA) Dalam sistcm Akuntansi 
Kewajiban, PA/KPA mcmandatangani laporan 
keuangan yang telah disusun olch fungsi 
AkuntansiSKPD. 

5) Dokumen 
Dokumcn 

yang digunakan 
yang digunakan dalam sistem 
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ajcurnan sr kewajrbnri SKPD, mchpuu , 
al Perkada tentang Kebijakan Akuntansi; 
b) Norn Pembelian; 
cl Benta Acara Serah Terima (BAST) 
d) Surat Tagihan; 
e) Surat Perjanjian Kerja/SPK/Kontrak/Faktur; 
fl Kwitansi: 
g) SP2D UP/GU/TU; 
h) SP20 LS; 
i) Surat Pernyataan PA/KPA tentang tanggung 

jawab PA terhadap Laporan Keuangan SKPD. 
6) Jurnal Standar 

Akuntunsi Kewajiban di SKPD terdiri atas 
pencatatan tcrjadinya utang dan pembayaran 
utang. 
a) Pcngakuan beban pegawai belum dibayar 

Ketika terdapat belanja pegawai dimana yang 
bersangkutan telah melaksanakan 
kewajibannnya dan sesuai ketentuan berhak 
mendapatkan pembayarnn maka PPK-SKPD 
membuat Bukti Memorial. Berdusarkan bukti 
memorial tersebut PPK- SKPD membuat jurnal: 

Kode Nerna Perlldraan De bet Kredlt 

801 Ol xxxx lkban �ga .. a.i """ 2 01 06 01.xx Utang Be!Rf\JII Pcg11,.a, """ 
bJ Pengakuan beban jasa yang belum dibayar 

Ketika terdapat jasu teluh di1nanfaatkan dan 
belum dilakukan pembayaran pada akhir 
periode pelaporan, PPK SKPD membuat Bukti 
Memorial. Berdasarkan bukti terse but, PPK SKPD 
membuat jurnal; 

Kode Nama Perld.-.an Deb et Kredlt 

8 01.02.xx xx Behan Ltstnk, Air, dan Telepon """ 2 01 06 02 xx U1ang Belan;a. JHa Xxx 

c) Pengakuan beban barang yang belum dibayar 
Keuka SKPD melakukan transaksi pembelian 
barang dan pembayaran belum dilakukan 
serta didukung dengan Berita Acara Serah 
Terima Barang (BAST). Berdasarkan BAST PPK­ 
SKPD akan mengakui adanya utang. 
Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa berupa 
ATK (sebagai contoh), yang belum dilakukan 
pembayaran, tapi ba.rang lersebut telah 
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diterima dan telah didukung dengan Serita 
Acara Seroh Terima Ba.rang (BAST). 
BerdniJa.rkun BAST dun dokumen kelengkapnn 
SPJ, PPK-SKPD membuer jurnol sebagai 
berikut: 
fl) Jika menggunakan metode persediaan 

periodik 

' 
- .... Nam• P,uklraaa Dcbcl Kredlt 

801 02,uuu, EkbAn Per1M:d1aan ATK """ 2010602u Utana Bclan_,. ATK = 
(2) Jika menggunakan metode per sedraan 

perpetual 

Kodc Nama Pcrklraa11 De bet Kredlt 

I I 12.u Per.ediun ATK """ 2 0\.06 02.u Utang lklan_,. ATK = 

I· KOREKSI DAN PENYESUAIAN 
I) traiem hal tcrjad1 kcsolohan pencatatan maka 

dimungkinkan adanya kcreksr don penyesuoian. 
xoreksi dan pcnyesuaian juga bisa timbul akibat 
adanya penyetoran kembali belanja a tau 
pengembalian pendapetan. 

'2) Plhak yang Tcrkail: 
Pihak-pihak yang tcrkait schubungan dcngan 
koreksi dan penyesuaian adalah sebagai benkut: 
a) Pejabat Pcnatausahaan Keuangan SKPD (PPK- 

SKPD); 
b) Benda.hara Pcncrimaan; 
cl Benda.hara Pcngeluaran: 
d) Pcngurus Daru.ng; 
el Penggunu/Kuasa Pengguna Anggaran. 

3) Dokumen yang dlgunakan: 
Doku1nen yang d1gunakan sebagai dasar 
pembuatan koreksi dan penyeeuufan adalah sebagai 
benkut. 
a) Surat Ketctapan Pajak Daerah Lebih Bayar 

\SKPD-LB) dalam ha! terjadt kclebihan penyetoran 
pajak daerah; 

b) Bukti Surat Tanda Seto ran (STS) kcmbali 
bclanja; 

c) Bukli Memorial OlB!J pcrgcseran d= korcksi 
pendapatun; 

d) Bukti Memorial atas pergeseran dan korcksi 
bclanje: 
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c) Bukti Memorial atas kesalahan pencatatan 
asct. 

41 JuTnal Standar: 
a) Korcksi Kesalaha.n Pencatatan 

(I) Pengcmbalian betanja tahun berjalan 
Sebagai contoh terjadi pengembahan lx:lanja 
pegaw ;.11 tahun berjalan karena salah 
perh1tungan jumlah gaji. Pada saat 
menerima pengembalian kelebihan gaJi, 
Bendahara Pengeluaran membuat Tanda 
Bukti Pembayaran (TBPI kepada pegawai 
yang bersangkutan. Berdasarkan TBP 
pengcmbalian belanja. PPK-SKPD membuat 
jurnal; 

Kodo Nom• Perkiroon O.bot Krodlt 

I 01.01.03"" K11s di lkndahare Penrfoaran = 
8.01 01 ""·"" S.,bftn J>egawai = 

Pada saat pcngembalian belanja. tahun 
berjalan tersebut disetorkan kc Kas Oaerah, 
Bendahara Pengeluaran membuat Surat 
Tanda Bukti Setoran (STS). Berdasarkan 
bukti STS pengembahan tx:lanja, PPK·SKPD 
membuat jurnal: 

Kede N•m• Porkil"oan O.bot Krodlt 

2 01 03.01.:a R/K PPKD = 1 01 01.03 ,u; Kiii d, Bendahara Pcngcluarv.n = 
3 01 02 05 ,u; Pcrubeh11n SAL = 5 01 01 ,u; ,u; Be l,u, • • J>e "" a., = 

b) Kon:ksi pcrgescran belanja dan bcban 
Pada saat duernukan kesalahan pencatatan 
belanja, PPK- SKPD membuat Bukti Memorial 
aiau dokumen lain dipersamakan. Sebagai 
contoh ditemukan kesalahan pencatatan 
belanja cetak yang seharusnya menurut SPJ 
adalah belanja ATK. Berdasarkan dokumcn 
tersebut, PPK- SKPD membuat jurnoJ: 

Kodo N•m• Porldroon De bot Kro,dlt 

8 01 02.,u;.:a Beban �rsedLWill ATK xxx 
8 0 l 02 "" ,u; Bchiln C,t11k LO - 5 01 02.,u;"" DelanJII ATK = 
5 01.02 ,u; u. Be:.inJ.11 Cetak ' = 

(2) Pengcmba!ian Pendapatan Tahun Lalu 
Oalam ha! tcrjadi pcngembalian 
Pendaparan tahun sebelumnya, PPK- 



- 50 - 

SKPD melakukan verifikasi bukti-bukti 
pendukung yang menunjukkan adanya 
ketebman pembayaran pajak/rctribusi dan 
pendapatan lamnya. 
Berdasarkan basil verifikasi, PPK-SKPD 
mcmbuat bukti memorial kelebihan 
pendapatan. Berdasarkan bukti tersebut, 
PPK-SKPD membuat jurnal: 

Datum kasus tertentu kelebihan 
pembayaran pajak daerah didahului denga.n 
adonyu Surat Ketetapan Pajak Daera.h 
Lebih Bayur (SKPD-LBJ, dala.m kondisi 
demikian PPK-SKPD dapat menggunakan 
dokumen tersebut secara langsung sebagai 
dasar pencatatan. 
Pad a saat dilakukan realisasi 
pcngcmbalian pendapatan maka PPK-SKPD 
menyiapkan SPM-LS pembayaran kelebihan 
pcndapatan untuk diajukan kcpada BUD. 
Bcrdasarkan SPM· LS dari PPK-SKPO, BUD 
mencrbilkan SP2D-LS untuk dibayarkan 
kepada prh ak penerima. Berdasarkan 
dokumcn SP20-LS, PPK-SKPD membuat 
jurnal: 

Kode Nam• Perkfr••n Deb et Kredlt 

3 01.01.:u:.Jt.ll Korek11 l::ku11a. Lamn)'& X= 
2 01 07 :u: :u: U1angJangk11 �n<kk Lamn)a = 

. 

Kode Nam11 Perk.In.an De bet Kredlt 

2 01.07 :u:.:u: Utang Jangka Pendek La,nn)'e = 
2.0J.OJ.01.:u: R/K PPKD = 
5.0J.01.:u: "-" &laaja T1dek Terduga =· 3 01.02.05.:u: �n.ibflhan SAL = 

(3) Pengembalian Pendapatan Tahun BerjaJan 
Dalam hal terjadi pengembalian Pendapatan 
tahun berjalun, PPK-SKPD melakukan 
vcrifikusi bukti-bukti pendukung yang 
menunjukkan adalah kclebihan pembayaran 
puJak/retribusi dan pcndapatan lainnya. 
Bcrdasarkan basil veririkas,, PPK· SKPD 
membuat bukli memorial kclcbihan 
pcndapatan. Berdasarkan bukti tersebut, 
PPK-SKPD membuat jurnal: 
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Kod• Nama P,ult.traan Dab et Kredlt 

7.01.0! XJl.:U: Pendapai.n . ,o Xxx 
2.01.07 u xx U\ang Jangk.9. 1>,,ndek Lamnya = 

Pada saat di\akukan realisasi 
pcngcmboJion pendapatan maka PPK-SKPD 
menyiapkan SPM-LS pcmbayaran keh::bihan 
pcndapatan untuk diajukan kepada BUD. 
Bcrd .. n,orkan SPM- LS dari PPK-SKPO, BUD 
,nenerbitkan SP20-LS untuk dibayarkan 
kcpada pihak penerima. Bc:rdasarkan 
dokumen SP20-LS, PPK-SKPD membuat 
jurnal: 

""'' Name Perk.be•• De bet Krtdlt 
2 01 07 JU<,l<X Utang Jangka 1',,ndck Lamn}a = 
2 01 03 01.u R K PPKD = S 01 01..u:,.,. &IRnJa T,dak Tcrd1.1ga = 3 01.02.05"" �ruba.han SAL = 

Ares u-ansnksr tcrscbut harus dilakukan 
pcnyesuaran sehingga pcndapalan LRA 
rncnccrrnmkan jum[ah penerimaan 
pcnclapatan yang secant riil masuk kc 
Rckening Kas Umum Daerah. Berdasarka.n 
bukti memorial dan dokumen 
pcndukungnya, PPK-SKPD membuat jurnal 
pcnycsuaian sebagai berikut: 

Kode Neme Perltbeen Debet l<N,dlt 
4 01.0Lu:.xx Pendapetan . '"' """ S.0301.xxxx BdanJ• Tidak Tcnlup = 

c] Penycsuman dun Korcksi Pcrscdiuan 
Penycsuamn perscdiaan dipcrlukan keuke 
m etocle pencotctnn persediaan dilakukan 
dengan menggunakan metode periodrk, dimana 
pengukuran pcrscdiaan pada saat akhir periode 
penyusunan laporan keuangan dilakukan 
berdasarkan hasil inventarisasi dengan 
menggunakan harga perolehan terakhir atau 
harga pokok produksi terakhir atau nilru wajar. 
Berdasarkan Serita Acara Pemenksaan Fisik 
Persediaan, PPK· SKPD membuat jurnaJ: 
Apabila menggunakan sistem pencatatan 
per scchenn pcrtodrk maka JUrnal sebagai 
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berikut: - - 
Kod• N•m• Perldr••n D•bet Kredlt 

I J'<,rsc-d,a,•n 
- 

I 01.12.u..u. = 
80!02u.x,,; &ban Per,i,edl8.lln = 

Apabilu pencotatan persedinan dilakukan 
dcngun mcnggunakan mctode perpetual maka 
perryes uiart tcrscbut tidak pcrlu di..lakukan. 

d) Penycsuaian Beban Jasa Oibayar Oimuka 
Oalam hal terdapat Bcban Jasa Dibayar 
Dimuka (sebagai contoh Beban AsurnnsiJ make. 
pada akhir periode akuntansi harus dilakukan 
penyesua.ian akun beban untuk bagian bu\an 
yang bdum accrued, yaitu nilai asuransi yang 
belum menjadi be ban tahun berjalan. 
Sehubungan dengan hal terscbut, PPK- SKPD 
membuat Bukti Memorial dan membuat jurnal: 

Kode 

I. 0 l II xx xx 
8 0 1 02 xx xx 

11<,b.m 

-- 
N•m• Puldraan 

. 
D,ebet Kr•dlt 

Jua Diti.,ar Dlmukll = lkban Amurnns, = 
Hal yang sama juga diperlakukan untuk beban 
scwa atau jasa lain yang dibayar dimuka. 

b. JURNAL, BUKU BESAR, DAN NERACA SALDO 
1) Jurnal SKPD 

Jurnal cl, SKPD dilaksanakan dcngan 
menggunokan jurnal khusus dan jurnal umum. 
JurnaJ khusus digunakan untuk mencatat 
u-an sakst-t ran sakeo yang sifatnya scjenis sejeme, 
bcrulang dan volumenya songat unggi. Scdangkan 
transoksi v.mg sifatnya tidak sejenis dan 
frekensinya jarang dunput metarui JUrnal umum. 
Penggolongan jurnal ini untuk mempermudah 
prosesjurnal dan mengurangi kcsalahan 
Jurnal khusus yang digunakan do.lam sistem 
akurrtaner SKPOdikclompokkan scbagai berikut: 
a) Jurnal pcnerimaan, digunakan untuk mcncatat 

transaksi pendapatan SKPO; 
b) Jurnal pcngeluaran, digunakan untuk mcncatat 

transaksi belanja dan bcban SKPO. 
Oalam sebuuh sistem yang terkomputcrisasi 
jurnal khusus tersebut dapat diotomatisas1 melalui 
dokumen pc-nertmaan dan pengeluaran yang 
digunuknn dalom penmauaahaun keuangan 



- 53 - 

daerah. 
Transaksi lain yang tidak berhubungan dengan 
penenmaan du.n pengeluaran dicatat dalam jurnal 
umum SKPD. Format buku jurnal yang digunakan 
dalam sis tern ak unt arrer SKPD Pcmerintah 
Kabupaten SinJat adalah: 

PEMERINTAH KABUPATEN SINJA! 
BUKU JURNAL 

SKPD· . ..................................... 
I Nomor I 

Nomor dn n Kode Uraran De bet Kredit Tanggal Juma! Dokumen Rckenmg 
Jurnal 

I 

S1nJa1, . 
PPK-SKPD 
Nama 
NI P . 

2) Buku Besar 
Seuap tr.,nsaksi yang telah dicatat dalam jurnal, 
baik j ur-rud khusus maupun jurna! umum di poatrrig 
ke dalam Buku Besar. Transaksi akun-akun yang 
sejenis digolongkan dalam satu rekemng buku 
besar sehingga drperoleh saldo untuk setiap 
rn aairrg-rn.s slng rekcning buku bcsar. Misalnya 
akun Buku Ocsar belanja listrik beris, hasil posting 
dari tr-ansuksr-u-ansaksr pembayaran rekening listnk 
mulai dari bulan Januari-Desetnber 
Format Buku Besar yang digunakan <la.lam Sistem 
Akuntansi SKPD Pemerintah Kabupaten Sinjai 
adalah: 
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PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI 
BUKU BESAR 

SKPD 
Kode Rek 
Nama Rek 
Pagu APBD 
Pagu PAPBD 

I Tanggal Uraian Deb1l Kredit Saldo 

Sinjai, 
PPK-SKPD 
Nama 
NIP . 

3) Neraca Saldo 
Ncraca saldo merupakan hasil peringkasan buku 
besar yungmcnunjukkan saldo setiap rincian obyek 
rekening ya1,g digunakan dalam sistem akuntansi 
SKPD. Neraca saldo diper+ukan sebagai bahan dalam 
rangka pcnyusunan laporan keuangan SKPD. 
Format Ncruca Saldo yang digunakan dalam 
sistem akuntnnsi SKPD Pemerintah Kabupaten 
Sinjru adulah : 

PEMERINTAH KABUPATEN SJNJAI 
NERACA $ALDO 

c l 

s_•_P_o 
c l 

. 
� 

_ ··_ ··_ · ·_ ··_ ·_ ···_·_ ··_ ··_ ··_·_ ·_ · _ · ·_ ··_ ··------� 

Kode 
Nama Rckening 

Jumlah 
Rekening I Debit Kredit 

_j_ -- 
Sinjai, . 
PPK-SKPD 
Nama 
NIP ..................•........ 
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I. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANOAN 
1) Ketentuan Umu01 

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat 
SKPD diperolch melalui proses akuntansi lanjutan 
yang dttakukan melalui proses akuntansi lanjutan 
yang dilul...uk.tn oleh PPK-SKPD. 
Jurnal dr.n pus11ng yang tcluh dilakukan terhadap 
transaks• kcuangan menjud1 dasar daJam 
penyusun,lll Japoran keuangan. 
Dari 7 Lapor.m Keuangan wajib yang terdapat daJam 
Peraturan Pcmcrintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standor Akuntansi Pemerintahan, SKPD 
hanya wajrb membuat 5 Laporan Keuarrgan, yaitu: 
a) Laporan Reahsasi Anggaran (LRA); 
b) Neraca; 
c) Laporan Operasrcnal (LO); 
d) Luporao Perubahun Ekuitas (LPE); dan 
e) Carman u.tas Laporan Keuangan jCaLK). 
Kc 5 La1 on111 Keuttngan ini drsernpaikan kepada 
Bupati S111Jm sclamba1-lambatnya 15 hari setelah 
Tahun Anggoron berukhrr dan ditembuskan kepada 
SKPD yung d1bcri tugas sebagal PPKO. 
Bagan b, nkut 1nenunjukkan proses penyusunan 
Laporan Kcuungan SKPD : 

�lenyl,.pkan Kenas Kerla 

........ � ,,... ........ ""*"'°""' 
/ �- <, 

) - J 1 .. , ... 1 -! --- .... �� .. - ' <, _,u ...... n 
/ , 

D 
·­ -· -·-""-' .... � ...... •""" 

<M• 1'15 -· 

,,. ,.... . 
c. . 

UII<'• ... 

MH1'"'""l0 
_1>uo,1un,M 
,. • ....,p LO <M• 

NS S.t•lloh ,....,.,,.l>'n lO 

Menyusun L.opor•n Ke,uang•n 

Mony..,...n 

'"""""'" .... , ...... l\,od 

M•n)"'.I"" CIU.. 

J 
_ ............... 
,.nut up ll!A .S­ 

NS S.,..L,h 
hnutupan UV. 
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2) Pihak·Plhak Terkalt 
Pihak-pih..tk yang terkait dalam prosedur 
penyuuunun 1.iporan kcuangun adalah 
a/ PeJrib.u Pt.natuu-haan Kcuangan (PPK-SKPDJ 
bl Pengguna Anggaran 

3) Langkah-Lang:kah Teknla 
a) Menyrupkun Kcrtas Kerja 

PPK-SKPD mcnyiapkan kertas kerja (worksheer) 
sebogai alat untuk menyusun laporan 
keuangan 
Kerta,; kerja adalah ahubantu yang 
dlguriaknn dulam proses pcmbuatan laporan 
keunngan 
Kena" kerja berguna untuk mempcrmudah 
prose'> pcmbuatan laporan keuangan yang 
dihl•s1lku11 eecare mnnual. Pcnggunaormat 
dalam h,il 1111 drsesueikan dengnn kcbutuhan 
yang berkembang. 
tnrorrnasr rmrurnal yang harus ada pada format 
kertu•. kcrJU adalah scbaga.i berikut: 
(II PPK-SKPO menytapkan kertas kcrja (wo,..ksheetj 

scbagni alat untuk menyusun Laporan 
Kcuangan. Kertas kerja adalah alat 
b an t u yang digunakan dalam 
p r o v c x pembuatan La po ran 
Kc u •l n gun. Kertas kerja berguna untuk 
mc-mpcrmudah proses pcmbuatan laporan 
k,·uanKan yang dihneitkan secara manual. 
P,·npj.!.unaun format dalum hal ini 
d1,c,..tm1kan dengan kebutuhan yang 
tx-rk mbang. lnformas1 
uda pada format kertas 
b1:r1kut 
(al Mcngi11i Ncraca Sal do scbelum 

m.inunal yang harus 
kerja adalah scbagai 

(bi 

pcnyesuaian 
PPK-SKPD mclakukan rckapitu\asi 
s.udo-eardo buku besar menjadi ncraca 
s.ddc. Angka-ongka ncraca saldo 
tt·rsebut dilctakkan di kolom "Neraca 
S.1\dn� yang terdapat padn Kertas Kcrja. 
r..kmbuat Jurnal penyesueien 
J>PK-SKPD mcmbuut 
I ,·11,c11uamn Jurnal 1111 d1buat 

jurnal 
dengan 

I uj uun 1nclakukan 
!-.Lido pada akun­ 
pcngnkuun atos 
yung bcrsifat 

pcnycsua.ian atas 
akun tertcntu don 
transaksi-t.ransaksi 
akrual. Jurnal 
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pcnveauaran tersebul ddetakkan dalam 
kolom "Penyeaualan" yang tcrdapat pada 
Kerto.s Kerja. 
Jurnal penycsuaian yang diperlukan 
untura lain digunakan untuk: 
• Koreksi kesalahan/pemindahbukuan 
• Pcncatatan jurnal yang belum 

dilakukan 
• Pcncatatan piutang, 

dan/atau asset lainnya 
t.1hun. 

persediaan 
pada akhir 

Setelah Saldo Neruce (c) Membuut 
pcuveauaian 
PPK-SKPD mclakukan penycsuaian atas 
m-ruca saldo berdasarkan jurnal 
pcnvcauaian yang telah dibuat 
scbclumnya. Nilai yang telah 
d,scsuaikan dilctakkan pada kolom 
-Ncrnca Saldo Setclah Penyeauaian" 
) .mg terdapat pada Kertas Kerja. 

LRA, 
jurnal 
adalah 

121 

4) Mcnyu•un Laporan Keuancan 
a) Menyusun Lnporan Rca!isasi Anggaran (LRA). 

(I! B, rd <m knn Neraca Saldo yang telah 
cnce- ,.11kun, Akun1onsi SKPD 
men, ,ckntifikasi akun-akun yo.ng termasuk 
dulm komponen Laporan Rcaliso.si 
Angi.• ,n:in dan kcmudian diaejrkan dalam 
-Lapor.m Realisasi Anggarari". 
ncrs.uneun dcngan pcmbuatan 
Akuntnn1:11 SKPD juga membuat 
pcnutup. Prinsip penutupan ini 
mcmbuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. 
Br-rik u t ini contoh jurnal pcnutup LRA 

(3) Jurn 11 Pcnutup untuk menutup jurnal 
p( ni-:.111�0.run yang drbuat di awaJ tahun 
unEW ,ran. 

a PerklHan De bet Krecllt 

lanJ• = ' = 
�, f>f-ndapatan = 

••m 
Apri,µn� .; ee 
l'en.<l;lll,,m SA 

I- �wna 

3010203,uc 
301 020Sxx 
J O I 02 xx xx 

Jun, d tcrscbut Uda.k 
ststcm akuntans1 

diperlukan apabila 
yang dipakai 

mcnggunakan suatu sistem pcngga.nli 
dcngun tidak memerlukan jurnal anggaran. 
Namun demikian, sistem ter:sebut ha.rus 
d.ip.it menyajikan nilai angga.ran dan 
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reuhsus1 yang tersanding. 
Jurn,11 Penutup untuk realisasi anggaran, 
chtutup pada akun surplu11/defisit-LRA 

Kode 

• lUI.D.lDLJC< 
5 JC< IU<.JC< JC< 
3010206iut 

lbma hrkuaa., ...... Kradlt 
1an - LRA """ LllnJ• = 
�Odi111t LAA = 

J11r1, d Pcnu1up untuk menutup akun 
surplus/dcfis1t-LRA pada akun Estimasi 
Pcrubahan SAL yang terbentuk sclama 
trun,.aksi. 

Nama hrkbaan De bet Kredlt 

Oefian - LRA """ rubllhan SAL """ 
Surpl 111 •• 

Kode 

3 0 I 02 06.JC< 
3 01 02 05,.,. 

xcmudi.m. setclah mcmbuat JUrnal 
pcnut upan. Akuntansi SKPD mcnyusun 
Ncrar-.i Saldo sctelah pcnutupan LRA, 
cont ,h format Laporan Rcalisasi Anggaran 
(LJ�A !aput dillhul padu Lumpirun Pcra1uran 
B 1p.,u yang mcngatur tcntang Ketnjakan 
Ak untrsn sl , khususnya KcbiJakon Akuntansi, 
Laporan Rcalisasi Anggaran (LRAJ. 

b) Mcnyusun Laporan Opcrasional (LO) 
Berdnsur kun Ncraca So.ldo setclah Penutupan 
LRA, Akunt artai SKPD mcngidcntifikasi akun· 
akun yunK Lcrmasuk du.lam komponen Laporan 
Opcrasmn.il untuk kemudian d1saj1kan dalam 
Laporun Operosional. 
Bcrsama 111 dengan pcmbuatan LO, Akuntansi 
SKPD Jt1 mcmbuat jurnal pcnutup. Prinsip 
pcnutu1 .,11 iru adaloh mcmbuat nilai akun­ 
akun 1.( 1 lll'llJOd1 0 
Kcmu.tum sctclah membuut JUrnul penutupan, 
Akunt 111,1 SKPD mcnyusun Neraca Saldo 
sctelah porrutupan LO. Bcrikut ini contoh 
jurnal pemn up LO. 
(3) U111uk SKPD yang mcmiliki Pcndapatan-LO 

lebih bcsar daripada Behan 

Kode 

7 ll:ll ll:ll.JOI II.IC 
301010:Zxx 
8.Jtll ,U:.JC<.JC< 

Nama Perkhaan De bet Kradlt 

tUln - LO """ urplu, - LO = ·ooo = 
(4) U1,t..l-. SKPD yang mcmiliki beban lebih 

b, -.01 danpada Pcudapumn LO 



• 59 · 

Nam• Perkiraan Deb et Kredlt 

,pntan -1.0 = 
' ,.o = 
"""" = 

Kode 

1 xx.xx.xx u l'rnd. 
JOJ.Ol02u !)f-!l,n 
8 xx u xx.xx , 

c 
Cont oh J 'ormat Loporan Operasional (LO) dapal 
di hh.n padu Lampiran Penuuran Bupali yang 
mengatur ten tang KcbiJakan Akuntansi, 
khususnya Kebijakan Akuntansi Laporan 
Oper-a storml (LO). 

c) Menyust1n Neruca 
Berda"l(u kun Neraca Saldo setelah Penutupan 
LO, Ah.unu1nsi SKPD membuat Neraca. 
Ber-sama rrr dengan pembuatan Neraca, 
Akuntan-.1 SKPD membuat jurnal penutup akh1r 
untuk mt·nutup ukun Surplus (Dcfisit) - LO 
ke ukun Ekuitas. Berikut ini contoh jurnal 
penulcip akhir. 
(1) Un1uk SKPD yang memiliki Pendapatan-LO 

lebih bcsar daripada Bcban 

Nama Perldraan De bet Kredlt 

LO Xxx 
Ull8S = 

Sur11lut1.· 

'' 
Kode 

JOl.01.02.xx 
30!.0I 01.xx 

{2) Untuk SKPD yang memiliki beban lebih 
bcsar daripada Pendapatan-LO 

Name Perkira•n Oebet Kredlt 

Xxx 
lis1l ,.o = 

l k, a ·� Koda 

3 01 01 01.xx 
30! 0!.02.xx 

Kemudian, sctelah membuat jurnal penutup 
akhir, Akuntunsi SKPD menyusun Neraca Saldo 
Akhir. Ncr..oca Saldo Akhir ini akan menjadi 
Ner-a.ca \wal untuk periode akuntansi yang 
selanjutny,1 
Contoh f-'ormat Neraca dapat di Jihat pada 
Lampu-an Pcraturan BupaLl yang mengatur 
ten tang Kebijakan Akuntansi. khususnya 
Kebij aknrt J\kuntansi Neroca. 

d) Menyusun l..tporan Perubahan Ekuitas (LPEI 
SelanJuL11\.1, Akuntansi SKPD 
membu ar Laporan Perubahan Ekuitas 
men8,h'Ullakan data Ekuitas Awai dan data 
per ub.rh.m cxcnes pcriode berjalan yang salah 
satun,u rhpcroleh dari Laporan Opcrasional 
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Akuntansi 
Buputi yang mengatur tentang 
Akuntnn-.1. khususnya Kebijakan 

yang t.-lah d.buat scbelumnya. Laporan 
per-ub.rh.rn Eku1tos 1n1 akan menggambarkan 
pergcr ,L�.111 eku,uts SKPO. 
Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas 
(LPE) dapat di lihat pada Larnpiran Peraturan 

Kebijakan 

Laporan Pcrubahan Ekuitos (LPEj. 
e) Menyuann Catato.n atas Laporan Kcuangan 

(CaLKI 
Catatan ,c.,� Lnporon Kcuangan mehputi pcnjelasan 
nareur eutu eincran dan angka yang tcrtera dalam 
Laporan 1./ nhsasi Anggaran, Laporan Pcrubahan SAL. 
Laporm tl1 -msrcnet. Laporan Pcrubahan Eku1tas, 
Neraca d.,11 Lnpomn Arus Kas. 
Rmcr.cn r.unrn bcntuk angka disajikan secara 
komparruif dcngan reaJisasi tahun sebclumnya. 
Hal- hal vang diungkapkan di duJam Catatan 
atas Laporon Keuangan antara Iain: 
• lnforma ... i umum ten1ang En1itas Pelaporan 

c.rn 1-:nl!tas Akuntan:d; 
• lnfo,ru.tsi tentong kebijakan 

fisk,il/kc:uangan danekonomi makro; 
• lkhu-..1r pencopaian target keuangan 

sd.1 1 t.ihun pelaporan berikut kendala 
d 1n hnmbaton yong drhadapi dalam 
pc ,p.11.111 turget: 

• 1111,, n,,s1 tentang dasar penyusunan 
lapo .111 kcuangan dan kebijakan·kebijakan 
nkuntansi yang dipilih untuk diterapkan 
at..is tro neekai-u-aneakai dan kejadian· 
kcjactmn penting lainnya. Rincian dan 
pt_nJrla-..111 masing·masing pos yang 
d1·.a,,kan pada lernbar muka laporan 
kt:ua,11:,111; 

• Info, r 1asi yang diharuskan oleh Pernyataan 
Standur Akuntansi Pemerintahan yang 
bdu1 di,.ajikon da\::1111 lembcr muka laporan 
k, ..i. 1n: dan 

• In! ,1 ,._, lrun nye yang drpertukan untuk 
pvnv-u .m vang wajar, yang tidak d1saJikan 
d,1lar Icrnbar muka Japoran keuangan. 

Contoh f, rt Catalan atasl.aporan Keuangan SKPD di 
hngkung,m f'cmenntah Kabupaten Sinjai mengacu 
pada forn .11 Catatan atas Laporan Kcuangan dalam 
KebiJakan .\kuntans1 Pe-menntah Kabupaten SmJai. 
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BAB 2 

SISTEM AKUNTANSI PKPD 

A. PENGERTIAN 
I Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD) mcrupakan instrumcn untuk mengopcrasionalkan 
prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP 
dan kebijakan akuntansi Pcmerintah Kabupaten Sinjai 
bcrupa metode dan prosedur akuntansi yang digunakan 
oleh PPKD, yaitu SPKD yang ditugaskan oleh Pemerintah 
Kabupo.ten Sinjai mengclola keuangan daerah dalrun 
rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah 
(Entitas Pelaporan). Disamping sebagai entitas pelaporan 
PPKD adalah SPKD yang menjadi entitas akuntansi. Oleh 
karena itu sistem akuntansinya di atur khusus, yaitu 
meliputi proses identifikasi tran:1aksi keuangan dengan 
mengatur teknik pencatatan, pcngakuan dan 
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapo.tan­ 
LRA. belanja, Penerimaan Pembiayaan, Penyeluaran 
Pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, menjurnal ke dalam 
buku jurnal, memposting kc buku besar, menyusun neraca 
saldo, pcnyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan 
keuangan PPKD. 

2 Sistem ekuruenst PPKD terinci dari sistem akuntansi 
sebagai berikut: 
a. Sistem Akuntansi Anggaran PPKD; 
b. Sistem Akuntansi Pendapatan PPKD; 
c. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban PPKD; 
d. Sistem Akuntansi Aset PPKD; 
e. Sistem Akuntansi Kewajiban PPKD; 
f. Sistem Akuntanai Pembiayaan; dan 
g. Korcksi dan Penyesuaian. 

•· SISTEM AKUNTANSI ANOOARAN PPKD 
Sistem Akuntansi Anggaran merupakan teknik dan 
proses pertanggung-jawaban pengendalian akuntansi 
yang digunakan untuk mcmbantu pengclolao.n 
pcndapatan, belanja, transfer dan pcmbiayaan. Akuntansi 
anggaran disclcnggarakan sctclah Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) disahkan oleh PPKD. 
11 Pih•k Terlu.lt 

Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi 
anggaran PPKD adalah Pejabat Penatausahaan 
Keuangan PPKD (PPK-PPKD). yang memiliki tugas 
sebo.gai berikut: 
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a) Mencatat transaksi/kejadian transaksi PPKD 
berdasarkan bukti- bukti lransaksi yang sllh 
dan valid ke dalam Buku Jurnal ; 

b) Melakukan posting jurnal-jurnal trnnsaksi PPKD 
ke dalam Buku Besar masing masing rekening; 

c) Membuat laporan keuangan PPKD selaku 
entitas pelaporan yang terdiri dari: Laporan 
Realisasi Anggaran. Laporan Perubahan SAL, 
Neraca. Laporan Operasional, Laporan 
Pcrubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan 
Catatan Atas Laporan Keuangan. 

21 Dokumen yanc Dlcunakan 
Dokumcn yang digunakan scbagai dasar 
pencatatan akuntansi anggaran PPKD adaJah DPA­ 
PPKD dan DPPA·PPKO. 

3) Jurnal Standal' 
Sctclllh DPA-PPKO disahkan oleh PPKD, PPK-PPKD 
mcmbuat jumal scbagai berikut: 

Kode Neme hrldreen .,. .. , Kredlt 
30102.lU[ E•umaa, Pend•pm.t.an = 30\02lU[ E1t1ma1i Penenmun Pemb11yaan = 3.01 02 OS u E•tunu, Perubahan SAL = 3.01.02.lU[ Apropnaa, Eklartja = 3.01.02.lU[ AproprialJi Pengieluaren = 

Peml>ilwun 

Jurnal ates transaksi tcrscbut akan mcnjadi angka 
laporan dalam kolom anggaran di Laporan RcaJisasi 
Anggaran (LRA). 
De.Jam mclakukan akuntansi anggaran, PPKD 
dipcrbolchkan untuk tidak mclakukan jurnnl 
akuntansi anggaran. Namun dcmikian, proscdur 
harus dikclola dalam scbuah sistem sehingga nilai 
mate anggaran untuk sctiap kode rckening muncul 
dalam Buku Besar (scbagni hcadcrj, Neraca Saldo, 
La po ran Rcalisasi Anggaran. 

b. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN PPKD 
DaJam sistcm panganggaran APBD bcbcrapa jcnis 
pendapatan dikelola olch PPKD yakni pcndapatan 
transfer dan Ja.in·lain pcndapatan yang sah dan 
dikelola olch Sistem Akuntansi Pcndapatan PPKD. 
Transfer masuk adalah pcncrimaan uang dari entitas 
pclaporan lain, misalnya pencrimaan dana pcrimbo.ngan 
dari pcmcrintah pusat dan dana bagi hasil dari pcmcrintah 
provinsi. 
11 Plhak yanc Terkait 

Pihak-pihnk yang tcrkait dalrun sistcm akuntansi 
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pendapatan PPKD antara lain FUngsi Akuntansi PPKD, 
Bcndahara PPKD, dan PPKD sclaku BUD. 
a) FUngsi Akuntansi PPKD, mcmpunyai tugas pokok 

dan fungsi: 
(1) Mcncatat transaksi pendapatan berdasarkan 

bukti-bukti yang sah dan valid kc Buku Jurnal 
LRA dan Buku Jurnal LO dun Ncraca; 

(2) Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian 
pendapatan LO dan pendapatan LRA ke Buku 
Besar masing·masing rekcning (sub rincian 
obyek); 

(3) Mcnyusun laporan keuangan, yang tcrdiri dari 
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 
SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 
Ekuitas, Ncraca, Laporan Arus Kas dan 
Catntan atas Laporan Keuangan. 

bj Kuasn Bendahara Umum Daerah (Bendahara PPKD), 
mempunyai tugas pokok dan fungsi: 
(I) Mencatat dan membukukan semua 

pencrimaan pendapatan ke daJam buku kas 
penerimaan; 

{2} Mcmbuat Rekapitulasi Pcnerimaan Harian 
yang bersumberdari pendapatan; 

(3) Membuat mcngesahkan bukti pcncrimaan 
atas pcnyctoran yang masuk kc rekcning kas 
umum dacrah. 

c) PPKD Selaku BUD, mcmpunyai tugas pokok dan 
fungsi: 
(I) Mcnandatangani dan mcngcsahkan dokumcn 

Surat Ketctapan Pajak/Rctribusi Dacrah; 
(2) Menandatangani laporan keuangan yang tclah 

disusun oleh fung:si akuntansi PPKD. 
2) Dokumen yang Digunakan 

Dokumcn yang digunakan sebagai dasar 
dalam melakukan pencatatan akuntansi 
pcndapatan PPKD adalah scbagai berikut: 
a) Surat Kctetapan Pajak Dacrah (PPKD); 
b) Nota Krcdit dari bank etas pencrimaan jasa 

giro/deposito; 
c) Peraturan PTesiden tcntang Penetapan Dana 

Alokasi Umum; 
dJ Peraturan Menteri Keuangan atau dokumcn 

lain yang dipcrsamekan atas pcnetepan dana 
perimbangan; 

e) Peraturan Gubernur yang mengatur tcntang 
bagi hesil pajekprovinsi, pajak lain dan sumber 
daya alam; 
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I) Bukti Memorial. 
31 Jurnal Standar 

Oengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur 
penerimaan pendapatan maka pengakuan 
pendapatan di PPKD dikelompokkan dalwn 
beberapa jurnal standar: 
a) Pendapatan Asli Daerah 

Ketika pihak ketiga, bank misalnya, 
menyetorkan/memindah- bukukan pendapatan 
asli daerah dari hasil investasi atau jasa 
deposito/giro kc Rckening Kas Umum Daerah 
maka Bendahara Umum Daerah membuat 
bukti memorial berdasarkan Nota 
Kredit/Rekening Koran dari Bank. Berdasarkan 
Bukti Memorial fungsi akuntansi PPKD 
membuat jurnal: 

Kode Name Perklni•n Oebet Kredlt 

I 01 01 01.n Ka. di Ka• Daerah = 
7.0 ! 0 I.xx xx Pcndapau,.n Ath Daerah ... - LO = 
3.0! 0201 xx Pcrubll.han SAL = 
4 0 ! .0 I .iut.:U: Pcnd11.paian Alli Daernh .. . = 

"'' b) Pendapatan Transfer 
Ketika Pcmerintah Daerah menenma surat 
pemberitahuan penetapan dari Pemerintah 
Pusat terkait ketetapan jumlah transfer yang 
akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka 
berdasarkan ketetapan tersebut, fungsi 
akuntansi PPKD kemudian men ca tat jurnal; 

Kode Nema Perklraan De bet Kredlt 

1 Ot 07.nx.x Piulang Pl!nde.patan Tran,fcr """ 102 ................ Pl!ndapatan Tran,fcr ... - LO = 
• Jumlah nominal piutang diakui seluruhnya pada awal 

tahun atau bag:ian bulan yang sudah akrual 
disesuaikan dengan kebijakan akuntansi mengenai 
pendapatan transfer. 

Dalam hal penyaluran dana transfer dikailkan 
dengan persyaratan tertentu, seperti Dana 
Alokasi Khusus yang prosentase penyaluran 
dika.itkan dengan besaran realisasi penerbitan 
SP2D dari BUD kepada Pihak 
Ketiga/pelaksana kegiatan maka pengakuan 
pendapatan LO diakui berdasarka.n klaim yang 
sudah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat atau 
bagian telah menjadi hak Pemerintah Daerah. 
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Keuka Pemerintah Daerah 
dari Pemerintah Pusat, 
mengirimkan Nota Kredit. 
Kredit tersebut, fungsi 
membuat jurnal: 

menerima transfer 
maka bank akan 

Berdasarkan Nota 
akuntansi PPKD 

Kod• N•m• P•rllir••n O•bet Kredlt 

1.0 ! .0 Z .u.xx KH di K..• Daerah Xxx 
1.01.07.xx.xx Piutang Pendapatan Transfer = 
3.0 ! .02 OS.xx Perubahan SAL = 
4 02.01.u.xx """" tan Tranafer ... • LAA = 

c) Pendapatan Bagi Haerl 
Ketika Pemerintah Daerah menerima Surat 
Keputusan mengenai bagi hasil yang menjadi 
hak Pemerintah Daerah, fungsi akuntansi PPKD 
membuat jurnal; 

Kod• N•ma hddra•n D•bn KHdlt 

1.01.08.xx.xx Piutang Pendapatan Transfer Bagi H•sil = 7.02.02 xx.n: Pend11pa1an Transfer Bagi Has,] = 
- l,O 

Ketika Pemerintah Daerah menerima transfer 
bagi hasil, maka bank akan mengirimkan Nota 
Kredit/Rekening Koran. Berdasarkan Nota 
Kredit atau Rekening koran dari bank, fungsi 
akuntansi PPKD membuat jurnal: 

Kodlfi L Nam• P•rldn.an De bet Kradlt 
1.01 01 01.u Ka• d, Ka• Daerah = l Ol.08.n.u Piutang Pendapatan Tran,fer = 

Bagi HHil 
3 01.02 OS.xx Pt:rubahan SAL = 4.02.02.xx.xx Pendapatan Transfer Bagi HHd = 

- LI<A 
<) 
d) Lain-Jain Pcndapato.n Daerah Yang Sah 

Ketika Pemerintah Daerah menandatangani 
Naskah Perjanjian Hibah Daerah, fungsi 
akuntansi PPKD membuat jurnal: 

Koda N•m• P•rldraan D•b•t Kredlt 
\.01.06 XX.U PlUtang Lain-lain PAD yang $ah = 7 .03.0 I.xx.xx Pendapatan Hibah ... • LO = 

Kelika hibah diterima oleh Pemerintah 
Daerah, bank akan membcritahukan adanya 
penerimaan tersebut melalui Nota Kredit. 
Berdasa.rkan Nota Kredit atau Rekening Koran 
dari bank, fungsi akuntansi PPKD membuat 
jurnal: 
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Kod• Nama Ptrkiraan .... , K:redJt 

I 01 01 01 u kaa d, Ka• Dae.-.h = 
I O I 06.JIJI u Ph1tang �·lam PAI) yang S.h = 3.010205 u Puut..han SAL = '1.0301.uu Pendn= tan Hib&h .,. • LRA = 

c. SISTEM AKUNTANSI BEi.ANJA DAN BEBAN PPKD 
Dalam sistem panganggaran APBO tcrdopat beberapa 
jenis bclanja dikelola langsung oleh PPKD yakni bclanja 
hibah, belanja bunga, bclanja bantuan keuangan dan 
bclanja bantuan sosial. Belanja- bclanja tersebut 
administrasikan den kelola olch PPK-PPKD dengan 
Sistem Akuntansi Belanja dan Beban PPKD ini dan 
pencatatannya dilaksanakan oleh fungsi akuntansi 
PPKD. 
1) Pihak yan1 Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi 
bclanja dan bcban PPKD antara lain Pcjabat 
Pcnatausahaan Kcuangan PPKD (PPK- PPKD). 
Kuasa Bendahara Umum Oaerah, Fungsi 
Akuntansi PPKD, dan PPKD aclaku BUD. 
a) Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD, 

mempunyai tugas pokok dan fungsi; 
{I) Melakukan verifikasi kelengkapan 

dokumen pencairan atas bela.nja hibah, 
bclanja social, bantuan keuangan, dan 
bclanja yang tertuang dalam DPA-PPKD 
lainnya; 

(2) Menyiapkan Surat Perintah Membayar 
(SPM·LS) PPKD; 

(3) Mcminta dan mengadministrasikan 
Laporan Penanggung- jawaban atas 
penggunaan bclanjo hibah, bantuan sosial 
dan bantuan kcuangan. 

b) Kuasa Bcndahara Umum Dacrah (Bcndahara 
PPKD), mempunyai tugas pokok dan Cungsi: 
(l) Mcncatat dan membukukan scmua 

pengcluaran kc dalam buku kas 
pcngeluaran; 

(2) Membuat Laporan Posisi Harian Kas; 
(3) Mcnerbitkan SP2D. 

cl F'ungsi Akuntansi PPKD, mcmpunyai tugas 
pokok dan fungsi: 
(I) Mcncatat transaksi pendapatan berdasarkan 

bukti-bukti yang sah dan valLd kc Buku 
Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan 
Ncraca; 
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(2) Mclakukan posting jurnal 
transaksi/kcjadian pcndapatan LO dan 
pcndapatan LRA kc Buku Besar masing· 
masing rckcning (rincian obyck); 

(3) Mcnyusun Japoran kcuangan, yang tcrdiri 
dari Laporan Rcalisasi Anggaran, Laporan 
Pcrubahan SAL, Laporan Opcrasional, 
Laporan Pcrubahan Ekuitas, Ncraca, 
Laporan Arus Kas dan Catalan atas 
Laporan Kcuangan. 

d) PPKD Sclaku BUD, mcmpunyai tugas pokok 
dan fungsi: 
(1) Mcnandatangani SPM·LS PPKD; 
(2) Mcnandatangani laporan kcuangan yang 

tclah disusun olch fungsi akuntansi PPKD. 
'.l) Dokumcn yan& Di&unakan 

Dokumcn yang digunakan scbagai dasar untuk 
mclakukan pcncatatan akuntansi bclanja dan 
bcban PPKO adalah scbagai bcrikut: 
a) Surat Kcputusan Kcpaln Oacrah tcntang 

Hibah, Subsidi, Bantuan Keuangan dan Bantuan 
Sosia1; 

b) Nota Ocbct dari Bank; 
c) Surat Pcrintah Pcncairan Dana (SP20); 
d) Bukti Memorial atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
3) Jurnal Standar 

Dcngan mcmpcrhatikan sumbcr, sifat dan proscdur 
pcngclolaan bclanja dan beban maka akuntansl 
untuk transaksi bclanja dan bcban di PPKD 
dikelompok.kan dalam bcbcrapa jurnal standar: 
a) Beban Sunga 

Kctika Pemcrinu:.h Dacrah menandatangani 
Perjanjian Utang dengan pihak kctigo, dimana 
konsckuensi dari utang terscbut akan timbul 
kcwajiban bunga. Bcrdasarkan dokumen 
perjanjian pinjaman tersebut, atas bagian 
bunga yang sudah accrued fungsi akuntansi 
membuat Bukti Memorial. Bcrdasarkan Bukti 
Memorial fungsi akuntansi PPKO mcmbuat 
jurnal: 

Kod• N1mt. hrklra1n Dtobt.t Ktadlt 

ft.QI QJ.ig: DC Bcti.ll Bunp - 2.0!.02i.:,:.a, Utan& Bunp = 
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Se\anjutnya, untuk melakukan pcmbayaran 
bunga pinjaman PPK-PPKD menyiapkan SPM-LS 
PPKD untuk diajukan kepada Bendahara 
Um urn Oaerah. Apabila BUD telah 
menerbitkan SP20-LS pembayaran bunga, 
fungsi akuntansi PPKD me\akukan jurnal: 

Kod• N•m• P•rk:h••n O..b•t KHdlt 

201.02.xxxx UIAng Bunga = 
I Ol.01 01.a Kas di Kaa Daerah = SO I 03.u.x.,: Belanja Sunga = J.01.02.05.u Pt,rubo.han SAL = 

b) Beban Subsidi 
Keuka Pemerintah Daerah menerima tagihan 
dari penerima subsidi yang telah melaksanakan 
prestasi sesuai dengo.n persyaratan pemberian 
subsidi, PPK-PPKD melakukan verifikasi atas 
berkas persyaratan yang diajukan. Apabila 
tagihan telah dinyatakan sah untuk dibayar 
oleh PPKD, fungsi akuntansi PPKD membuat 
Bukti Memorial. Berdosarkan Bukti Memorial, 
fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal: 

Kode Nam• Perkin.an Oebet Kredlt 

8 01.04.xx.xx Behan Sub9idi = 
2 01.()6.04.xx Uteng BeLanJa Sub11dl = 

SelanjuLnya dilaksanakan proses 
penatausahaan untuk pembayaran beban 
subsidi mulai dari pengajuan SPP, pembuatan 
SPM-LS PPKD hingga penerbitan SP2D oleh 
BUD. Berdasarkan SP20 yang telah 
diterbitkan, fungsi akuntansi PPKD mencatat 
jurnal: 

Kode Nama Perkiraan Oebet Kredlt 

2.0 l .06.04.n: Utang Belanja Sub9idi = 
1.0 l .0 1.0 l.n: Kas di KH Daerah = 
5.0l.04.u.Jlll BeLarua Subs1d1 = 
3.01.02.05.xx �rub&han SAL = 

c) Beban Hibah 
Ketika Kepala Daerah menetapkan nama-nama 
penerima hibah dan telah menandatangani 
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) maka 
timbul kewajiban belanja hibah kepada pihak 
ketiga penerima hibah. Atas kejadian tersebut 
fungsi akuntansi PPKD membuat Bukti 
Memorial. Berdasarkan bukti memorial dan 
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NPHD fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: 

Kod• N•m• P•rldraao. o.bn Kledlt 
8.01.05.D.llJI Behan H11:o!h = 2.01.0605.x:o: Utan& Belanja Hobah = 

Kemudian pada seat terjadi pencairan bantuan 
hibah kepada pihak ketiga/ penerima hibah, 
PPK-PPKD menerbitkan SPM-LS untuk diajukan 
kepada Kuasa BUD. Berdasarkan SPM-LS dari 
PPK-PPKD Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS 
dan menyerahkan uangnya kepada yang berhak 
mcnerima hibah. Berdnsarkan SP2D-LS, fungsi 
akuntansi PPKD membuat jurnal: 

Kod• Nama P•rkiraao. O•bn Kradlt 

2.01.0605.xx Utan& Belal'\Ja H,bah = l Ol.01 01.xx Kas d, Ka• O.,,rah = 5 01.05.XX.llJI Bdsnja Hibah = 
3 Ol 02 OS.xx Perubahan SA.L = 

d) Beban Bantuun Sosial 
Bantuan sosial yang ditetapkan terlcbih dahulu 
dcngan SK Kepala Daerah. Pemerintah Daerah 
mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah 
tcntang bantuan sosial serta menandatangu.ni 
surat pcrjanjian pemberian bantuan sosial 
dengan penerima bantuan untuk memberikan 
bantuan sosial berupa uang. Berdasarkan surat 
keputusan kepa1a daerah dan surat perjanjian 
bantuan sosial, fungsi akuntansi membuat 
Bukti Memorial. Berdasarkan bukti tersebut 
fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: 

Koda Nama Parldraao. ..... Kl•dll 

80106xx.xx Bet.n Bantuan So.ial = 
2 01.06 xx.xx Utan& Belanja &rang J._ - 

Pada saat Pemcrintnh Daerah melakukan 
realisasi pencairan bantuan sosia1, PPK-PPKD 
mengajukan SPM-LS PPKD kepada Kuasa BUD. 
Berdasarkan pengajuan terscbut selanjutnya 
Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS untuk 
melakukan pembayaran kcpada pihak penerima 
bantuan sosial. Berdasarkan dokumen 
tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat 
jurnal: 

Kr•dlt 
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2.01.06.:a xx Utang Belanj11 Barnng Jasa = 
!.01.01.01.:a Kas di Ka11 Daerah = 
5 O I 06 ,o,:.:a BelanJa Bantuan Sosial kepada .... = 
3 01 02 OS"" P<:rubahan SAL = 

Pada saat Bendahara Pengeluaran 
membayarkan bantuan sosial kcpada penenma, 
maka d1buat pertanggungjawaban dalam 
bentuk SPP/SPM-TU Nih1l. Berdasarkan 
dokumen tersebut, Kuasa Bcndahara Umum 
Oaerah akan menerbitkan SP2D-TU NihLI. 
Berdasarkan SP2D dari BUD, fungsi akuntansi 
PPKD membuat jurnal: 

Kode Nuna Pcorldraan Oc,bet Kredlt 

8.01 06 ,O,:.l<X Beban Bantuan So111al = 
1.01 oi.oi o Kas di Bendahara P<:ngeluaran = 
5 01.06.,o,: xx Be!anJa Bantuan Sosia! kepada . = 
3 01 02 OS.xx P<:rubahan SAL = 

Pad a saat Bendahara Pengeluaran 
mengembalikan sisa dana TU bantuan sosial 
maka dibuat Surat Setoran Sisa Tambah Uang 
(S3TU). Berdasarkan S3TU dari Bendahara 
Pcngeluaran, fungsi akuntansi PPKD membuat 
jurnal: 

Kode Nama Perldraan Dcobet Kredlt 

I 01.01.01.:a Kas di Kas 011.erah = 
1.01.01 03 xx K11.11 di Bendahara P<:nge\uaran = 

e) Beban Transfer 
( 1) Be ban Transfer Bagi Has ii 

Pemertntah Daerah mengeluarkan Surat 
Keputusan Kepala Daerah tentang Bagi 
Hasil Pajak kcpada entltas pclaporan lain. 
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala 
Daerah tentang Bagi Hasil Pajak terscbut, 
fungsi akuntansi PPKD membuat jurna\: 

Kode Nama Perld .. an Deb et K.redit 

B.02 O\.,oi:.:a Bet>an Transfer 811.gi Hasd """ 
2 Q l .06.] 2.M Utan11, Belanja Bagi Hast\ """ 

Kemudian Pemerintah Daerah mcncairkan 
dana bagi hasil kepada entitas lain dengan 
menerbitkan SP2D-LS. Berdasarkan 
dokumen tersebut fungsi akuntansi PPKD 
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membuat JUrnal: .... Nam• Perldraan Oebet Kredll 

2.01.06.12 .JIJI Utang Belanja Bagi Hu,t = 
1.01.0 LO I .JIJI Kas di Ka.a Oacrah = 
5 04.01.:a.JIJI Bclanja Bagi Has,l .. = 
3 01 02 OS.JD< Perube.han SAl. = 

(2) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 
Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat 
Keputusan Kepala Daerah tentang Bantuan 
Keuangan ke Desa. Berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala Oaerah ten tang 
Bantuan Keuangan kc Dcsa tersebut, fungsi 
akuntansi PPKD membuat jurnal: 

Kode Name Perldraan De bet luedlt 

8.2.02.05.:a Behan Bantuan Keuangan Oacrah = Provin•i atau Kabup,aten/Kota ke Oeaa 
2.01.06.13.xx Utang Bclanja Bantuan = 

Keuan-an 

Kemudian Pcmerintah Dacrah mencairkan 
dana bantuan kcuangan kepada desa 
dengan mcnerbitkan SP20-LS. 
Bcrdasarkan dckumen tersebut fungsi 
akuntansi PPKD membuat jurnal: 

Kode Nam• Perldraan De bet luedll 
2.01.06.13 :a Utang Belaja Bantuan Keuangan = 
l.Ol.01.0\ JIJI Kai dl Kat Dacnih = 5 04.02.0S.IUI Belanja Bantuan Kcuangan Dacrah = Provin•i atau Kabup,atcn/Kota kcpada 

DoN 
301 02.0SJIJI Perube.han SAL = 

.... Neme Perldraan De bet Kredlt 

(3) Bcban Bantuan Keuangan 
Pemerintah Oaerah mengcluarkan Surat 
Keputusan Kcpala Daerah tentang Bantuan 
Keuangan scrta menandatangani surat 
perjanjian pemberian bantuan keuangan 
dengan penerima bantuan. 
Berdasarkan surat keputusan kepala 
daerah dan surat perjanjian bantuan 
keuangan, fungsi akuntansi mcmbuat 
Bukti Memorial. Berdasarkan bukti 
tcrsebut fungsi akuntansi PPKD mcmbuat 
jurnal: 



8.02.02.:a.lO< Beban Bantuan Keuanpn = 2.0 l .06.13.:a Utang Belanj• Bantuan Keuangan = 

Pada saat Pemcrintah Oacrah melakukan 
realisasi pencairan bantuan keuangan, 
PPK-PPKD mcngajukan SPM-LS PPKD 
kcpada Kuasa BUD. Berdasarkan pcngajuan 
tersebut selanjutnya Kuasa BUD 
menerbitkan SP2D-LS untuk melakukan 
pembayaran kepada pihak pencrima 
bantuan keuangan. Berdasarkan dokumen 
tersebut, fungsi akuntansi PPKD rnembuat 
jurnal: 

Kod• N•m• Perklraen De bet Kredlt 

2.01.06.13.xx Utang Belanj11. S.ntull.ll Keu11.ngan = ].01.01.01.xx Ka• di K11.a Daerah = 5.04.02 :a.:a Belanj11. Sll.ntu11n Keu11.ng,u, = 3.0 l .02.05.u Pe11.1bllhan SAL = 
d. SISTEM AKUNTANSt ASET PPKD 

Sistem Akuntansi Asel PPKD dimaksudkan adalah sistem 
akuntansi atas tnvestasr baikjangka pendck maupun jangka 
panjang meliputi Pcrolehan Jnvcstasi, Hasil [nvestasi 
dan Pclepasan lnvestasi, yang didasarkan pada 
bukti/dokumen yang valid 
11 Pihak-Plhak Terkait 

Pihak-pihak yang melaksanakan sistcm akuntansi 
aset PPKD adalah sebagai berikut: 
a) Fungsi Akuntansi PPKD mempunya.i tugas dan 

fungsi: 
(I) Mencatat transaksi atas Investasi 

(pembiayaan)berdasarkan bukti-bukti yang 
sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan 
Buku Jurnal LO dan Neraca; 

(2) Melakukan posting jurnal 
transaksi/kejadian invcstasi fpembiayaan) 
LO dan pembinyaan LRA kc Buku Besar 
masing-masing rekeni.ng (sub rincian obyck); 

(3) Menyusun !aporan keuangan, yang terdiri 
dari Laporan Rcalisasi Anggaran, Laporan 
Perubahan SAL, Laporan Opcrasional, 
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, 
Laporan Arus Kas dan Catalan alas 
Laporan Keuangan. 
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b) Pcjabat Pcngelola Keuangan Oaerah (PPKDJ 
mcmpunyai tugas : 
(I) Mcnandr.Hangani SPM·LS PPKD; 
(2) Mcnandatangani laporan kcuangan yang 

telah disusun olch fungsi akuntansi PPKO. 
c) Kuasa BUD: 

(ii Mcngeaahkan pcnerimnan kcmbali investasi 
(Nota Kredit dan STS); 

{21 Mcnerbitkan SP20-LS untuk pcnyertaan 
modal/invcstasi. 

2) Dokumen yan1 dlpnakan 
Dokumcn yang digunakan dala.m sistcm akuntansi 
asct PPKDadalah: 
a) Pcraturan Daerah/Pcraturan Kcpala Dacrah 

tentang Invcstasi atau dokumcn lain yang 
dipcrsa.ma.kon; 

b) SP2D·LS; 
c) Surat Tanda Sctoran (STS); 
d) Noto Krcdit dari Bank; 
e) Bukti Memorial. 

31 Jurnal •tandar 
Dengan mcmpcrhatikan sumbcr, sifat dan proscdur 
pcngclolaan bclanja dan bcban maka akuntansi 
untuk transaksi belanja dan beban di PPKD 
dikclompokkan dalam beberapn jurnal standar : 
a) Sistcm Akuntansi atas Pcrolchan lnvcstasi 

(I) Perolchan Invcstasi Jangka Pcndck 
Jnvcstasi jangka pendek adalah investasi 
yang dapat segera dicairkan dan 
dimaksudkan untuk dimilik.i selama 12 (duo 
betas) bulan atau kurang. lnvestasi jangkn 
pcndek dapat berupa deposito jangka 
pendek, investasi dalam SUN, invcstasi 
dalam SB! dan invcstasi jangka pcndck 
la.innya. 
Kctika Pemerintah Daerah mclakukan 
pcmbentukan lnvestasi Jangka Pcndek 
maka BUD akan mcncrbitkan SP2D·LS 
scbagni dos.er pcncairan pcngeluaran untuk 
investasi jangka pcndck tcrscbut. 
Bcrdasarkan SP20-LS dari BUD, fungsi 
Akuntansi PPKD mcmbuat jurnal: 

Kode N•m• Perll.lraen ..... , KH41t 

) .0) .02.U.IX ln,<e•t.a•1 Jangka Pendek = 
1.01 01 01.u KH di Ka• Daerah = 
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Hasil investasi jangka pendek berupa 
pcndapatan bunga. Ketika BUD menerima 
Nota Kredit dari bank atas adanya aliran kas 
masuk dari pendapatan bunga maka BUD 
membuat bukti memorial. Berdasarkan 
bukti memorial tersebut, fungsi akuntansi 
PPKD membuat jurnal: 

ii. ..... Narua hrldn.aa .,. ... Kred.Jt 

!i§LOl.01.u Ku di Ka, Daerah = J.04 07.u hndaptllan Bu .... . • LO = .1'bt.0205u Pcruti.han SAL = 4-10407:Dl hnda-tan Bun- ... • LRA = 
(2) Perolehan lnvestasi Jangka Panjang 

Perolehan investasi dicatat ketika 
penyerraan modal dalam per-aturan daeroh 
dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh 
fungsi Akuntansi PPKO berdasarkan SP20 
LS yang menjadi dasar pcncairan 
pcngeluaran pembiayaan untuk investasi 
tersebut. Berdasnrkan SP20-LS yang 
diterbitkan BUD, fungsi akuntansi PPKD 
membuat jurnal: 

Kade Narua Perldraan ...... Kradlt 

1.02.02.u lnYHtalli Jangka Paajan1 = 
1.01.01.01.IUI Kai di Ka, Oacrah = 

02.JOl.lCC.Ilr Pr:na,:luanm Pt:mb<a)"a&n = 01 0205:a hrubaha.n SAL = 
b) Sistem Akuntansi atas Hasil lnvestasi Jangka 

Panjang 
Metode Blaya 
Oalam metode biaya, keuntungan perusahaan 
tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki 
pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya 
menerima dividen yang dibagikan oleh 
perusahaan. Bcrdasarkan pcngumuman 
pembagian dividen yang dilakukan oleh 
perusahaan inveslee, PPKD dapat mengetahui 
jumlah dividen yang akan diterima pada periode 
berjalan. Berdasarkan surat pemberitahuan 
pembogian dividen fungsi akuntansi PPKD 
membuat Bukti Memorial. Berdasarkan Bukti 
Memorial tersebut fungsi akuntansi PPKD 
membuatjurnal: 

Kode !Credit 
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1 01 OS.xx.xx Plutang Has,! Pengelolaan Kekayaan = Oaer.h yang OIJ;nuhkan 
7.0l.03xx.u HH1l Kelca,·aan Oaer.h ... - LO = 

Pada saat perusahaan inuesree mcmbagikan 
dividen tuna.i kepada pemerintah Dacrah, BUD 
mcnerima Nota Kredit dari bank. Bcrdasarkan 
Nota Kredit atau Rekening Koran dari Bank, 
fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: 

Koda Nama Perldraan Dcibet Kredlt 

1.01.01.01.xx Kaa di ""-• Oae .. h = 
1.01.05 . .u.xx Piutang HH1l Pengelolaan Kekayaan = 

Oaerah yang Dip,1111hkan 
3 01.02.05.xx 1'!:rubahan SAL = 
4 01.03 • .U.JVl 1'!:ndapa�an HHil Keks.yaan Dae .. h = 

.,,- Di u.hkan-LRA 

Metode Ekultas 
Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan 
investee, PPKD dapat mengetahui jumlah 
keuntungan perusahaan pada periode bcrjalan. 
Dalam metode ekuitas, keuntungan yang 
diperoleh perusahaan akan mempengaruhi 
jumlah investasi yang dimiliki pemerintah 
daerah. Berdasarkan laporan keuangan 
tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat bukti 
memorial. Berdasarkan bukti memorial, fungsi 
akuntansi PPKD membuat jurnal: 

Koda Nama Perkfraan Deibel Kredlt 

1 02 02 .xx.xx lnveataai Jangka Partjang. = 
.0 I.OJ 10l.XX HH1I Kekayaan Daerah . • LO = 

Pada saat perusahaan membagikan deviden, 
bank akan mengirimkan Nota Krcdit kepada 
BUD. Berdasarkan Nota Kredit/Rekening Koran 
dari BUD, fungsi Akuntansi PPKD akan 
mencatat Penerimaan Devidcn dengan mernbuat 
jurnal : 

Koda Nama Parldnan Dcibet Kredlt 

1.01.01.01.xx KH di Ka, Daer.h = 
1.02 02 • .u u lnvestni Jangka Panjemg = 

Ol.02.0S.10t Pr:rubahan SAL = 
0 ! .OJ.xx.xx Pendapatan Hui\ Kekayaan = 

Daerah "an Di "uhkan-LRA 
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Metode NUai Benlh yan1 Dapat Dh-eall-•ika.n 
Mctodc nilai bcrsih yang dapal dircalisasikan 
tcrutama digunnkan untuk mcncatat akuntansi 
dana bcrgulir. Apabila tcrdapat pcndapatan 
bunga dari invcstasi jangka panjang daJam 
bcntuk dana bcrgulir, maka Bcndahara 
Pcncrimaan dana bcrgulir akan mcmbuat STS 
untuk mcnyctorkan pcndapatan tcrscbut kc Kas 
Dacrah. Bcrdasnrkan STS dari Bcndaharo 
Pcncrimaan Dana Bcrgulir, fungsi Akuntansi 
PPKD mcmbuat jurnaJ: 

Kod• N•m• P•rkuaan O.b•t Kr•dlt 
1.01.01 01.E< Kaa d, Kaa Du,.-.h = 

.01.04.U.El La.in.Lain PAD )"&11& Sah·LO = 

.01.02 OS.u Perut.han SAL = .0104uu Laln-Lain PAO �an· SRh·LRA = 
b) Sistem Akuntansi Pclcpasan lnvcstasi 

( l) Pclepasan lnvestasi Jangka Pend ck 
Pada saat tcrjadi pclcpasan invcstasi maka 
tcrdapat aJiran uang masuk ke Rekening 
Kas Umum Dncrnh. Alas transaksi tcrscbut 
BUD mcncrima Nota Krcdit dari Bank 
scbagai bukti bahwa uang tclah masuk kc 
RKUD. Bcrdasarkan Nota Krcdit atau 
Rckcning Koran dari bank atas uansaket 
pclcpasan Jnvcstasi Jangka Pendek, fungsi 
akuntansi PPKD mcmbuat jurnal: 

Kod• Nama hrldraan O.bat Kr•dlt 

1.01 01 01.E< Kaa di Ku Oac:.-.h = 
7.04.01 OJ.xx Pendap,nan Bunga - LO = l 02 02 JD<.:U: lnvnlllsi Jangka Pendek = 
3.0 l 02 OS xx Perut.han SAL = 4010407.u Pend.a-tan Bu • LRA = 

(2) Pelcposan lnvcstasi Jangka Panjarrg 
Pclcpasan invcstasi jangka panjang 
Pcmerintah Daerah misaJnyo dalam bcntuk 
saham. Bcrdasarkan dokumen transaksi 
yang dimiliki, fungsi akuntansi PPKD 
membuat Bukti Memorial dan jurnal: 
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Apabila penerimaan kas lebih besar dari 
nilai investasi jangka panjang yang dilepas. 

Kode Nune Perkin.en De bet }Credit 

1.0 1.0 1.0 I.xx Kas di Ke• 011.erah = 
7.04.01 03 x.x Surplu1 Pelepe.aan lnvesta1i = 

Jengka Paltj1ng-L.0 
L.02 02.x.x x.x ln,·e11aai Janglta Panj1ng = 
3.0 ! 02 05 x.x Perut:.han SAL - 6 0 \.XI( :a x.x Penerimaan Pembiavaan - 

Apabila penerimaan kas \ebih kecil dari nilai 
investasi jangka panjang yang dilepas 

Kode Name Perkin.en De bet Kredlt 

1.01.01 01.x.x KH di Ke• Daerah = 
8 03.x.x x.x"" OEf'lSIT NON OPERASlONAL-L.0 = 
I 02.0:Z.xx.x.x lnvuta1i Jengke Panjang = 3 01 o:z 06.x.x Perut:.han SAL = 6 0 I xx.x.x . .u Penerimaan Pembia,·aan = 

e. SJSTEM AKUNTANSJ KEWA.JJBAN PPKD 
Sistem Akuntansi kewajiban PPKD merupakan teknik 
pertanggungjawaban pengendalian akuntansi yang 
digunakan area penerimaan utang, pembayaran utang, 
dan reklasifikasi utang. 
1) Pibak-pihak yang: terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi 
kewajiban PPKD adalah fungsi akuntansi PPKD, 
Kuasa BUD dan PPKO. 
a) Fungsi akuntansi PPKO, mempunyai tugas 

pokok dan fungsi: 
{l) Mencatat transaksi/kejadian lain 

berdasarkan bukti·bukti yang sah ke dalam 
Jurnal Umum. 

(2) Memposting jurnal-jurnal transaksi ke 
dalam Buku Besar masing-masing rekening 
(sub rincian obyek) 

(3) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri 
dari Laporan Realisasi Angggaran (LRA), 
Laporan Operasional (LO), Laporan 
Pcrubahan SAL, Laporan Arus Kas, 
Laporan Perubahan Ekuitas dan Catalan 
atas Laporan Keuangan. 

b) Kuasa Bendahara Umum Daerah, mempunyai 
tugas pokok dan fungsi: 
(1) Menyiapkan dokumen 

penerimaan, pembayaran dan 
utang; 

transaksi 
reklasifikasi 
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Pengeluaran 

memorial unluk 
oleh fungsi akuntansi 

SP2D 

bukti 

(2) Menerbitkan 
Pembiayaan; 
Menyiapkan (3) 
pcncatatan akuntansi 
PPKD; 

c) PPKD memilik1 tugas menandatangani laporan 
keuangan pemerintah daerah sebclum 
diserahkan kepada BPK. 

21 Doku.men Yana: Dlgunalu.n 
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi 
kewnjiban PPKD meliputi: 
b) Peraturan Kepala Oaerah mengenai Kebijaknn 

Akunto..nsi Pemerintah Dacrah; 
c) Surat Perjanjian Utang/Pinjaman; 
d) Nola Kredit dari bank; 
e) Surat Perintnh Pencairan Dana (SP2D): 
I) Bukti Memorial atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
3) Jurnal Standar 

Jurnal standar yang dipergunakan dalam sistem 
akuntansi kewajiban PPKD dikelompokkan : 
a) Saat terjadi realisasi pinjo.man 

Kode Name hrldn.an .,. .. , K.redlt 

I 010101 a KH di Ka• Dee,..h = 
02.l<Lla.JDt Keo,r,·aj1ban Jangka Paajang = 
01.02.05.u Penit.han SAL = .01.:JDt.llX u Penenmaan Pembia,·aan = 

b) Saat pcmbayaran bunga 

Kode Nam• hrldraan De bet K.redlt 

O I 03.:JDt.U &,ban Bunga = 
I.OJ 01.0l.xx Ka, di Ka, o.tt.h = 

O L OJ.xx.xx &.19.IIJ• Bunga U1-n1 = 
.0 L .02.05.xx Peru bahan SAL = 

cl Saal pclunasan kewajiban 

Kode Nam• Perldr••n De bet K.redJt 

2 02.XX.l<Lla Keo,r,11,11ban Jangka f>aluan1 = 
1010101 xx KH di KH o.tt.h = 5 01 03 xx"" Pengeluamn Pemtx.yaan = 301 0205:JDt Perubah.an SAL = 

d) Saal rek.lasifikasi kewajiban yang Elkan jntuh 
tempo 

Pada akhir periode pelaporan fungsi 
akuntansi mengidentifikasi bagian dari 
kewajiban jangka panjang yang akan jatuh 
tempo dan membual bukti memorial. 



- 79 - 

Berdasarkan bukti memorial tersebut, fungsi 
akuntansi PPKD membuat jurnal: 

Kod• N•m• P•rklnan ...... Kr•dlt 
02.u.:u.xx UtangJangka. Panjana = 01 CM.lCl.:u e.�n �csr Utana Jangka = 

'" 
t. SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN 

Sistem Akuntasi Pembiayaan adalnh mcrupakan tcknik 
pertanggung jawaban pengendalian akuntansi yang 
digunakan atas pencrimaan dan pengcluara.n 
pembiayaan. 
Pcmbiayaan (financing) adalah seluruh transaksi 
kcuangan pemcrintah, baik penerimaan maupun 
pengeluaran, yang perlu diboyar a.tau akan ditcrima 
kcmbali, dalarn penganggw-an pemerintnh dimaksudkan 
untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus 
anggaran. 
Penerimaan Pembiayaan dapat berasal dari: 
I) Pinjaman; 
2) Hasil Divcstasi: 
3) Pcncrimaan kembali Dana Bcrgulir; 
4) Pencairan Dana Cadangan. 
Pcngeluaran Pembiayaan antara lain: 
I) Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman; 
2) Pcmberian Pinjaman kcpada Entitas Lain: 
3) Penyertaan Modal Pemerintah; 
4) Pcrguliran Dana. 

1) Plhak-Plhak yanc terka.it: 
Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi 
pembiayaan yaitu fungsi Akuntansi PPKD, Kuasa 
BUD dan PPKD. 
a) Fungsi Akuntansi PPKD, memilki tugas sebagai 

berikut: 
(I) Mencatat transaksi/kejadian investasi 

lainnya berdssarkan bukti - bukti transaksi 
yang sah kc Buku Jurnal Umum; 

(2) Memposting jurnal jurnal 
transaksi/kejsdisn investasi kc dalam Buku 
Besar masing - mssing Rekening {sampai 
dengan rincian obyek); 

(3) Mcnyusun Laporan Kcuanga.n, yang tcrdiri 
dari: Laporan Rcalisasi Anggaran (LRA), 
Laporan Pcrubahan SAL (LP-SAL), Laporan 
Opcra.sional (LO). Laporan Pcrubahan 
Ekuitas (LPE), Lapora.n Arus Kas, Neraca, 
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dan Catalan Atas Laporan Kcuangan 
(CaLK). 

b) Kuo.sa Bendahara Umum Dacra.h (BUD) 
Dalam Akuntansi Pcmbiayaan, Kuasa BUD 
mclakukan fungsi mcngadministrasikan 
transaksi pcncrimaan dan pcngcluaran 
pcmbiayaan, schingga BUD mcmilki tugos 
mcnyiapkan dokumcn transaksi/kejadian 
untuk pcncotatan akuntansi olch F'ungsi 
Akuntansi PPKD yang sebclumnya tcla.h 
disa.hkan olch Kcpa1a SKPKD. 

c) Pejobat Pengc:lola Keuangan Dacrah (PPKD) 
Dalam Akuntansi Pembiayaan, PPKD 
mcmiliki tu gas mcnandatangani Japoran 
keuangan pcmcrintah daerah yang sclanjutnya 
laporan keuangan tcrsebut diserahkan kc BPK 
dan pihak yang berkcpentingan lainnya. 

2) Dokumen yanr dlrunakan: 
Dokumcn yang digunakan dalam sistcm akuntansi 
pembiayaan meliputi: 
a) Peraturan Dacro..h den Pernturan Kcpalo. Dacro..h 

yang tcrkait transaksi pembiayaan; 
bJ Naskah Perjanjian K.redit atau Dokumcn yang 

dipersamakan; 
e) SP2D LS scbagai dokumcn pencairon dana; 
dJ Note Krcdit; 
e) Dokumcn lainnya yang tcrkait. 

3) Jurnal Standa.r 
Pada dasarnya transaksi pembieyean 
dilaksanakan oleh PPKD.Jurnal standar pengakuan 
pcncrimaan pembiayaan maupun pcngcluaran 
pcmbiayaan di PPKD, sebagai bcrikut: 
a) Puda saet tcrjadi penerimaan pembiayaan 

Bcrdasarkan Note Krcdit dari bank mengenai 
ma.suknya dana pinjaman kc Rckcning Kas 
Umum Daerah, fungsi akuntansi PPKD 
mcmbuat jurnal: 

bl Pada saat tcrJad1 pcmbo.yeran bunga 
Bcrdasarkan SP2D-LS pembayaran bunga dari 
Kuasa BUD, fungsi akuntansi PPKD membuat 
jurna1: 

.... Nara• Perkltaaa 0.b•t Kr•dlt 

1.0I.Ol.£E Ka9 di Ka• Dll<ffh = 
02�. Kewajiban Jangkll Panjang = 
01 02 Pffubah•n SAL = 
O I u. P,,ncrimaaa P,,m bilwaaa = . . 

.... Nam• Perk.in.an 
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8 01 03 xx"" Beblln Bunga = 
1.01 01.01.xx Kat d, Kat Oaer.h = s.c ! 03.,,,..JC< Belanja Bunga Uang = 
3.01 o2C4�"" Perubllhan SAL = 

(2} 
(3) 
c) Pada saat terjadi pembayw-an pokok pinjaman 

Berdasarkan SP2D·LS pengcluaran pcmbiayaan 
dari Kuasa BUD, fungsi akuntansi PPKD 
membuat jurnal: 

Kode Nama PaTkl111an Dehet Kradlt 

"l O"l 0,c,; IDLXX Ke,,,·,tjiblln Jan&ka �& = I 01 01 01."" Kat di KH Dae rah - 6 02 xx.u.u Pengeluaran Pembiayaan = 
3 01 02.05.u PerubBhan SAL = 

I· KOREKSI DAN PENYESUAIAN 
hal tcrjadi kesalahan pencatatan maka 

dimungkinkan adanya koreksi dan penyesuaian. Koreksi 
dan penyesuaian juga bisa timbul akibat adanya 
penyetoran kembali belanja atau pengembalian 
pendapatan. 
1) Pihak yang Terkait: 

Pihak·pihak yang terkait sehubungan dengan 
korcksi dan pcnyesua.ian adalah scbagai berikut: 
a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK· 

PPKD); 
b] Bendahara Penerimaan; 
c) Bendahara Pengeluaran; 
d) Pcngurus Barang; 
e) Pengguna/Kuasa Pcngguna Anggaran. 

2) Dokumen yang: dlgunakan: 
Dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pembuatan koreksi dan pcnycsuaian adalah 
scbagai bcrikut: 
a) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lcbih Bayar 

(SKPD-LB) dalam hal terjadr kelebihan penyeroeae 
pajak daerah; 

b) Bukti Surat Tanda Setoran (STS) kembali 
belnnja; 

c) Bukti Surat Setoran Sisa TU (S3TU); 
d) Bukti Memorial atas pergeseran dan koreksi 

pendapatan; 
e) Bukti Memorial atas pcrgcseran dan koreksi 

belanja. 
3) Jut"nal Standar: 

Korekar Kesalahan Pencatatan 
a) Pengembalian belanja tahun berjalan 
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Sebagai contoh terjadi pengembalian belanja 
bantuan sosia\ dalam tahun berjalan karena 
penerima yang berhak tidak ditemukan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Bendahara 
Pengeluaran PPKD meminta kembali bantuan 
sosial terscbut kcpada SKPD tcknis dan 
mcmbuat Tanda Sukti Pembayaran (TSP). 
Berda1JaTkan TSP pengcmbalian belanja 
ban tu an sosial, fungsi akuntansi PPKD 
mcmbuat jumal: 

Kode Nam• hrklraa-n ..... K,-edlt 

1.01.01.03,.,. Ka• di Bendahu. Pena,,luanm = 
0\.06.JULIIJI Beban Bantuan 5<mal = 

Pado soat pcngembalian bclanja bantuan sosial 
tahun berjalan tersebut di setorkan kc Kas 
Daerah, Bcndahara Pengcluaran PPKD 
membuat Surat Tanda Sukti Sctoran (STS). 
Scrdasarkan bukti STS pcngembalian belanja, 
fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: 

Koda Nam• Parldfaan O.bat Kredlt 

I 01.01 01 ,.,. Ka• d, Ka• Oae.-.h = 
I 01.01 03:u; Kaa di Bendahano Pengeluaran = 3 01.02 OS ,oi PcT\lbahan SAL xxx 
5.01.06 xx xx Be' -'a Bantuan So,ial = 

Perlakuan yang sama juga diterapkan untuk 
pcngembalian belanja PPKD dalam tahun 
bcrjalan, scperti: bclanja hibah, bclanja subsidi, 
belanja bantuan kcuangan, dan belanja transfer 
ADD. 

b) Korcksi pergcscran bclanja dan beban 
Pada saat ditemukan kesalahan 
pencatatan belanja, fungsi akuntansi PPKD 
membuat Sukti Memorial atau dokumcn lain 
dipersamakan. Scbagai contoh ditemukan 
kesatahan pencatatan bclonja hibah yang 
seharusnyn menurut SPJ adalah bclanja 
bantuan sosial. Serdasarkan dokumen tersebut, 
fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: 

Koda Nam• hrldnan O.bn Kredlt 
II 01.06.:u;.,cx �t..n Ban1uan Soeial = s.01.os.xx.:i1 Beban Hibah = 5.01.06 11J1. Bel&aja Bantuan So11ial = 
5 01.05.JULXX . Be'--'• Hibah = 
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c) Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu 
Dala.m hal terjadi pengembalian Pendapatan 
tahun sebelumnyo, PPK-SKPO melakukan 
verifikasi bukti-bukti pendukung yang 
menunjuk.kan adalah kelcbihan pembayaran 
transfer dari pemerintah pusat/provinsi dan 
pendapatan lainnya. Berdasarkan hasil 
verifikasi, fungsi akuntansi PPKD membuat 
bukti memorial kclebihan pendapatan. 
Bcrdasarkan bukti tersebut, fungsi akuntansi 
PPKD membuat jurnal: 

Kode Neme hrklraeo ...... Kredlt 

301.01.u:a Korek.; Elcuita• l.ainn) .. = 2 o 1.07.D: :a UtangJanpa P!:odelc Lainn) .. - 
Pada so.at dilakukan realisasi pengcmbalian 
pcndapatan maka PPK-PPKD menyiapkan SPM­ 
LS pembayaran kelebihan pendapatan untuk 
diajukan kepada Kuasa BUD. Berdasarko.n SPM­ 
LS dari PPK-PPKD, Kuasa BUD menerbitkan 
SP2D-LS untuk dibayarkan kepada pihak 
penerima. Berdasarkan dokumen SP2D- LS, 
fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal: 

d) Pengembalian Pendapatan Tahun Berj afan 
Dalam hal terjadi pengembalian Pendapatan 
tahun berjalan, PPK- PPKD melakukan vcrifikasi 
bukti-bukti pendukung yang menunjukkan 
adalah kelebihan pembayaran transfer dan 
pendapatan lainnya. Berdasarkan hasil 
verifikasi, PPK-PPKD membuat bukti memorial 
kelebihan pcndapatan. Berdasarkan bukti 
terscbut, fungsi akuntansi PPKD membuat 
jurnal: 

.... Nam• P.rkiraan ..... K.Ndlt 

2 01.07.u.xx Uta"I Jllngka Pendek La1nny11. = 
I 01 01 01.:a Ka, di Ka,1 0.erah - S 03 0 I O l.u Bel&aj• Tidak Terdup - 3 01.02 OS xx P!:n.i bahan SAL - . 

Kode Heme hrklreen O.bet ""'"' 701 01.D:XX Pmdapetan ... - LO = 
20107.xx.xx U19.ng Jangka P!:ndck Lainnya - 

Pada saat dilakukan 
maka PPK-PPKD 

realisasi pengcmbalian 
menyiapkan SPM-LS 
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pcmbayaran kelcb1han pcndapatan untuk 
diajukan kcpada Kuasa BUD. Berdasarkan SPM­ 
LS dari PPK- PPKD, Kuasa BUD mcncrbitkan 
SP2D-LS untuk dibayarkan kepadn pihak 
pcncrima. Bcrdasarkan dokumen SP2D-LS, 
fungsiakuntansi PPKD membuat jurnal: 

Kode N•m• Perklrean De bet Kredlt 
2 01.07.u.u, Utana J&n&l<a Pendek La1nny• = 1.01.01.01.u K.n di K •• Daerah = 530101.u eei.ri;. Tidak Terdup = 3.01.02 05.u �rut.han SAL = 

Atas transakst tersebut harus d1lakukan 
pcnycsuaian sehingga pcndapntan LRA 
mencerminkan jumlah pencrimaan pendapatan 
yang sccara riil masuk kc Rekening Kas 
Umum Dacrah. Berdasarkan bukti memorial 
dan dokumen pendukungnya, fungsi akuntansi 
PPKD mcmbuat jurnal penyesuaian scbagai 
bcrikut: 

Kode N•m• hrklre•n ..... , Ki'edlt 
... 01.01.a:x.xx Pffldai;mtan •• <.RA = 5.301.01.u Belanja Tidak Terduga = 

c) Penyisihan Piutang Tidak Tcrtagih 
Nilai penyisihan piutang tak tcrtagih tidnk 
bcrsifat akumulatif tctapi diterapkan sctiap 
akhir periode akuntansi sesuai perkembangan 
kualitas piutang. Pcnilaian kuolitas piutang 
untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung 
bcrdasarkan kualitas umur piutang. 
Koreksi penyesuian nilai penyisihan piutang 
tidak tertagih dilakukan pada saat penyusunan 
laporan keuangan dilakuknn bcrdasarkan 
daftar aging piutang. Bcrdasarkan Dafter 
Aging Piutang, fungsi akuntansi PPKD mcmbuat 
Bukti Memorial dan mclakukan jurnal: 

Kode Nam• Perkiraan De bet KHdJt 

8 0 I 07 JUI.U Behan Penyi"han P1111an1 = 
I 01 10.n..u �nyi11hlln Piutan1 Tidak = 

T,� h 

Apabila dalam tahun yang bersangkutan terbit 
Surat Kcputusan Kepala Daerah tcntang 
Penghapusan Piutang, bcrdasa..rkan bukti 
tcrscbut fungsi akuntansi PPKD membuat 
jurnal: 
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Apabila nilai pcnyisihan piutang sudah 
mencapai 100% 

Kode Nama htldtaaa O.het K. ... dlt 
l .O t . I O.xx.x:,: Pmy,11han Pllli.ang Tidek Trrugih = I O 1.,cug:.x:,: Aitet Lancar- Piu1-1>1 •••. = 

• Apabila nilai pcnyisihan piutang belum 
mencapai I OOo/o. 

Kode Nama hrldraan """' Kl'edlt 
I.Ol 10.lCll.lCII !'ffl)illih&n Plutanc ndak Tenagih = 
8.04.0 l .u.,o: Bet.,, Luar BiaM = I O l.u.u.u ,..,, l.ancu - Plutann .... = 

I) Pcnycsuaian Bcban Jasa Dibayar Dimuka 
Dalam hal lerdapat Bcban Jaso Oibayar Dimuka 
jscbagai contoh Bcban Asuransi) maka pada 
akhir pcriodc akuntansi harus dilakukan 
pcnycsuaian akun beban untuk bagian bulan 
yang belum accrued, yaitu nilai asuransi yang 
bclum mcnjadi beban tahun berjalan. 
Schubungan dcngan ha! tcrsebut, fungsi 
akuntansi PPKO mcmbuat Bukti Memorial dan 
mcmbuat jurnal: 

Kod• Nama htldraan ...... Kl'edlt 

I O I 11.u.u Bcban Oibayar o,muka = 
8.01 02 02.x:,: Bcban JaM - Bet.a luran = 

Jaminan / Aauranal 

Hal yang sama juga dipcrlakukan untuk beban 
scwa atau jasalain yang dibayar dimuka. 

e) JURNAL, BUKU BESAR DAN NERACA SALDO 
IJ Jurnal PPKD 

Jurnal di PPKD dilaksanakan dcngan 
mcnggunakan jurnal khusus dan jurnal 
umum. Jurnal khusus digunakan untuk 
mcncatat transaksi·transaksi yang sifatnya 
sejenis, berulang dan volumcnya sangat tinggi. 
Scda.ngkan tranksasi yang sifatnya tidak scjcnis 
dnn frckuensinya jarang di.input znelaui jurnal 
um um. Pcnggolongan jurnal 101 untuk 
mempennudah proses jurnal dan mcngurangi 
kesalahan. 
Jurnal khusus yang 
akuntansi PPKD 

digunakan dalam sistem 
dikclompokkan sebagai 
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bcrikut: 
a) JurnaJ penerimaan, digunakan untuk 

meneatat transaksi pendapatan PPKD; 
b) JurnaJ pcngeluaran, digunakan untuk 

mencatat transaksi bclanja dan bcban 
PPKD. 

Scd.angkan transaksi lain yang tidak 
bcrhubungan dcngan pencrimaan dan 
pcngcluaran dicatat daJam jurna] umum PPKD. 
Format buku jurnal yang digunakan dalam 
sistcm al<untansi PPKD Pcmcrintah Kabupatcn 
Sinjni adalah: 

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI 
BUKU J'URNAL PPKD 

T=g Nomor Nomor Kode Dokumcn Uraian Debit Krcdit gal Jurnal Jumal Rckcning 

2) Buku Bcsar 
Setiap transaksi yang tclah dicatat dalam jumal, 
baik jurnal khusus maupun jurnal umum diposting 
kc dalam Buku Bcsar. Transaksi akun-akun yang 
scjcnis digolongkan dalam satu rckcning buku 
bcsar schingga dipcrolch saldo untuk setiap 
masing-masing rekcning buku besar, misaJnya akun 
buku bcsar bclanja listrik bcrisi hasil posting dari 
transa.ksi-transaksi pcmbayaran rckcning listrik 
mulai dari bulan Januari s/d Descmber. 
Format buku besar yang digunakan dalam 
sistem akuntansi PPKD Pemerintah Kabupatcn 
Sinjai adalah: 

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI 
BUKU BESAR PPKD 

Kode Rekcning 
Nama Rekcning 
Pagu APBD 
Pagu PAPBO 

Tanuat Uraian R,r Debit Kredit Saldo 
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3) Neraca Saldo 
Neraca saldo merupakan hasil peringkasan buku 
besar yang menunjukkan saldo setiap rincian obyek 
rekening yang digunakan dalam sistem akuntansi 
PPKO. Neraca saldo dipcrlukan sebagai bahan 
dalam rangka penyusunan laporan keuangan PPKO. 
Format Neraca Saldo yang digunakan dalam 
sistem akuntansi SKPD Pemerintah Kabupaten 
Sinjai adalah : 

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI 
NERACA BALDO PPKD 

xcde Name Rekening Jumlah 
Rekenmg Debit Kredit 

I. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD 
I) Ketentuan Umum 

a) Laporan Kcuangan yang dihasilkan pada tingkat 
PPKD diperoleh mclaJui proses akuntansi yang 
secara periodik dilakukan oleh f"ungsi 
Akuntansi PPKD. Jurnal dan posting yang 
telah dilakukan terhadap transaksi keuangan 
menjadi dasar dalam penyusunan laporan 
keuangan. 

bl Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 
terdapat 5 laporan kcuangan yang dibuat oleh 
PPKD sebagai entitas akuntansi, yaitu: 
(II Laporan Realisasi Anggaran (LRA): 
{2) Neraca; 
(3) Laporan Opc:rasional (LO): 
(4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 
(51 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

cl Bagan berikut 1n1 menunjukkan proses 
pcnyusunan Laporan Keuangan PPKD: 
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Menytapkan Kertu Ke,1a 

Neraca Saldo 
Sebelum 

Membuat 

Neraca�ldo 
Se1elah 

D 
Menyusun t.aporan Keuan11an 

Menyusun 
Neraca, 

\l) membuH jurnal 
pt'RUl\lp akhlr 
dan NS akhlr 

Menyusun 
Catiltiln ataJ 

Uporiln 

Menyusun LO, 
membu;a1 Jumal 
penutup LO dPn 

NS Setelah 

Menyusun 
t.apor;an 

Perubahan 

Menyu.sun LRA, 

1, \ membua1 Jurnal 
'el penutup LRA 

dan NS Se1elah 

2) Pihak-Pihak Terkait 
prosedur Pihak-pihak yang terkait dalam 

pcnyusunan laporan keuangan adalah 
a) F'ungsi Akuntnnsi PPKD; 
b) PPKD. 

3J Langkah-Langkah Teknis 
a) Menyiapkan Kertas Kcrja 

(II F'ungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kcrtas 
kcrja (work.sheet) scbagai alat untuk 
mcnyusun Laporan Keuangan. Kertas kcrja 
adalah alat banru yang digunakan dalam 
proses pembuatan Laporan Keuangan. 
Kcrtas kcrja bcrguna untuk mempermudah 
proses pembuatan laporan keuangan yang 
dihasilkan secara manual. 

(2) Penggunaan format dalam hal ini 
discsuaikan dengan kebutuhan yang 
bcrkembang. Informasi minimal yangharus 
ada dalam format kertas kerja tercantum 
dalam tabe\ sebagai berikut. 



Ncraca Saldo 
Kcde Uraian Ncraca Saldo Penyesua,an Sctclah 

Rekcning Pcnyesuaian 
D K D K D K 

Neraca Saldo Sebelum Pcnycsuaian 
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan 
rckapilulasi saldo-saldo buku bcsar mcnjadi 
neraca saldo. Angka-angka ncraca saldo 
tersebut dilctakkan di kolom "Neraca Saldo'" 
yang terdapat pada Kertas Kerja. 

b) Membuat Jurnal Penyesuaian 
Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal 
penycsuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan 
melakukan pcnyesuaian atas saldo pada akun­ 
akun tcrtentu dan pcngakuan atas transaksi­ 
transaksi yang bcrsifot akrual. Jurnal 
penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom 
-Penyeauaian" yang tcrdapat pnda Kertas Kerja. 
Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara 
lain digunakon untuk : 
(I) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan; 
(2) Pencatatan jurnal yang bclum dilakukan; 
(3) Pcncetatan piuteng. persediaan dan atau 

aset lainnya pada akhir tahun. 
c) Membuat Neraca Saldo Sctclah Pcnyesuaion 

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan 
penycsuaian atas neraca saldo bcrdasarken 
jurnal penyesuaian yang telah dibuat 
sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan 
di!etakkun poda kolom -Neraca Saldo Setelah 
penyeauajan" yang terdapat pada Kertas Kcrja. 

d) Menyusun Laporan Keuangan 
(II Mcnyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Berdasarkan Ncraca Saldo yang telah 
disesuaikan, FungJJi Akuntansi PPKD 
mcngidentifikasi akun-akun yang termasuk 
dalam komponen Laporan Realisasi 
Anggarnn den kemudian disajikan dalam 
"Laporan Realisasi Anggaran'". 
Bcrsamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi 
Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup. 
Prinsip penutupan 1n1 adalah membuat 
nilai akun-akun LRA menjadi 0. Jurnal 
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pcnutup tcrsebut dilakukan daJam 3 tahap, 
scbagai bcrikut: 
(a) Jurnal Pcnutup untuk mcnutup jurnal 

pcnganggaran yang dibuot di awal 
tahun anggaran 

Kod• Nam• P•rldnaa Deb.t ""•dlt 
3 01.02 03.u Aproprialli Bel&nJ& = 3.01.02 04..xx Apn>priaai Peng,eL-,.n Pembiayaan = 
3.0l.02 OS.:c: E•uma•i Perubahan SAL = 3 01.02 01..xx E,t,maai Pendapatan = 3.01.02 02..xx £,um,,.; Penerim,,an = 

Pembla"aan . - . 
urnal Penutup untuk rcalisasi anggaran, 
ditutup pada akun surplus/defisit - LRA 

Kod• Nam• P•rldn•n O.b.t ""•dlt 
4.x x :a Pendllpe.tan LRA = 6 0 l.:c: u. Penr:rimaan �mbiayaan = 5,,i.Jt.u BelanJ& = 
6 02.,i.,uc Pengeluaran Pr:mblayaan = 
3010206:c: Su -•u, LRA = 

(cl Jurnal Pcnutup untuk mcnutup akun 
surplus/dcfisit-LRA pada akun Estimasi 
Pcrubahan SAL yang tcrbentuk sclama 
transaksi. .... Nanu. P•rkk••n .,. .. , K.-.dlt 

3.01.02 06.:IDI Surplu1 Oefi1!1 - LRA = 3.01 02 OS.xx Perubahan SAL = 
Kcmudian sctclah mcmbuat jurnal pcnutup, 
Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Ncraca 
Saldo sctclah Pcnutupan LRA. 
Contoh Format Laporan Rcalisasi Anggaran 
(LRA) dapat di lihat pada Lampiran 
Peraturan Bupati yang mcngatur tcntang 
Kcbijakan Akuntansi, khususnye Kcbijakan 
Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA). 

(2) Menyuisun Laporan Opcra5ional (LO) 
Fungsi Akuntansi PPKD mcngidcntifikasi 
akun-akun yang tcrrnasuk dalam 
komponen Lapornn Opcrnsional untuk 
kcmudian mcmbuat Laporan Opcrasional. 
Bcrsamaan dcngan pcmbuatan LO, F'ungsi 
Akuntansi PPKO membuat jurnal pcnutup. 
Prinsip pcnutupan 101 adalah membuat 
nilai akun-akun LO menjadi 0. Bcrikut ini 

CJ;:-. 
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contoh jurnal penutup LO. 

Kode Name Perldrean O.bet l<>'edlt 

7 .X.ll xx �petan-LO """ 3.01 01 02.xx Surplu• �fi•n - LO """ 8.x.x xx """"" 
Kemudian, setelah membuat jurnal 
penutupan, F'ungsi Akuntansi PPKD 
menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan 
LO. 
Contoh Format Laporan Operasional (LO) 
dapat di lihat pada Lampiran Pcraturan 
Bupati yang mengatur tentang Kebijakan 
Akuntansi, khususnya Kebijakan Akuntansi 
Laporan Operasional (LO). 

(3) Menyusun Neraca 
Berdasarkan Neraca Saldo setelah 
Pcnutupan LO, f'ungsi Akuntansi PPKD 
membuat Neraca. Bersamaan dengan 
pembuatan Neraca, F'ungsi A.kuntansi PPKD 
membuat jumaJ penutup akhir untuk 
menutup akun Surplus/Oelisit. .. -LO ke 
akun Ekuitas. 
Berikut contoh jurnal penutup akhir. 

.... Nama Perkin.an O.bet l<>'edlt 

3 01 01 02.xx SurplUI �foll-LO = 
3 01 01 01.u EkUI\RI = 

Setelah membuat jurnal penutup akhir, 
Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca 
Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan 
menjadi Neraca Awal untuk periode 
akuntansi yang selanjutnya. 
Contoh Format Neraca dapat di lihat pada 
Lampiran Peraturan Bupati yang mengatur 
tentang Kebijakan Akuntansi, khususnya 
Kebijakan Akuntansi Neraca. 

(4) Menyusun Laporan Pcrubahan Ekuitas(LPE) 
Selanjutnya, f'ungsi Akuntansi PPKO 
membuat Loporan Pcrubahan Ekuitas 
menggunakan data Eku.itas Awai dan data 
perubahan ekuitas periode berjalan yang 
saJah satunya dipcrolch dari Laporan 
Operasional yang tclah dibuat sebelumnya. 
Laporan Perubahan Ekuitas ini akan 
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menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD. 
Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas 
(LPE) dapat di lihat pada Lampiran 
Peraturan Bupati yang mengatur tentang 
Kebijakan Akuntansi, khususnya 
Kebijakan Akuntansi L.aporan Perubahan 
Ekuitas (LPE). 

(5) Menyusun Co.tatan o.to.s Laporan Keuangan 
Catalan atas Laporan Keuangan meliputi 
penjelaean naratif atau rincian dari angka 
yang tertera daJam L.aporan Realisasi 
Anggaran. l...oporan Operasional, Laporan 
Perubahan Ekuitas, dan Neraca. 
Hal-ha! yang diungkapkan di dalam Catalan 
atas Laporan Keuangan antara lain: 
(a) lnformo.si umum tentang Entitas 

Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 
(b) lnformasi tentang kebijakan 

fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 
\c) lkhtisar pencapaian target keuangan 

selama tahun pelo.poran berikut kendala 
dan hambatan yang dihadapi dalam 
pencapaian target; 

(d) lnformasi tentang dasar penyusunan 
Japoran keuangan dan kebijakan­ 
kebijakan akuntansi yang dipilih 
untuk diterapkan atas u-ansaksr­ 
transaksi dan kejadian-kejadian penting 
lainnya; 

(e) Rincian dan penjelasan masing-masing 
pos yang disajikan pada lembar muka 
laporan keuangan; 

(I) Informasi yang diharuskan olch 
Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang be\um disajikan 
dalam lembar muka laporan keuangan; 
d= 

{g) lnformasi lainnya yang diperlukan 
untuk penyajian yang wajar, yang tidak 
disajikan dalam lembar muka laporan 
keuangan. 

Format Catatan atas L.aporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Sinjai diilustrasikan 
dalam Peraturan Bupati Sinjai tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Sinjai. 
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fl PENYUSUNAN LAPORAN KEUANOAN 
KONSOLIDASIAN 
11 Ketentuan Umum 

Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan 
keuangan gabungan dari seluruh Laporan Keuangan 
SKPD dan laporan keuangan PPKO menjadi satu 
laporan keuangan entitas tunggal, dalam ha1 mi 
adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sinjai sebagai entitas pelaporan. 
Laporan keuangan konsolidasi ini disusun oleh 
PPKD yang dalam ha! 101 bertindak mewakili 
Pemerintah Darah sebagai konsolidator. Laporan 
konsolido.si ini d1buat karena Sistem Akuntansi 
Pemerintah Daerah (SAPO) dibangun dengan 
arsitcktur pusat dan cabang (Home Office-Branch 
Office). PPKO bcrtindak sebagai kantor pusat, 
sedangkan SKPD bertindo.k sebagai kantor cabang. 
Laporan keuangan pemcrintah daerah 
disusun dengan melakukan proses konsolidasi 
dari scluruh laporan keuangan cntitas akuntansi 
yang tcrdapat pada pcmcrintah daerah. Neraca sa1do 
dari semua entitas akuntansi SKPD dan cntitas 
akuntansi PPKO menjadi dasar dalam penyusunan 
laporan kcuangan. 
Tcrdapat 7 Laporan Kcuangan yang dibuat olch 
PPKO, yaitu: 
a) Laporan Rcalisasi Anggaran (LRA); 
b) Laporan Pcrubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 
c) Ncraca; 
d) Laporan Opcrasional (LO); 
e) Laporan Pcrubahan Ekuitas (LPE); 
I) Laporan Arus Kas (LAK); dan 
gJ Catalan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
Ke tujuh Laporan Keuangan ini disampaikan oleh 
Bupati Sinjai kepada BPK RI untuk diaudit 
selambat-lambatnya 3 bulan setelah Tahun 
Anggaran berakhir dan hasil auditnya diserahkan 
kepada OPRO Kabupaten Sinjai bcrsamaan dcngan 
Rancangan Peraturan Oaerah Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBO sclamba.t-lambatnya 6 bulan 
sctelah Tahun Anggaran berakhir. 
Bagan berikut ini menunjukkan proses 
pcnyusunan Laporan Keuangan Pcmerintah 
Daerah: 
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PPKD; 

melaksanakan penyusunan 
pemerintah daerah adalah 

2) Plhak·Pihak Terkalt 
Pihak·pihak yang 
laporan keuangan 
sebagai berikut : 
a) F'ungsi Akuntansi 
b) PPKD. 

3) Langkah-Langkah Tekni• 
aJ Menyiapkan Kertas Kerja Konsolidasi 

F'ungsi Akuntansi PPKD mcnyiapkan kertas 
kerja (worksheet) dengan lajur scsuai banyaknya 
SKPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun 
Neraca Saldo Gabungan SKPD dan PPKD. Kertas 
kerja ini adalah alat bantu yang digunakan 
untuk menyiapkan kolom neraca saldo 
pemerintah daerah dalam kertas kerja 
pcnyusunan Laporan Keuangan Pemcrintah 
Daerah. Kertas kerja bcrguna untuk 
mempcrmudah proses pembuatan laporan 
keuangan yang dihasilkan secara manual. 
Neraca Saldo SKPD dan Neraca SaJdo PPKD 
yang dimasukkan kedalam kertas kerja 
konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah 
disesuaikan. Setelah mcmasukkan semua 
neraca saldo kedalam kertas kerja konsolidasi, 
F'ungsi Akuntansi PPKO membuat jurnal 
eliminasi untuk mcnghapus akun transitoris 
yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Berdasarkan 
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Ncraca Saldo SKPD dan Ncraca Saldo PPKD 
scrta Jurnal Eliminasi, F'ungsi Akuntansi PPKD 
mengisi Neraca Saldo Pcmerintah Dacrah. 
Untuk climinasi kedua akun tersebut, fungsi 
akuntansi PPKD mencatat �RK-PPKD .. di debit 
dan �RK-SKPD" di kredit dcngan jurnal: 

Kode Nem• PeTkinen De bet ...... 
3.0! 0301.xx R/K PPKD = 
3.01 IUt,ICI :o R/K SKPO = 

b) Menyusun Laporan Keuangnn Konsolldasi 
(1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Bcrdasarkan Ncraca. Saldo Pemerintah Deerah, 
f'ungs1 Akun1.an11 PPKD mcngidcntifikasi akun­ 
akun yang tcnnasuk dalam komponen Laporan 
Rcalisasi Anggaran dan kcmudian diaajikan dalam 
Laporan Rcalisasi Anggaran. 
Nilai kolom debit dan kredit pada kolom 
"Laporan Realisasi Anggaran" dijumlahkan. 
Sclisih antara kcdua nilai ini mcrupakan 
nilai "SILPA tahun berjalan". Nilai 1n1 
ditcmpatkan di bawah kolom yang nilainya 
lebih kccil, sehingga akan diperolch nilai 
yang scimbang antara kolom debit dan 
krcdit. 
Bcrsamaan dengan pcmbuatan LRA yang 
1nerupakan Laporan RcaJisasi Anggaran 
Pcndapatan dan Bclanja Daerah (LRA 
APBD), PPKD juga membuat jurnal pcnutup. 
Prinsip penutupan ini adaJah 
nilai akun-akun LRA mcnjadi 
contoh jumaJ pcnutup LRA. 

membuat 
0. Berikut 

Kode Nem• Perldreen I>ebet Kredlt 
4.x.x.:o l'H>de .. tan-LRA = 60\x,u; Pencri,....n Pem�-LAA = 
3.01.02 03.xx Apropriaai Belanja, = 3.0\.02 O<rl.D Apropriaai Penge!uvan Pemblayaan = 3.01 02 OS.xx £1tlma1i Perut.han SAL = 5.IUt.XX.IU:.D .. ,.,,,. = 
6.02 D.iut IUt Pengelu.an,n PembiayHn = J.01 02 OJ.xx £1timasi Pendap,11an """ J.01 02 02.xx £11imaai l'fflerimaan = Pembia,·aan 

Kemudian, set el ah mcmbuat jurnal 
pcnutupo.n, Akuntansi 
Neraca Saldo setelah 

PPKD mcnyusun 
Pcnutupan LRA. 
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Contoh Format Laporan Realisasi 
Amggaran (LRA) dapat dilihat pada 
Lampiran Peraturan Bupati yang mengatur 
tentang Ketnjakan Akuntansi khususnya 
kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA). 

(2) Menyusun Laporan Operasional {LO) 
Berdasarkan Neraca Saldo setelah 
Penutupan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD 
mengidentifikasi akun-akun yang termasuk 
dalam komponen Laporan Operasional 
untuk kemudian membuat Laporan 
Operasional. 
Bersarnaan dengan pembuatan LO, PPKD 
juga membuat jurnal penutup. Prinsip 
penutupan ini adalah membuat nilai 
akun-akun LO menjadi 0. Berikut ini contoh 
jurnal penutup LO. 
(a) Apabila terjadi Surplus: 

Kode N•m• Perklraan Dehet Kredlt 

7 .ltl<.ltl<.l<ll.ltl< �nd•pjitan-LO = 
3.01 0102.lll< Surplus-LO = 
8 JU:.:U: lDUtx """" = 

(b) Apabila terjadi Defisit 

Kod• Nam• Perklr••n De bet Kredlt 

7 .lDC.lDl.lDC.:U: �ndapa1an-LO = 
3.01.01.0"2.xx Dell1i1-LO = 8.xx xx.xx.xx B<Sm = 

Kemudian, setelah membuat jurnal 
penutupan, Akuntansi PPKD menyusun 
Neraca Saldo setelah Penutupan LO. 
Contoh Format Laporan Operasional (LO) 
dapat dilihat pada Lampiran Peraturan 
Bupati yang mengatur tentang Kebijakan 
Akuntansi, khususnya Kebijakan Akuntansi 
Laporan Operasional (LO). 

(3) Menyusun Neraca 
Berdasarkan Neraca Saldo setelah 
Penutupan LO, Fungsi Akuntansi PPKD 
membuat Neraca. Bersamaan dengan 
pembuatan Neraca, PPKD membuat jurna.1 
penutup akhir untuk menutup akun 
Surplus/Defisit-LO ke akun Ekuitas. 
Berikut ini contoh jurnal penutup akhir. 

Kode Nama Perkba•n De bet Kredlt 



3 01.01 OJ.xx Ekuit11• = 
3010102:xx Defillit-LO - 3010\0lu Surplu•·LO = 
30\0IOla Eku,t11• - 

Setelah membuat JUrnal penutup akhir, 
Fungsi Akuntansi PPKO menyusun Neraca 
Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan 
menjadi Neraca Awal untuk periode 
akuntansi yangselanjutnya. 

(4) Menyusun Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lcbih (LPSAL) 
Dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah 
dibuat sebelumnya, Fungsi Akuntansi 
PPKD dapat menyusun Laporan Perubahan 
SAL. Laporan Perubahan SAL ini 
merupakan akumulasi SiLPA periode 
bcrjalan dan tahun-tehun sebclumnya. 

(5) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas 
(LPE) 
Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD 
membuat Laporan Perubahan Ekuitas 
menggunakan data Ekultas Awai dan data 
perubahan ekuitas periode berjo.Jan yang 
salah satunya diperoleh dari Laporan 
Opcrasional yang telah dibuat sebclumnya. 
Laporan Perubahan Ekuitas ini akan 
menggambarkan pcrgerakan ekuitas PPKD. 

(6) Membuat Laporan Arus Kas 
Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara 
Umum Daerah. Inti unsur dari Laporan Arus 
Kas ialah penerimaan kas dan pengcluaran 
kas. lnfonnasi tersebut dapat diperoleh dari 
Buku Besar Kas dan juga jurnal yang 
telah dibuat sebclumnya. Semua transaksi 
terkait Arus Kas tersebut kemudian 
diklasifikasikan kc dalam aktivitas operasi, 
aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, 
aktivitas transitoris. 

(7) Membuat Catatan at.as Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi 
penjelasan atau rincian dari angka yang 
tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 
Laporan Perubahan SAL, Laporan 
Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas, 
Neraca, dan Laporan Arus Kas. Rincian 
dalam bentuk angka disajiknn secara 
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komparatif dengan realisasi tahun 
sebclumnya. Hal-hal yang diungkapkan di 
dalam Cutatan atas Laporan Keuangan 
antara lain; 

(8) [nformasi umum tentang Entitas Pclaporan 
dan Ent.itasAkuntansi; 

(91 lnformasi tentang kebijakan keuangan dan 
ekonomi makro: 

(lO)Ikhtisar pencapaian target keuangan selama 
tahun pelaporan berikut kendala dan 
hambatan yang dihadapi dalwn pencapaian 
target; 

(I l)lnformasi tentang dasar penyusunan 
laporan keuangan dan kebijakan·kebijakan 
akuntansi yang dipilih untuk diterapkn.n 
atas transaksi-transaksi dan kejadian­ 
kejadian penting lainnya: 

( 12) Rincian dan penjelasan masing-masing pos 
yang disajikan pada lembar muka laporan 
keuangan; 

( 13) lnformasi yang diharuskan oleh 
Pernyataan Standar Akuntansi 
Pcmerintahan yang belum disajikan dalam 
lembar muka laporan keuangan; dan 

(I4)1nfonnasi lainnya yang diperlukan untuk 
penyajian yang wajar, yang tidak disajikan 
dalam lembar muka Japoran keuangan. 

O OADHISTA ASAPA 

'Y. 
PARAF KOOROINASI 

1 �IP 

2 ....•... ·•····· •••.•.•• 

3 .. -·-·· .. ···-···· . .. � .. 
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LAMPIRAN Ill 
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR ..... 
TAHUN 2023 
TENT ANG 
PEMERINTAH 
SINJAI 

AKUNTANSI 
KABUPATEN 

SISTEM 
DAERAH 

LAMPIRAN m · BAGAN AKUN STANDAR 

A, PENGERTIAN 
Bagan akun standar (BAS) adalah daftar kodcfikasi dan 
klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun sccara 
sistematis scbagai pedoman dalam pclaksanaan anggaran dan 
pclaporan kcuangan pcmerintah dacrah, kodefikasi akun ini 
menggambarkan struktur laporan keuangan sccara Jcngkap 
yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara 
lengkap. Kumpulan akun tersebut digunakan dalam pcncatatan 
transaksi pada buku jurnal, pcngklasilikasian pada buku besar, 
pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian daJam laporan 
keuangan. 
I. BAS ini tcrdiri dari 8 Koclc Akun. yaitu akun I (satu) 

menunjukkan aset; akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; 
akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas; akun 4 (empat) 
menunjukkan pcndapatan-LRA; akun 5 (Jima) menunjukkan 
bclanja; akun 6 (enam) menunjukkan pembiayaan; akun 7 
(tujuh) menunjukkan pcndapatan-LO; akun 8 (delapan) 
menunjukkan beban-LO. 

2. BAS dinnci dalam 6 level kode rekening (rincion obyekl, yaitu 
level I (satu) mcnunjukkan kode akun; level '2 (dua) 
menunjukkan kode kelompok; level 3 {tiga) menunjukkan 
kodc jenis; level 4 (empat) mcnunjukkan kod.e obyek; level 5 
{lima) menunjukkan kode rinclan obyek. Dan level 6 (enam) 
menunjukkan kode sub rincian obyek 

3. BAS merupakan tools untuk mengsinkronkan proses 
perencanaan, penganggaran dengan proses akuntansi dan 
pelaporan teruta.ma berguna dalam mcnyusun Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Entitas 
Pelaporan. 

B. BALDO NORMAL A.KUN 
Saldo normal akun adnlah perkiraan bahwa jenis akun 
tenentu akan memiliki saldo debit otau kredit bcrdasarkan 
klasifikasinya di dalam bagan akun. Saldo ini biasanya akan 
berpengaruh terhadap pertambahan atau bcrkurangnya cari 
jumlah satu rekening. Snldo normal juga diartikan sebagai 
klasifi.kasi terhadap aebuah perkiraon akun yang menggunakan 
sebuah prinsip pembukuan eecara bcrpasangan. Sctiap akun 
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akan selnJu menepati atau memiliki saldo tersendiri dan snJing 
ber-pasangan antara debit don kredit. Ketika terdapat sebuah 
penambahan atau pengurangan jumlah pasti akan dipengaruhi 
oleh akun yang lain. SnJdo normal memiliki sebuah sifat atau 
ciri-ciri yang ketika digunakan akan ber-pasangan, saling 
mempcngaruhi antara satu dengan yang lain don juga 
seimbang. 

KODE NAMAAKUN SALDO 
NORMAL 

I ASET Debet 
2 KEWAJIBAN Krcdit 
3 EKUITAS Kredit 
4 PENDAPATAN - LRA Kr-edit 
5 BEi.ANJA Deb<, 
6 PEMBIAYMN Debe1/Krcdit 
7 PE:NDAPATAN - LO Krcdit 
8 BE BAN Debet 

C. BAGAN AKUN STANOAR 
Bagan Akun Standar sarnpai dengan level 6 (sub rincian obyek) 
yang digunakan dB.Jam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Sinjai mengacu kepada Keputusan Menteri Oalam Negeri 
Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikosi, Validasi 
dan lnventarisasi Pcmutahiran KIB8ifikosi, Kodefikoai dun 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan don Keuangan 
Daer-ah. 
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GADHISTA ASAPA 

PA RAF KOOROINASI 
Sl'?DUNIT M.El!JA :IJ.liA! Tql 
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